


 

 

PEKERJA ANAK DALAM ISLAM 
Sebuah Tinjauan Normatif Yuridis 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Aji Damanuri, M.E.I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALINA MEDIA 
 
 



 

ii  

 
 
 

PEKERJA ANAK DALAM ISLAM 
Sebuah Tinjauan Normatif Yuridis 

© Calina Media, 2020 
All right reserved 

 

viii + 123 hlm; 15,5 x 23 cm 

Cetakan I November 2020 

ISBN: 978-602-5972-44-7 

 

Penulis 
Dr. Aji Damanuri, M.E.I 

 
Editor 

Nanang Trihandoko, M.H. 
Anp Dwi Saputro, M.Pd. 

 
Desain Cover 

Devid 

 

 Layout 

Siti Mukaromah 

 

 

Copyright © Calina Media, 2020 

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. 

Dilarang Memperbanyak Sebagaian atau seluruh isi buku ini 

dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis 

termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem 

penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit 

 

Diterbitkan oleh:  

Calina Media  

Perum Puspaasri Mangunsuman B. 13 Ponorogo 63471 

HP. 085736156324 

 

 



Pekerja Anak dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif Yuridis 

 Kata Pengantar  iii 

 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

Alhamdulillahirabbil‟alamin, dengan berakhirnya penulisan 

buku ini saya haturkan puji syukur kehadirat Allah swt yang telah 

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. 

 PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK: Studi Atas Undang-

Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Perspektif  Sad Al Dzari‟ah Dan Fath Al Dzari‟ah. Penelitian ini kami 

anggap mempunyai nuansa unik dan menarik, karena 

menyangkut permasalahan yang selama ini terjadi di hamper 

semua tempat, tetapi penanganannya belum maksimal dan 

komprehensif. 

Kondisi perburuhan Indonesia yang belum tertata dengan 

baik berimbas pada kehidupan sosial ekonomi yang 

memprihatinkan, sehingga tidak saja dirasakan oleh orang dewasa 

tetapi juga anak-anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur 

terpaksa (dan dipaksa) bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. Padahal Konvensi hak anak (Child Right Convention) 

Indonesia telah meretifikasinya melalui keputusan presiden 

(Kepres) No. 36 tahun 1990, sehingga terikat secara yuridis dan 

politis atas segala ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut. 

Sebagai komitmen negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-

Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dan tertuang pula 

dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan 

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang 

belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan. Undang-Undang yang disahkan pemerintah 

ini sebagai perwujudan  untuk melaksanakan pemenuhan, 
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pemajuan perlindungan hak anak bagi seluruh anak Indonesia 

berlaku bagi semua jenis kelamin, status sosial, agama, ras dan 

etnis. 

Sejalan dengan konvensi tersebut hukum islam pada 

dasarnya berangkat dari pemenuhan dan perhatian kepada 

kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, akal, akidah, 

usaha, pahala , termasuk juga hak anak. Di samping itu hukum 

islam harus menjamin kemaslahatan yang bakal terjadi dan juga 

menghalangi segala bentuk kerusakan yang mungkin akan terjadi. 

Konsep ini dikenal dengan Sad al Dzariah dan Fath al Dzari‟ah. 

Perbuatan yang mempunyai kemungkinan, walaupun kecil, akan 

membawa kepada suatu yang terlarang. Hal ini didasarkan 

prinsip islam yang menetapkan hukum dengan mengutamakan 

kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian sad al Dzariah 

adalah menutup jalan yang membawa pada kebinasaan atau 

kejahatan,  sedangkan fath al Dzariah merupakan kebalikannya. 

Dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja anak, sebuah 

aturan perundang-undangan, seharusnya menjamin dan menutup 

pintu kejahatan yang dipresiksi akan terjadi. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan mengkaji bagaimana bentuk-bentuk 

perlindungan pekerja anak yang tercantum dalam Undang-

Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya 

anak dalam kapasitasnya sebagai seorang pekerja dengan 

menggunakan pisau analisis sad al Dzariah dan fath al Dzariah. 

Apakah bentuk-bentuk perlindungan anak dalam Undang-

Undang tersebut sesuai dengan konsep sad al Dzari‟ah atau 

sebaliknya.  

Penelitian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk 

perlindungan pekerja anak dalam Undang-Undang RI No. 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  masih kurang relevan 

dengan konsep sad al Dzariah dan Fath al Dzariah, karena hanya 

mengatur pekerja anak dalam hubungan industrial dan kurang 

mengakomodasi anak yang bekerja di sector keluarga dan di luar 

hubungan industrial. 
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Akhirnya, kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat untuk 

semua masyarakat, terutama orang-orang yang terlibat dalam 

dunia kerja, baik majikan, pekerja dan tentusaja pemerintah. Kami 

juga menyadari bahwa masih banyak kekurangannya, oleh karena 

itu saran dan kritik yang bijaksana kami harapkan demi 

kesempurnaan penerbitan  selanjutnya.  
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BAB I 

TEOLOGI KERJA 

 
A. Hakekat kerja 

Secara esensi, al-Qur'an memandang  dunia bersifat 

teosentris. Relasi etik antara manusia dan Tuhan yang meliputi 

seluruh cita dan citraNya, harus terrefleksi secara utuh dalam 

kehidupan.  Relasi etik tersebut akan mendasari sikap manusia 

terhadap alam dan   terhadap sesamanya.1  Sikap etis Tuhan 

yang harmoni terhadap makhluk, telah menetapkan kebajikan  

fundamental, yaitu keadilan-Nya.    

Islam tampil sebagai legalitas, di mana seorang muslim 

tidak dapat menghayati agamanya selain “di bawah pandangan 

Tuhan".   Dalam pandangan muslim,  Islam tidak sekadar  

ideologi, karena Islam merupakan humanisme transendental 

yang  menciptakan tindakan moral yang ideal, legal, dan 

universal yang mampu mengayomi semua unsur kemakhlukan 

di bawah "atas nama Tuhan" (Marcel: 1980: 89).  

Di dalam Islam, keharusan manusia menjalin hubungan 

dengan sesamanya (humanisme), tidaklah harus 

mengesampingkan monoteisme mutlak. Akan tetapi 

melewatinya lebih dan memberikan kepada manusia 

keagungan yang sebenarnya dan memungkinkan untuk 

mengembangkan kebajikannya. Islam menganjurkan manusia 

mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual dan mengambil 

                                                 
1Voluntarisme rasional memandang, bahwa suatu tidakan dikatakan etis 

jika tindakan tersebut berasal produk pilihan sadar dalam situasi bebas, bukan 
dalam keterpaksaan.  Dengan demikian pertanggungjawaban secara etis dapat 
dilakukan jika suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan sadar dan dalam 
bingkai kebebasan. Semakian luas wilayah kebebasan dalam berbuat, maka 
semakin berat pertanggung jawaban moralnya. (Madjid Fakhri, 1996:  49).  
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faedah secara wajar dari apa yang diusahakan.2   Islam 

menetapkan nilai pribadi manusia dan menentukan batas-

batasnya serta menetapkan kewajiban yang perlu demi 

keseimbangan antara pribadi dan masyarakat.3 

 

B. Pandangan Al-Qur'an terhadap Kerja 

Ada tiga istilah yang berkelindan antara kerja, usaha dan 

upaya.  

Kerja  lazim dimaknai dengan  kegiatan untuk 

melakukan sesuatu dalam rangka mencari nafkah (rezeki) 

untuk memenuhi hajat hidup. Jika berbentuk adjektif berarti 

perbuatan, prakarsa, ikhtiyar dan daya upaya untuk mencapai 

sesuatu.    

Usaha adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga, 

pikiran dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Kata ini ketika 

dipakai secara mandiri menunjuk pada salah satu kegiatan 

ekonomi yaitu dagang. Hal ini karena kata tersebut 

mengandung unsur hubungan terkait antara manusia dengan 

sesama manusia sebagai subjek, dan manusia dengan benda 

sebagai objeknya yang sering nampak pada kegiatan ekonomi 

(dagang).   

Upaya adalah usaha, ikhtiyar untuk memecahkan suatu 

persoalan, mencari jalan keluar untuk mencapai suatu maksud. 

(Diknas,  Kamus Besar, 2003: 309). Ketiga pengertian tersebut 

dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah „amal, kasb dan sa„yu.  

                                                 
2. Al-Qashash/28: 77. 

َّب وَاثِزَغِ ُٗ ءَارَبنَ فُٔ َٓ َٔصُٔجَهَ رَِٕظَ وَلا اِخٔشَحَ اٌذٖاسَ اٌَّ ِٓ اٌذَُِٗٔب ِٔ َّب وَؤَحِغِ َٓ وَ ُٗ ؤَحِغَ . الأسِضِ فٍٔ اٌْفَغَبدَ رَجِغِ وَلَا إٌَُِِهَ اٌَّ  
3. Doktrin ajaran Islam ketika membicarakan watak yuridis manusia, 

selalu menekankan gabungan antara spiritual dan duniawi.  Kewajiban pokok 
manusia terhadap Tuhan adalah tunduk dan bertindak lurus,  seperti kewajiban 
berbuat adil dan jujur dalam transaksi, sikap sungguh-sungguh, amanat dan 
loyal terhadap persetujuan, sikap hormat dan cinta terhadap sesamanya, 
khususnya kepada orang tua dan kerabat, merendahkan diri, persamaan, sikap 
hormat dan melindungi orang lemah.   
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Salah satu etos yang dinamik dalam kehidupan muslim 

adalah etos gerak. Al-Qur'an mendorong muslim dan mukmin 

untuk bergerak dan berbuat sesuatu yang positif secara aktif 

dan dinamis. Al-Qur'an sering melukiskan Islam dengan "jalan" 

seperti syarîî„ah,4 tharîqah,5 shirâth,6 sabîl,7 dan minhâj,8 yang 

secara umum seluruhnya menunjuk pada makna "jalan" yang 

harus dilalui. Dalam hal ini, Islam adalah jalan hidup untuk 

mencari tujuan hidupnya yaitu ridlâ Ilâhi (mardlâtillâh) 

Islam yang dikonotasikan dengan "jalan", memberikan 

gambaran bahwa ajarannya adalah ajaran dinamis, bergerak, 

dan berubah menuju kesempurnaan sesuai dengan yang dicita-

citakan. Orang Islam yang berjalan di atas jalan tersebut 

lazimnya bergerak, dinamis, aktif, tidak pasif, dan diam pada 

suatu kondisi. 

Al-Qur'an menyalahkan manusia yang menggunakan 

hidupnya (umur) yang tidak menguntungkan, kacuali setelah 

dia bergerak dan berusaha mencari kondisi yang diprediksikan 

lebih menguntungkan.9 Bagi orang yang mencari perubahan, 

Allah menjanjikan kemudahan dan keleluasaan sebagai 

apresiasi atas usahanya. 

                                                 
4.Kata ini disebut satu kali, yaitu surat  al-Jâtsiyah/48: 18. 

 ُٖ ٍَْٕبنَ صُ َٓ شَشَِؼَخٕ ػًٍََ جَؼَ ِِشِ ِٔ ِ٘ىَاءَ رَزٖجِغِ وَلَا فَبرٖجِؼِهَب الَأ َٓ ؤَ َْ لَا اٌَّزَٔ ُّى .ََؼٍَِ  
5.Kata ini disebut dua kali dalam surat  Thâha/20: 104 dan al-Jinn/72: 16. 

 ُٓ ُُ َٔحِ َّب ؤَػٍَِ َْ ثِ ُِ ََمُىيُ إِرْ ََمُىٌُى ِِضٍَُهُ ْْ شَِمَخًؼَ ؤَ ُِ إِ ِّب إِلاَّ ٌَجِضْزُ .ََىِ  
6.Kata ini diulang 45 kali di antaranya surat آlu „Imrân/3: 51.  

َّ َٗ إِ ُِ سَثٍِّ اٌَّ ُْ صٔشَاغٌ َ٘زَا فَبػِجُذُوُٖ وَسَثٗىُ .ُِغِزَمُٔ  
7.Kata ini  diulang 166 kali di antaranya  adalah surat Yûsuf/12: 108.  

ًْ ٖٔ لُ ٗٔ إًٌَِ ؤَدِػُى عَجٍٍُِٔ َ٘زٔ ِٓ ؤََٔب ثَصٔيَرحٕ ػًٍََ اٌَّ َِ َْ ارٖجَؼٍَِٕ وَ ٗٔ وَعُجِحَب َِب اٌَّ َٓ ؤََٔب وَ ُّشِشِؤيَن ِٔ .اٌْ  
8.Kata ini  hanya diulang satu kali dalam surat al-Mâ'idah/5: 48.  

ٍّ ٍَْٕب ٌٔىُ ُِ جَؼَ ِِٕٔهَبجّب شٔشِػَخً ِِٕٔىُ ُٗ بءَشَ وٌََىِ وَ ُِ اٌَّ ِٖخً ٌَجَؼٍََىُ ِٓ وَاحٔذَحً ؤُ ُِ وٌََىٔ ُِ َِب فٍٔ ٌَُٔجٍُِىَوُ .اٌْخَُِشَادٔ فَبعِزَجِمُىا ءَارَبوُ  
9. Lihat dialog Malaikat dengan orang yang mati dalam keadaan sengsara 

dalam surat al-Nisâ'/4: 97-99.  

َّ َٓ إِ ُُ اٌَّزَٔ ُ٘ َّلَائٔ رَىَفَّب ٍّٔ ىَخُاٌْ ُِ ظَبٌٔ َُ لَبٌُىا ؤَِٔفُغِهِ ُِ فُٔ ُِ لَبٌُىا الَأسِضِ فٍٔ ُِغِزَعِؼَفٔيَن وُٕٖب لَبٌُىا وُِٕزُ ِٓ ؤٌََ ٗٔ ؤَسِضُ رَىُ  وَاعٔؼَخً اٌَّ
. فُٔهَب فَزُهَبجِشُوا  
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ِٓ َِ ًِ فٍٔ َُهَبجِشِ وَ ٗٔ عَجُِ ّّب الَأسِضِ فٍٔ ََجِذِ اٌَّ ِٓ وَعَؼَخً وَضٔيّرا ُِشَاغَ َِ  ََخِشُطِ وَ
ِٓ ِٔ ٔٗ ُِزٔ ٗٔ إًٌَِ ُِهَبجِشّا ثَ ٗٔ اٌَّ ُٖ وَسَعُىٌٔ ُٗ صُ َّىِدُ َُذِسِوْ ُٖ وَلَغَ فَمَذِ اٌْ ٗٔ ػًٍََ ؤَجِشُ  اٌَّ

َْ ُٗ وَوَب ّّبسَحٔ غَفُىسّا اٌَّ ُ.  

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 

bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar 

dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, 

kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), 

maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Nisâ'/4: 100) 

Dengan demikian, seorang muslim tidak dibenarkan 

bersikap pasif dan menyerah pada satu tempat dan keadaan 

yang membuatnya tidak dapat berbuat yang positif, baik 

terhadap dirinya, keluarga, maupun masyarakat dan sosialnya. 

(Nurcholish Madjid: 202: 179) 

Islam memberikan penilaian yang tinggi terhadap kerja  

dan usaha manusia. Karena kerja merupakan pokok penyangga   

keberlangsungan hidupnya, baik secara individu maupun 

sosial, baik secara biologis maupun fisiologis.  

1. Secara biologis, manusia harus mengupayakan materi untuk 

pemenuhan hajat tersebut sehingga dapat membangkitkan gairah 

hidup secara kemakhlukan.  

2. Secara fisiologis, manusia harus mencari nilai yang ada di balik 

materi yang ditangkap oleh visual inderanya. Nilai tersebut tidak 

akan didapat tanpa kerja.  

Dalam pandangan fuqahâ', kerja dikategorikan sebagai 

kewajiban individu ( ػين فشض ) yang di atasnya ditunaikan 

kewajiban kolektif  Karena kebutuhan kolektif tidak (وفبَخ فشض) 

akan terpenuhi sebelum kebutuhan individu tercukupi. Logika 

ini diformulasikan dalam sebuah kaidah bahwa, setiap yang 

mengantarkan pada tercapainya suatu kebutuhan, maka 
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sesuatu itu lebih awal dibutuhkan keberadaannya. (Ahmad Al-

Makhzanjî: 1419: 27) 

Kata syarî„ah yang berarti jalan, sebagai simbol bahwa 

manusia dalam melaksanakan pengabdian kepada Tuhan, tidak 

lepas dari usaha, baik berupa fisik maupun non fisik. Kedua-

duanya dibangun di atas prestasi kerja. Ibadah yang sepintas 

bersifat fisik, bukan berarti tidak membutuhkan materi. Orang 

dapat melaksanakan shalat dengan tenang, jika seluruh 

tanggungannya telah terpenuhi, baik terhadap dirinya maupun 

orang lain yang menjadi tanggungannya. Terlebih ibadah yang 

secara lahir memang telah dibutuhkan materi, secara mutlak 

manusia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya.10 

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh al-Qur'an 

dalam mengungkapkan nilai kerja, di antaranya adalah „amal 

ًَّ (ػَ ), kasb وَغِت) ), juhd جُهِذ) ), ibtighâ‟ (َابْتِغاء) , sa„yu (ًِعَؼ), 

dan su'âl سُؤَال) ). 
Secara bahasa, kata 'amal berarti pekerjaan yang 

mempunyai tujuan, target baik dari segi waktu maupun hasil. 

Kata ini semakna dengan kata mihnah ِٔهِٕخ) ) dan shun„ah  (صُِٕؼَخ) 
yaitu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu secara professional. 

Istilah-istilah tersebut mengandung unsur sa„yu  ًعؼ) ) usaha 

(Ibn Mandzûr: tt: 345).   

1. Dalam perspektif ekonomi, „amal  difahami sebagai usaha 

gigih yang didasarkan pada kesadaran keinginan untuk 

mencapai yang dicita-citakan dalam memperoleh tambahan 

nilai, baik yang berasal dari modal maupun  produksi 

                                                 
10. Islam mewajibkan pengikutnya bekerja keras, karena. 1)Islam melarang 

muslim meminta-minta. 2) Ketika Islam mewajibkan beribadah yang berupa 
materi, berarti manusia lebih dahulu diwajibkan untuk mencari materi. 3) Islam 
tidak pernah menghalangi manusia mencari kekayaan, yang ada hanya ajaran 
cara dan etika dalam memncari kekayaan. („خsâ  „Abduh, tt: 39). 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup.11  Yang membedakan 

kegiatan manusia dg makhluk lain  adalah  target.  

2. Dalam perspektif Islam, kerja bukan sekadar kreatifitas 

yang didasarkan pada pengeluaran tenaga, tetapi harus 

memenuhi beberapa kriteria di antaranya adalah: 

a. Kerja harus didasarkan pada keyakinan bahwa ia 

adalah ikhtiyar yang harus dijalankan oleh manusia 

sebagai bentuk pengabdian, baik terhadap dirinya, 

orang lain maupun kepada Tuhannya. 

b. Kerja harus didasarkan semangat dan optimis, karena 

Tuhan telah menjanjikan jaminan kehidupan kepada 

makhluknya. Dalam hal ini kerja manusia hanyalah 

sekadar kewajiban untuk meraih jaminan yang telah 

ditaburkan oleh Tuhan di alam ini. Ketekunan manusia 

dalam menjalankan pencarian kebutuhan hajat 

hidupnya, dianggap sebagai pencarian pengampunan 

(maghfirah) kepada Tuhannya. 

c. Kerja harus didasakan pada tanggung jawab (amânah), 

baik terhadap kualitas maupun terhadap kuantitas 

sesuai dengan yang telah disepakati antara majikan dan 

pekerja. 

d. Kerja harus didasari dengan ketekunan dan kesabaran. 

Sabar dalam meraih keuntungan, sabar dalam menjaga 

komitmen dan sabar ketika terjadi kegagalan. Baik 

disebabkan oleh kelemahan dirinya maupun 

disebabkan oleh faktor lingkungannya. (Muhammad 

Rawwâs Qal„ah Jî: 2000: 73)  

3. Semua perbuatan manusia akan dinilai dan dihargai oleh 

Tuhan. Penilaiannya  tanpa memandang bentuk, jenis, asal 

perbuatan, dan subjeknya.12  

                                                 
11Definisi secara lengkap dari kutipan ini dapat dilihat pada  (Abd. Hâdî: 

1983: 26). 

.حبجزٗ لإشجبع والخذِبد اٌغٍغ إٔزبط الإٔغبْ ِٕٗ َغزهذف اٌزي اٌىاػً الإسادي الَمجِهُىد  

ُِ فَبعِزَجَبةَ .lu „Imrân/3: 95آ 12 ُِ ٌَهُ ًَ ؤُظُٔغُ لَا ؤٍَِّٔ سَثٗهُ َّ ًٍ ػَ ِٔ ُِ ػَب ِٓ ِِٕٔىُ ُِ ؤُِٔضًَ ؤَوِ رَوَشٍ ِٔ ِٓ ثَؼِعُىُ . ثَؼِطٍ ِٔ  
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4. Dalam al-Qur'an, kata لmal dengan berbagai derivasinya 

diulang 360 kali, hanya  dua kali yang dinisbahkan kepada 

individu, yaitu dikaitkan dengan dlamîr  ka/  dan dlamîr 13,كَ 

yâ'/ .ي 14  '( Abd. Al-Bâqî: 1987: 483). Keduanya menunjukkan 

perbuatan yang terputus. Hal ini karena kerja merupakan 

tonggak kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak 

dapat hidup secara individu. Oleh karena itu, bekerja secara 

kolektif  adalah keniscayaan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. 

5. Manusia bebas melakukan sesuatu, tetapi ia bertanggung 

jawab atas tindakannya. Tanggung jawab tersebut  baik 

secara individu15  maupun kolektif.16 Dari tanggung jawab 

inilah diberlakukkan penghargaan maupun hukuman. 

Kebebasan manusia merespon perintah Tuhan merupakan 

dasar penentuan prestasi perbuatannya.17 

6. Di dalam al-Qur'an, objek kata 'amal diungkapkan dengan 

kata shâlih/shâlihât18 dan kata khaîr,19 disamping juga  

dikaitkan dengan kejahatan seperti; kata khabâis,  yaitu 

perbuatan jahat yang menghinakan, baik secara fisik 

                                                 
13Al-Zumar/39: 65.     .ٍََُّه ٖٓ ػَ ِٓ ؤَشِشَوْذَ ٌََُحِجَؽَ ِٓ لَجٍِٔهَ ٌَئٔ ِٔ  َٓ ٍَ إٌَُِِهَ وَإًٌَِ اٌَّزَٔ  وٌََمَذِ ؤُوحٔ
14Yûnus/10: 41.  َْ ٍَُّى ّٖب رَؼِ ِٔ ًُ وَؤََٔب ثَشٌِءٌ  َّ ّٖب ؤَػِ ِٔ  َْ ُِ ثَشَِئُى ُِ ؤَِٔزُ ٍَُّىُ ُِ ػَ ٍٍَّٔ وٌََىُ ًْ ٌٍٔ ػَ ْْ وَزَّثُىنَ فَمُ  وَإِ
15Al-An„âm/6: 135.  ًْ َِ لُ ٍَُّىا ََبلَىِ ُِ ػًٍََ اػِ ًٌ إٍِِّٔ َِىَبَٔزٔىُ ِٔ َْ فَغَىِفَ ػَب ُّى . رَؼٍَِ  

16Hûd/11: 121.   ًْ َٓ وَلُ َْ لَا ٌَّٔزَٔ ُِٕٔى ٍَُّىا َُؤِ ُِ ػًٍََ اػِ َْ إِٖٔب َِىَبَٔزٔىُ ٍُِٔى   ػَب

17Fushshilat/41: 40:   ٍَُّىا ُِ َِب اػِ ُٗ شٔئْزُ َّب إِٖٔ َْ ثِ ٍَُّى   ثَصٔيْر رَؼِ
18.Kata shâlih mengindikasikan sebuah nilai kebajikan yang  bersifat 

diskriptif dan indikatif. Kata tersebut digunakan untuk memberikan penilaian 
yang bersifat evaluatif. Nilai tersebut tersimpulkan dari ajaran agama yang 
mengacu pada konsep ketaqwaan. Sebagai contoh adalah surat al-Mâ'idah/5: 69. 

 َّ َٓ إِ َُِٕىا اٌَّزَٔ َٓ ءَا َْ َ٘بدُوا وَاٌَّزَٔ ِٓ وَإٌٖصَبسَي وَاٌصٖبثِئُى َِ َٓ َِ ٗٔ ءَا َِوَ ثِبٌَّ ًَ اِخٔشِ اٌَُْىِ ّٔ ُِ خَىِفْ فَلَا صَبٌٔحّب وَػَ ُِ وَلَا ػٍََُِهِ ُ٘ 
َْ .ََحِضَُٔى  

19.Secara semantik, kata khaîr memiliki arti yang komprehensif yang 
mencakup arti "penting, manfaat, guna dan keenakan" sehingga ia disenangi oleh 
manusia. Sebagai lawannya adalah kata syarr yang berarti jahat, jelek yang 
dibenci oleh manusia. 
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maupun psikis, baik terhadap diri sendiri maupun orang 

lain,20   kata sû'  atau sayyiah/sayyiât atau aswa' 

7. Al-Qur'an memandang kerja sebagai semangat positif yang  

diberi apresiasi. Salah satu apresiasi al-Qur'an adalah, 

apabila salah dalam berbuat tidak dibalas kecuali setimpa  

dengan perbuatan itu sendiri. 21 Terhadap kegiatan yang 

positif, al-Qur'an menjanjikan kepada pelakunya balasan 

yang melebihi dari apa yang dikerjakan. Dalam pandangan 

al-Qur'an, kerja adalah sebuah etos yang dibangun di atas 

semangat etis yang berorientasi pada kemaslahatan, baik 

individu maupun sosial. 

8. Ketika Nabi ditanya tentang pekerjaan ( ( العمل yang paling 

mulia, beliau menjawab sebagaimana hadis yang 

diriwayatkan Bukhârî. 

ٌٗ ًِ ؤَ َّ ٗٔ إًٌَِ ؤَحَتٗ اٌْؼَ ُٖ لَبيَ وَلْزٔهَب ػًٍََ اٌصٖلَاحُ لَبيَ اٌَّ ٌّ صُ  ثِشٗ لَبيَ ؤَ
ِٓ ُٖ لَبيَ اٌْىَأٌذََِ ٌّ صُ ًِ فٍٔ اٌْجِهَبدُ لَبيَ ؤَ ٗٔ عَجُِ   (اٌجخبسي سواٖ. )اٌَّ

Pekerjaan apa yang paling dicintai dihadapan Allah? Beliau menjawab; 

shalat pada waktunya, sahabat bertanya kemudian apa? Rasûlullâh 

menjawab berbakti kepada kedua orang tua,  sahabat bertanya kemudian 

apa?  Rasûlullâh  menjawab jihad di jalan Allah. (H.R. Bukhârî).  

9. Secara konteks, hadis di atas mengisyaratkan bahwa 

mengerjakan shalat pada waktunya bukan berarti harus 

meninggalkan dan meniadakan seluruh kegiatan yang 

bernilai ekonomis. Hal ini biasanya terasa berat dilakukan 

khususnya bagi mereka yang mengalokasikan waktu 

tersebut sebagian dari penambahan nilai ekonominya. 

Berbakti kepada orang tua dengan menanggung seluruh 

kebutuhan dan kecukupannya, semuanya membutuhkan 

                                                 
20.Konteks ini di dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam surat al-

Anbiyâ'/21: 75. 

ُٖ وٌَُىؼًب ّّب ءَارََُِٕب ّّب حُىْ ٍْ ُٖ وَػٔ َٓ ؤََجَُِٖٕب ًُ وَبَٔذِ اٌَّزٍٔ اٌْمَشََِخٔ ِٔ َّ ُِ جَبئٔشَاٌْخَ رَؼِ ََ وَبُٔىا إِٖٔهُ .فَبعٔمٔيَن عَىِءٍ لَىِ  
21Al-Mukmin/40: 40.  

ِٓ َِ ًَ ّٔ ِٓ ِٔضٍَْهَب إِلّا َُجِضَي فَلَا عَُِّئَخً ػَ َِ ًَ وَ ّٔ ِٓ صَبٌٔحّب ػَ ُ٘ىَ ؤُِٔضًَ ؤَوِ رَوَشٍ ِٔ ْٓ وَ ِٔ َْ فَإُوٌَئٔهَ ُِؤِ . اٌْجَٕٖخَ ََذِخٍُُى  
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modal yang diperoleh dari kerja. Oleh karena itu, kerja 

yang menghasilkan nilai yang dapat menjadikan orang 

mampu melakukan hal-hal di atas adalah bernilai mulia. 

10. Al-Qur'an memberikan penilaian dan apresiasi yang 

istimewa bagi orang yang berusaha  membangun jaringan 

kemaslahatan sosial dalam kehidupan.  Dengan nada 

interogasi, al-Qur'an menegaskan bahwa Tuhan tidak 

memberikan penilaian yang sama antara orang yang 

memiliki semangat dan progresivitas hidup, dan orang-

orang yang menaruhkan kehidupanya di atas kemalasan 

dan kefrustasian.22  Usaha yang dilakukan manusia sebagai 

instrumen untuk menilai baik dan tidaknya kualitas 

kehidupannya.23  

11. Apresiasi al-Qur'an terhadap kreatifitas manusia, terlihat 

dari keberpihakan Tuhan terhadap aktifitasnya. Salah satu  

apresiasi tersebut adalah kesalahan manusia dalam 

beraktifitas, tidak dibalas kecuali setimpal dengan 

kesalahan yang dilakukan24 sebagai pelajaran menuju 

penyadaran.25  Hal ini memberikan iklim yang kompetitif 

agar manusia berkreasi yang diharapkan mampu  

menampilkan yang terbaik dari kreatifitasnya, baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.26  Ketika 

Nabi ditanya tentang usaha yang paling baik, beliau 

menjawab dengan memberikan penegasan pada 

jawabannya bahwa kebaikan uasaha manusia terletak pada 

                                                 
22 Al-Nisâ'/4: 95. 

َْ ََغِزَىٌِ لَا َٓ اٌْمَبػٔذُو ِِٕٔيَن ِٔ ُّؤِ َْ اٌعٖشَسِ ؤُؤٌٍ غَُِشُ اٌْ ٘ٔذُو ُّجَب ًِ فٍٔ وَاٌْ ٗٔ عَجُِ ُِ اٌَّ ِِىَأٌهِ ُِ ثِإَ ًَ وَؤَِٔفُغِهِ ُٗ فَعٖ َٓ اٌَّ ٘ٔذَٔ ُّجَب ُِ اٌْ ِِىَأٌهِ  ثِإَ
ُِ َٓ ػًٍََ وَؤَِٔفُغِهِ ُٗ وَػَذَ وَوُلاًّ دَسَجَخً اٌْمَبػٔذَٔ    . اٌْحُغًَِٕ اٌَّ

23Al-Taubah/9: 79.  ُِ َُ حَزًٖ وٌَََٕجٍُِىَٖٔىُ َٓ َٔؼٍَِ ٘ٔذَٔ ُّجَب ُِ اٌْ َٓ ِِٕٔىُ ؤَخِجَبسَوُُ ؤََجٍُِىَ وَاٌصٖبثِشَِ  

24Yûnus/10: 27.   َٓ ّٔضٍْٔهَب عَُِّئَخٕ جَضَاءُ اٌغُِّٖئَبدٔ وَغَجُىا وَاٌَّزَٔ ُِ ثِ َ٘مُهُ    رٌَّٔخٌ وَرَشِ

25Al-Mâ'idah/5/38.   َّٖب فَبلْؽَؼُىا وَاٌغٖبسِلَخُ بسِقُوَاٌغ َّب جَضَاءً ؤََِذََٔهُ َٓ َٔىَبلًا وَغَجَب ثِ ِٔ ٔٗ .اٌَّ  
26Al-Baqarah/2: 267. 

َٓ ََبؤََٗهَب  َُِٕىا اٌَّزَٔ ِٓ ؤَِٔفٔمُىا ءَا ُِ َِب ؼَُِّجَبدٔ ِٔ ّٖب وَغَجِزُ ِٔ ُِ ؤَخِشَجَِٕب وَ َٓ ٌَىُ ُّىا وَلَا الَأسِضِ ِٔ ّٖ ُٗ شَاٌْخَجُِ رََُ ِِٕٔ َْ ُِ رُِٕفٔمُى ٗٔ وٌََغِزُ  إِلاَّ ثِأخٔزَٔ
ْْ ّٔعُىا ؤَ ٗٔ رُغِ ُّىا فُٔ َّ وَاػٍَِ َٗ ؤَ ٌّ اٌَّ ُّٔذْ غَِٕ .حَ  
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kemandirian, bukan pada jenis dan modelnya. Hal ini 

seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 

ُّ ثَُِغٍ   ٖٔ وَوُ ًِ ثَُِذٔ ًُ اٌشٖجُ َّ ٌٗ اٌْىَغِتِ ؤَؼَُْتُ لَبيَ ػَ ٗٔ ؤَ ًَ ََب سَعُىيَ اٌَّ لُٔ
َِجِشُوسٍ. )سواٖ ؤحمذ(  

Rasûlullâh ditanya usaha apa yang paling baik? Beliau menjawab usaha 

seseorang yang didasarkan atas kreatifitasnya sendiri dan juga 

perdagangan yang bebas dari unsur penipuan (mabrûr). (H.R. Ahmad) 

12. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk mencari karunia 

Tuhan yang telah dianugerahkan kepadanya, setelah 

manusia selesai menunaikan kewajiban ibadah.27  Dalam 

mencari anugerah, manusia tidak boleh lupa dan terpedaya 

dengan materi. Karena materi hanya berfungsi sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia yang lebih 

sempurna.28 Nasehat al-Qur'an dalam pencarian materi 

bukan merupakan penghalang, akan tetapi mengingatkan 

tujuan hidup manusia yang hakiki agar tidak terpedaya dan 

tenggelam dalam materi.29 Dengan demikian, manusia 

dalam bertindak yang diatas namakan kehidupan, tidak 

lupa diri dengan berlaku membabi buta dengan materi.30 

13. Al-Qur'an  tidak sekadar melegalkan usaha manusia untuk 

mencari harta, tetapi juga memerintahkan agar manusia 

mencari karunia yang telah diberikan Allah tanpa 

memandang perbedaan jenis dan kelamin.31   

14. Al-Qur'an menginginkan agar manusia menghargai 

potensinya yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Potensi 

                                                 
27Al-Jumu„ah/62: 10.    وَاثِزَغُىا الأسِضِ فٍٔ فَبِٔزَشٔشُوا اٌصٖلاحُ لُعَُٔذٔ فَئِرَا ِٓ ِٔ ًِ ٗٔ فَعِ . اٌَّ  

28Al-Jumu„ah/62: 10.  َبََبؤََٗه َٓ َُِٕىا اٌَّزَٔ َٗ ارٖمُىا ءَا ٗٔ وَاثِزَغُىا اٌَّ ٘ٔذُوا اٌْىَعٍَُٔخَ إٌَُِِ ٗٔ فٍٔ وَجَب ُِ عَجٍُِٔ َْ ٌَؼََّىُ رُفٍْٔحُى  
29Al-Qashash/28: 77. 

َّب وَاثِزَغِ ُٗ ءَارَبنَ فُٔ َٓ َٔصُٔجَهَ رَِٕظَ وَلَا اِخٔشَحَ اٌذٖاسَ اٌَّ ِٓ اٌذَُِٗٔب ِٔ َّب وَؤَحِغِ َٓؤَحِ وَ ُٗ غَ َّ الأسِضِ فٍٔ اٌْفَغَبدَ رَجِغِ وَلَا إٌَُِِهَ اٌَّ َٗ إِ  لَا اٌَّ
َٓ َُحٔتٗ ُّفْغِذَٔ اٌْ  

30Al-Syûrâ: 27. ِثَغَػَ وٌََى ُٗ ٖٔ اٌشِّصِقَ اٌَّ ِٓ الأسِضِ فٍٔ ٌَجَغَىِا ٌٔؼٔجَبدٔ ُٗ ََشَبءُ َِب ثِمَذَسٍ ََُٕضِّيُ وٌََىٔ ٖٔ إِٖٔ .ثَصٔيْر خَجِيْر ثِؼٔجَبدٔ  
31Al-Nisâ'/4: 32. 

َّٕٖىِا وَلَا ًَ َِب رَزَ ُٗ فَعٖ ٗٔ اٌَّ ُِ ثِ ّٖب َٔصُٔتْ ٌٍٔشِّجَبيِ ثَؼِطٍ ػًٍََ ثَؼِعَىُ ّٖب َٔصُٔتْ ؤٌٍَِّٕغَبءِ اوْزَغَجُىا ِٔ ِٔ َٓ . اوْزَغَجِ  
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tersebut baik berupa alam maupun potensi yang ada pada 

diri manusia. Penghambaan manusia kepada sesamanya 

atau kepada alam secara umum, karena manusia tidak 

pernah mengenali potensi yang ada pada dirinya. Ketika 

manusia mengenali potensinya, Tuhan akan memberikan 

jaminan  kecukupan kebutuhan yang dihajatkan.32 

15. Al-Qur'an mengajarkan manusia, bahwa sikap minta-minta 

kepada sesamanya akan merendahkan martabat nilai 

kemanusiaannya. Sikap tersebut harus dijauhkan dari 

kehidupan muslim.33 

16. Al-Qur'an memandang bahwa kerja adalah mulia, 

sementara meminta adalah hina. Orang yang bekerja berarti 

ia telah mensyukuri potensi yang telah diberikan Tuhan 

pada dirinya. Sementara si peminta hanyalah menunjukkan 

kemalasan  dengan mengingkari (kufr) potensi yang telah 

diberikan Tuhan pada dirinya. Untuk memberikan apresiasi 

etos kerja manusia, al-Qur'an meniadakan kesempatan 

meminta-minta sedapat mungkin. Ketika manusia dalam 

kondisi kekurangan, al-Qur'an tidak menyuruh si miskin 

(عبئً ) mengemis. Al-Qur'an menyadarkan si kaya agar 

menyadari bahwa di dalam hartanya terdapat hak-hak 

orang lain. Karena mereka menjaga kesuciannya, mereka 

tidak mau mengulurkan tangannya untuk meminta-minta.34  

17. Islam mengecam keras orang yang menggantungkan 

kehidupannya di atas minta-minta, baik karena kekurangan 

yang disebabkan oleh kemalasan maupun untuk 

menumpuk harta. 

                                                 
32Ibrâhîm/14: 34.  ُِ ِٓ وَءَارَبوُ ِٔ ِّ ُّىُٖ َِب وُ ْْ عَإٌَْزُ َّخَ رَؼُذٗوا وَإِ ٗٔا ِٔؼِ َ٘ب لَا ٌَّ َّ رُحِصُى َْ إِ . وَفَّبسْ ٌَظٍَُىَْ الِإِٔغَب  
33Al-Baqarah/2: 273.  

ٍْفُمَشَاءِ ٌٔ َٓ ًِ فٍٔ ؤُحِصٔشُوا اٌَّزَٔ ٗٔ عَجُِ َْ لَا اٌَّ ُُ الَأسِضِ فٍٔ ظَشِثّب ََغِزَؽُٔؼُى ًُ ََحِغَجُهُ ٔ٘ َٓ ؤَغَُِْٕبءَ اٌْجَب ُِ اٌزٖؼَفُّفٔ ِٔ ُِ رَؼِشِفُهُ ُ٘ َّب  لَا ثِغُِ
َْ َِب إٌِْحَبفًب إٌٖبطَ ََغِإٌَُى ِٓ رُِٕفٔمُىا وَ َّ خَُِشٍ ِٔ َٗ فَئِ ٗٔ اٌَّ ُْ ثِ . ػٍَُٔ  

34Al-Ma'ârij: 24-25:  . َٓ ُِ فٍٔ وَاٌَّزَٔ ِِىَأٌهِ ًِ َِؼٍُِىَْ حَكٌّ ؤَ َِ ٌغٖبئٔ َّحِشُو   ِ . وَاٌْ
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ِٓ ُِ إٌٖبطَ عَإَيَ َِ ِِىَاٌَهُ َّب رَىَضُّشّا ؤَ ِّشّا ََغِإَيُ فَئِٖٔ َّ جَ ٍَُْغِزَمٔ . ٌَُٔغِزَىْضٔشِ ؤَوِ فَ

(ِغٍُ سواٖ)  

Rasulullâh SAW bersabda; Siapa yang meminta-minta kepada manusia 

untuk memperbanyak harta kekayaannya sesungguhnya ia telah 

meminta bara api neraka oleh karena itu hendaklah ia menghindari atau 

memperbanyak. (H.R. Muslim) 

18. Larangan tersebut agar manusia memfungsikan potensi 

yang ada pada dirinya. Ketika manusia harus memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sementara kemampuan tidak ada 

pada dirinya, meminta-minta baru diperbolehkan sekadar 

untuk mengatasi hajat yang harus dipenuhi.35 

19. Dari prolog-prolog di atas, menunjukkan bahwa al-Qur'an 

memandang   kerja dan usaha manusia secara positif, baik 

untuk memenuhi hajat hidupnya maupun untuk menopang 

kehidupan orang lain. Al-Qur'an maupun al-Sunnah telah 

memberikan berbagai apresiasi untuk mendorong manusia 

agar bebuat dan berkreasi sesuai dengan profesi dan 

potensi masing-masing.   

20. Al-Qur'an juga mengecam orang yang memenuhi tanggung 

jawabnya hanya mengharap dari pemberian orang lain. 

Kecaman tersebut  kalaupun tidak disampaikan dengan 

redaksi yang keras, setidaknya diposisikan sebagai sikap 

yang tidak memiliki harga diri. Sikap  tersebut ditamtsilkan 

                                                 
35.Ada tiga kondisi, seseorang diperbolehkan meminta-meminta sekadar 

untuk memenuhi hajat daruratnya, yaitu orang yang ditimpa musibah terhadap 
barang orang lain yang berada pada tanggungannya sehingga ia menanggung 
hutang, atau orang yang tanamannya ditimpa hama sehingga gagal panen dan 
orang yang ditimpa kefakiran sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan 
hidupnya. Lihat riwayat Imam Muslim. 

ِٓ ِٓ لَجُِصَخَ ػَ ٍّْٖذُ لَبيَ اٌْهِلالىِّ ُِخَبسِقٍ ثِ َّبٌَخً رَحَ ٗٔ سَعُىيَ فَإَرَُِذُ حَ ُٗ صًََّ اٌَّ ٗٔ اٌَّ َُ ػٍََُِ ُٗ وَعََّ ُِ فَمَبيَ فُٔهَب ؤَعِإٌَُ  اٌصٖذَلَخُ ََُٕبرَإْرٔ حَزًٖ ؤَلٔ
ُِشَ ُٖ لَبيَ ثِهَب ٌَهَ فََٕإْ َّ لَجُِصَخُ ََب لَبيَ صُ َّغِإٌََخَ إِ ُّ لَا اٌْ ًٍ صَلاصَخٕ لأحَذٔ إِلاَّ رَحٔ ًَ سَجُ ّٖ َّبٌَخً رَحَ ُٗ فَحََّذِ حَ َّغِإٌََخُ ٌَ ُٖ َُصُٔجَهَب حَزًٖ اٌْ ِّغِهُ صُ َُ ًٌ  وَسَجُ

ُٗ ُٗ اجِزَبحَذِ جَبئٔحَخٌ ؤَصَبثَزِ ُٗ فَحََّذِ َِبٌَ َّغِإٌََخُ ٌَ ِّب َُصُٔتَ حَزًٖ اٌْ ِٓ لٔىَا ِٓ عٔذَادّا لَبيَ ؤَوِ ػَُِشٍ ِٔ ًٌ ػَُِشٍ ِٔ ُٗ وَسَجُ ََ حَزًٖ فَبلَخٌ ؤَصَبثَزِ ِٓ صَلَاصَخٌ ََمُى ِٔ 
ِٓ اٌْحٔجَب رَوٌِ ِٔ ٔٗ ِٔ ُٗ فَحََّذِ فَبلَخٌ فُلَأّب ؤَصَبثَذِ ٌَمَذِ لَىِ َّغِإٌََخُ ٌَ ِّب َُصُٔتَ حَزًٖ اٌْ ِٓ لٔىَا ِٓ عٔذَادّا لَبيَ ؤَوِ ػَُِشٍ ِٔ َّب ػَُِشٍ ِٔ ٖٓ فَ ُ٘ ِٓ عٔىَا َّغِإٌََخٔ ِٔ  ََب اٌْ

.عُحِزّب صَبحٔجُهَب ََإْوٍُُهَب عُحِزّب لَجُِصَخُ  
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dengan tangan yang di bawah, yang hanya dapat 

menengadah menunggu uluran tangan lain yang 

sesamanya. 

ٍَُْب اٌَُْذُ ِٓ خَُِشْ اٌْؼُ ِٓ وَاثِذَؤْ اٌغٗفًٍَْ اٌَُْذٔ ِٔ َّ ِٓ لَخٔاٌصٖذَ وَخَُِشُ رَؼُىيُ ثِ  ظَهِشِ ػَ
ِٓ غًّٕٔ َِ ُٗ ََغِزَؼِفٔفِ وَ ُٗ َُؼٔفَّ ِٓ اٌَّ َِ ِٓ وَ ٗٔ ََغِزَغِ   (اٌجخبسي سواٖ. )َُغِِٕ

Tangan yang di atas (pemberi) lebih mulia dari pada tangan yang di 

bawah (peminta), dan mulailah terhadap orang yang menjadi tanggung 

jawabmu atas nafaqahnya, sebaik-baik shadaqah adalah ketika dirinya 

juga masih membutuhkan, dan siapa yang menjaga diri dari meminta-

minta, Allah akan menjaganya dan siapa  yang menjadikan dirinya 

kecukupan, maka Allah akan mencukupkannya. (H.R. Bukhârî) 

21. Nabi memberikan penghargaan terhadap usaha dan 

kemandirian manusia, beliau memuji orang yang pergi 

mencari kayu bakar pada dini hari untuk mencukupi 

kebutuhan keluarganya, dari pada meminta-minta baik 

diberi atau ditolak. 

ٖٔ َٔفْغٍِ وَاٌَّزٌٔ  ْْ ثَُِذٔ ُِ ََإْخُزَ لأََ ُٗ ؤَحَذُوُ ٖٔ ػًٍََ فََُحِزَؽٔتَ حَجٍَِ ُٗ خَُِشْ ظَهِشِ ٌَ 
ِٓ ِٔ ْْ ٍَ ؤَ ُٗ سَجُلًا ََإْرٔ ُٖ فََُغِإٌََ ُٗ ؤَوِ ؤَػِؽَب (   اٌجخبسي سواٖ.)ََِٕؼَ  

Demi Dzat yang jiwa saya berada pada genggaman-Nya bahwa jika 

seseorang di antara kamu mengambil tali untuk mengikat kayu bakar lalu 

dipanggul di atas punggungnya itu lebih baik baginya dari pada 

mendatangi seseorang kemudian ia meminta-minta, baik diberi maupun 

ditolak. (H.R. Bukhârî) 

22. Perintah untuk memikirkan kehidupan masa depan, 

kecaman terhadap sikap meminta-minta adalah bukti legal   

penghargaan al-Qur'an terhadap kerja manusia.  Tidak ada 

jalan lain untuk memberi jaminan kesejahteraan masa 

depan, menghindarkan diri dari meminta-minta, kecuali 

harus bekerja, berusaha.   
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BAB II 

SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM 
 

 

Hampir sepanjang sejarah kehidupan dunia, juga sejarah di 

Indonesia, nasib kaum pekerja selalu saja mengenaskan - Posisi 

pengusaha adalah pembeli tenaga kerja, yang bebas memilih dan 

menggunakan, sekaligus mengawasi jalannya proses produksi. 

Negara yang semestinya hadir untuk melindungi, justru takluk di 

bawah tekanan kapital.1 Hal ini diperparah dengan 

ketidakseimbangan supplay dan demand tenaga kerja. Teorinya 

memang benar bahwa slope upah bergerak positif sesuai dengan 

perkembangan permintaan, tapi ternyata pergerakannya tidak 

secepat yang diharapkan sehingga terjadi kesenjangan.2  

Berbagai persoalan ketenagakerjaan tersebut berpangkal, 

paling tidak, pada dua hal: Pertama, menyangkut kebijakan negara 

(pemerintah) dalam bidang politik ekonomi. Kebijakan itu terkait 

dengan masalah perundang-undangan dan pemenuhan 

kebutuhan pokok serta upaya peningkatan kesejahteraan hidup 

rakyat. Masalah muncul manakala Pemerintah berlepas diri dari 

tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok rakyat tersebut. 

Banyak kebijakan pemerintah justru sering menambah beban 

hidup bagi rakyat seperti kenaikan BBM, kenaikan TDL, ketidak 

stabilan harga kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut secara telak 

akan menghantam pengusaha maupun para pekerja. Para 

pengusaha semakin dibebani oleh kenaikan biaya produksi, yang 

                                                 
1 Khaeron Sirin, Arah Politik Perpekerjaan, http://www.republika.co.id. 

Kamis, 04 Mei 2006. 
2 Budiono, Tori Eknomi Mikro (Yogyakarta: BPFE, 1998) 45-52; William A. 

McEachern, Ekonomi Mikro Pendekatan Kontemporer (Jakarta: Thomson Learning, 
2001).  

http://www.republika.co.id/
http://www.republika.co.id/
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tidak jarang berakibat pada bangkrutnya perusahaan (terutama 

yang kecil dan menengah), yang segera diikuti dengan PHK besar-

besaran. Adapun para pekerja semakin dibebani oleh pengeluaran 

biaya hidup yang meningkat, padahal gaji yang diterima tidak 

bertambah. Para pekerja akhirnya mengalami proses ”pemiskinan” 

secara sistematis .
3  

Kedua, menyangkut hubungan pengusaha dengan pekerja. 

Hal ini terkait dengan kontrak (aqad) kerja antara pengusaha dan 

pekerja. Dalam suatu negara yang berbasis pada Kapitalisme 

sudah lazim bahwa setiap peraturan dan perundang-undangan 

selalu dipengaruhi oleh para pemilik modal. Mereka dapat 

bekerjasama dengan penguasa untuk mengeluarkan peraturan 

yang dapat menguntungkan mereka. Tentu, lobi mereka lebih 

ampuh, karena di tangan mereka ada „fulus‟ (uang) yang bisa 

menghipnotis para pengambil kebijakan. Akibatnya, kebijakan 

yang dikeluarkan lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang 

kepada rakyat kebanyakan, terutama kaum pekerja.4 

Sebenarnya telah banyak usaha untuk memperbaiki sistem 

perpekerjaan, baik dalam tataran internasional maupun nasional, 

namun belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada 

1956, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 

98/1949 tentang Dasar-Dasar Hak dari pada untuk berorganisasi 

dan perundingan bersama (ILO Convention on the Right to Organize  

and Bargain Collectively).5 Implikasinya, pada periode 1960-an, 

jumlah dan keanggotaan serikat pekerja menjamur dan sangat 

sulit dihitung. Namun demikian, tingkat kesejahteraan para 

pekerja ternyata tidak memiliki hubungan signifikan untuk 

                                                 
3 Donny Irawan, Islam Sikapi Problema Perpekerjaan, dalam Batam Post, 

Selasa, 01 Mei 2007. 
4 ibid.  
5 Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang 

Pengesahan Konvensi ILO No. 128 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
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menumbuhkan peningkatan standar kehidupan para pekerja dan 

keluarganya.6 

Berkaitan dengan ratifikasi itu, pada 18 Juni 1998, ILO 

mendeklarasikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat 

kerja. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah baru bagi ILO 

untuk mengubah persepsi yang berkembang, seolah-olah ILO 

hanya mendukung kepentingan negara maju, sekaligus 

merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi pasar kerja 

dan perdagangan yang telah menjadi fokus perdebatan 

internasional. Deklarasi ILO tersebut bertujuan merekonsiliasi 

keinginan semua pihak dalam hubungan industrial, 

menggairahkan usaha-usaha nasional seiring dengan kemajuan 

sosial-ekonomi, mengakomodir perbedaan kondisi lokal masing-

masing negara, dan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia 

(HAM).7  

Salah satu pemicu utama polemik perburuhan adalah 

seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari 

pekerjaanya. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah, 

terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, yakni 

pertama, ada hubungan yang signifikan antara upah dengan 

perolehan laba; dan kedua, ada tindakan tidak maksimal dari pihak 

buruh jika upah tidak diperhatikan.8 Hal inilah yang kemudian 

menjadi polemik berkepanjangan antara pekerja dan pengusaha. 

Kondisi kesejahteraan buruh yang sebagian besar belum 

memenuhi standar kebutuhan hidup minimum merupakan akibat 

dari serangkaian keadaan yang sangat tidak kondusif. Hal ini 

menyangkut kondisi pasar kerja yang labil, rendahnya mutu 

keterampilan pencari kerja, tuntutan mekanisme pasar bebas serta 

                                                 
6 Soegiri, "Gerakan Serikat Pekerja" dalam Gerakan Serikat Pekerja Jaman 

Kolonial Belanda Hingga Orde Baru, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 91-92. 
7 Antonio Gramsci, "Ekonomi dan Korporasi Negara" dalam Catatan-catan 

Politik, terj. Gafna Raiza, (Surabaya: Pustaka Promethea, 2001), 64-68 
8 Bambang  Setiadji, Upah Antar Buruh Industri di Indonesia ( Surakarta: 

Muhammadiyyah University Press, 2002),21 
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ditunjang kebijakan pemerintah dalam mengatur upah buruh 

yang belum merepresentasikan kebutuhan buruh. 

Sementara itu, Islam sebagai ajaran universal memiliki 

konsep normatif upah pekerja yang diharapkan mampu 

mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas 

ketenagakerjaan kontemporer di bawah hegemoni sistem 

kapitalisme.9 Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan manusia, baik terkait dengan diri, jiwa, 

akal, akidah, usaha, pahala dan lain-lain.10 Spiritualitas Islam yang 

tertuang dalam teks-teks korpus Qur`an sarat dengan idiom 

keadilan, kemanusiaan.  

Islam mempunyai tradisi membela kaum lemah yang 

terhisap.11 Kalau marxisme menolak kapitalisme, kelas-kelas 

masyarkat, eksploitasi negara, penumpukan kekayaan, etika 

pencarian diri terutama menolak terhadap perbudakan manusia, 

Islam juga sangat menentang penghisapan dan penindasan. Islam 

berusaha mendobrak kebudayaan penindas yang telah lama 

mengakar pada jaman Jahiliyah. Islam dalam prerspektif teologi 

kaum tertindas pada dasarnya merupakan agama pembebasan. Al 

Qur‟an selalu berpihak pada orang-orang tertindas: “Dan Kami 

hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas 

di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan 

menjadikan orang-orang yang mewarisi.”12 

Meski al Qur‟an dan al Sunnah banyak memberikan ajaran 

bagaimana seharusnya setiap manusia berhubungan dengan 

orang lain, bahkan semangat pembebasan itu tidak sekedar 

diajarkan tetapi juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, tetapi 

masih sangat minim konsep islam tentang pengupahan, apalagi 

menjadi rujukan teori upah dalam ilmu ekonomi. Tulisan ini 

                                                 
9 Murassa Sarkaniputra, " 'Adl dan Ihsan dalam Ekonomi Islam" dalam 

Jurnal al-Iqtisadiyyah, vol. 1, Januari 2004. 
10 Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizqi 

Putra, 2001), 142. 
11 al Maun: 1-8. 
12 al-Qashash: 5. 
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hendak melacak teori pengupahan islam, dengan harapan dapat 

memberikan kontribusi positif bagi penegakan hubungan 

industrial antara pekerja dan majikan secara lebih adil. 

 

A. Upah Tenaga Kerja. 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.13 

Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang 

dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi 

kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi 

imbalan atas jasanya yang di sebut upah. Dengan kata lain, 

upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam 

produksi.14 

Secara lebih luas upah terkait dengan pemberian imbalan 

kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti 

upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja 

bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian . 

Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan 

imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau 

pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali . Sehingga dalam 

pengertian barat, Perbedaan gaji dan upah itu terletak pada 

jenis karyawannya (Tetap atau tidak tetap) dan sistem 

pembayarannya (bulanan atau tidak). 

Skala upah dan struktur upah sangat bermanfaat 

terhadap kestabilan upah, baik untuk jangka waktu menengah 

                                                 
13 Ketentuan Umum BAB I pasal 1 Undang – Undang RI No 13 Tahun 2003 

tentang Perburuhan. 
14 Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam,  jilid II, terj. Sonhaji (Yogyakarta: 

Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361. 
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maupun jangka panjang serta memenuhi rasa keadilan, pekerja 

yang mempunyai masa kerja lebih lama akan dapat 

memperoleh upah yang relatif lebih besar dibanding dengan 

pekerja yang bermasa kerja baru. 

Masalah upah ini sangat penting dan berdampak sangat 

luas. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya 

beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja 

dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jatuhnya daya 

beli masyarakat dalam waktu panjang sangat merugikan 

industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi. 

Di samping itu, ketidak adilan terhadap golongan pekerja akan 

menyebabkan kekacauan dan menimbulkan aksi terhadap 

industri berupa pemogokan kerja. 

 

B. Teori Upah 

Ada beberapa pendapat yang besar di kalangan ekonom 

terkait masalah pengupahan. Seberapa besar upah seorang 

pekerja dan bagaimana upah tersebut di tetapkan? Para 

ekonom berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian mengatakan 

upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, 

sedangkan yang lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan 

produktivitas marginal.  

Menurut teori ekonomi konvensional kekayaan akan 

bertambah searah dengan peningkatan ketrampilan dan 

efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan persentase 

penduduk yang terlibat dalam proses produksi. Kesejahteraan 

ekonomi setiap individu tergantung pada perbandingan antara 

produksi total dengan jumlah penduduk atau yang dewasa ini 

disebut pendapatan riil per kapita.15 

Sementara itu menurut Adam Smith, pembayaran uang yang terbesar 

untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan laba. Dari 

pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, 

                                                 
15 George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles 

hingga Keynes. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55. 
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sistem kebebasan alamiyah yang sederhana dan gambling, selain 

menguntungkan kapitalisme juga mengandung beberapa kelemahan 

mendasar. Agar dapat menikmati keuntungann berupa meningkatnya 

kekayaan, masyarakat harus dapat meyakinkan orang agar mau menabung 

dan menanamkan uangnya dalam persediaan (stock) atau apa yang sekarang 

disebut sebagai modal. Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat 

dibayarkan seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang dihasilkannya, karena 

sebagian dari nilai riil tersebut harus disediakan untuk laba. Laba merupakan 

unsur mutlak dari sebuah produksi.16 

Orang-orang Kapitalis menghargai daya kerja seorang 

pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut 

mereka, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka 

akan menambah upah tersebut, apabila beban hidupnya 

bertambah pada batas yang paling minim. Sebaliknya mereka 

akan menguranginya, apabila beban hidupnya berkurang. Oleh 

karena itu, nilai tukar seorang pekerja ditentukan berdasarkan 

beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan 

oleh tenaga seseorang.    

Sedangkan menurut Sosialis, nilai suatu barang harus 

sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di 

dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.17 

Upah alami yang diterima buruh tidak cukup sekedar 

penyambung hidup, khususnya hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan yang sangat pokok saja. Upah alami yang diterima 

buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup, khususnya 

hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok 

saja. Pada hal nilai hasil dari suatu kerja para buruh jauh lebih 

besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami.  

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah 

alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih, yang hanya 

dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang 

dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang 

                                                 
16 George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi, 58. 
14 Ludwic Von, Sosialism An Economic And Sociological Analysis (USA: 

Indianapolis, 1973),  143.  
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dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti 

penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum 

buruh.18 Pada dasarnya teori ini diambil dari ahli ekonomi 

Kapitalis Adam Smith. Kemudian balas menyerang Smith 

dengan teori tersebut. Menurutnya, nilai suatu barang harus 

sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di 

dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.19  

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah 

alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih, yang hanya 

dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang 

dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang 

dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti 

penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum 

buruh.20 

Ukuran nilai tukar sebenarnya adalah kerja. Ukuran nilai 

tukar dari sebuah komoditas adalah kerja yang memungkinkan 

seseorang membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam 

pasar. Dengan demikian bahwa kerja adalah ukuran alamiah 

dan faktor terakhir yang menentukan nilai suatu barang. Kerja 

sebagai kekuatan untuk membeli suatu barang dalam pasar. 

Dengan kata lain, ukuran sebenarnya dari nilai tukar suatu 

barang dalam sistem ekonomi adalah kerja sebagai daya tukar. 
21 

Menurut Marx  nilai-lebih itulah satu-satunya sumber 

laba sang kapitalis. Andaikata buruh boleh berhenti bekerja 

sesudah empat jam, pekerjaannya tidak mengahasilkan untung 

sama sekali bagi pemilik karena yang masuk lewat pekerjaan 

buruh bagi pemilik langsung akan keluar sebagai upah. Laba 

                                                 
15 Frans Magnis, Pemikiran Karl Marx, DARI Sosialis Utopis perselisihan 

Refisionisme (Jakarta:Gramedia, 1999), 185. 
14 Ludwic , Sosialism An Economic, 143.  
15 Frans Magnis, Pemikiran Karl Marx, 185. 
16 Karl Marx, Capital A Critique of Political Economic (New York: Penguin 

Classic, 1990), 292.  
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perusahaan  seluruhnya tergantung dari besar kecilnya nilai-

lebih.22  

Bukanlah buruh industri bekerja dengan mesin yang 

melipatgandakan hasil kerjanya? Maka Marx menjawab bahwa 

itu memang betul, tetapi mesin itu sendiri harus dibeli dan 

dipelihara. Apabila biaya pembelian dan pemeliharaan mesin 

dikurangi dari harga produk akhir perusahaan, akan kelihatan 

bahwa satu-satunya keuntungan pemilik modal  adalah nilai 

lebih. Biaya pembelian dan pemeliharaan mesin-mesin sendiri 

juga ditentukan oleh tangan-tangan tenaga kerja. Dengan 

demikian  laba dari sebuah produksi sudah sepantasnya 

menengok jasa-jasa kaum pekerja industri. 

Paling tidak ada enam teori yang menjelaskan besaran 

dan jenis upah yang mesti diterima buruh. Yaitu;  

1. Teori Subsistensi yang digunakan untuk pekerja yang tidak 

mempunyai keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini, 

didasarkan pada tingkat subsistensi sesuai tingkat 

kebutuhan mendasar;  

2. Teori Dana Upah. Menurut terori ini, upah pekerja adalah 

bagian dari modal untuk berproduksi. Besaran upah pekerja 

akan selalu didasarkan pada  penambahan modal atau 

pengurangan jumlah pekerja;  

3. Teori Marginal Productivity. Menurut teori ini, upah tenaga 

kerja didasarkan pada permintaan dan penawaran tenaga 

kerja. Pengusaha akan menambah upah pekerja sampai 

batas pertambahan produktivitas marjinal minimal sama 

dengan upah yang diberikan pada mereka.  

4. Teori Bargaining. Teori ini mengandaikan ada batas minimal 

dan maksimal upah. Upah yang ada merupakan hasil 

persetujuan kedua belah pihak;  

5. Teori Daya Beli. Teori ini mendasarkan permintaan pasar atas 

barang dengan upah. Agar barang terbeli, maka upah harus 

                                                 
16 Anthony Brewer, Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx (Yogyakarta:Teplok 

Press, 2000), 63 
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tinggi. Jika upah rendah, maka daya beli tidak ada, dan 

barang tidak laku. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi 

pengangguran besar-besaran;  

6. Teori upah hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa upah 

ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk 

memelihara atau memulihkan tenaga buruh yang telah 

dipakai untuk berproduksi. 23 

 

C. Sistem Pengupahan dalam Islam 

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang 

pekerja sesuai dengan kehendak syari‟ah bukanlah perkara 

yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada 

ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat  

mentransformasikan  konsep upah yang adil dalam dunia 

kerja. Menurut Muhammad, sebagaimana dikutip Rustam 

Efendi kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam 

penetapan upah Khalifah Abu Bakr al Shiddiq. Umar bin 

Khattab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakr 

dengan setandar yang mencukupi kehidupan seorang muslim 

golongan  menengah. Penetapan gaji ini masih samar sehingga 

Abu Bakar meminta ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 

dirham perhari.24 Standar Abu Bakr ini adalah kerja yang 

memungkinkan seseorang mendapatkan penghasilan. 

Penghasilan harian atau bulanan seseorang secara umum 

dalam masyarakat dalam bekerja dapat menjadi standar 

pengupahan secara pantas. 

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan 

anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang 

pantas.25 Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik 

                                                 
23 Mamik Indaryani, dkk. Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di 

Kabupaten Kudus Jawa tengah, Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002 

24 Rustam Effendi, Produksi dalam Islam (Yogyakarta: UII Press, 2003), 55. 
25 Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid I, terj. Soeroyo dan 

Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 248. 
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maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu factor 

produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan 

alam tidak berguna bila tidak dioekloitasi oleh manusia dan 

diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan 

sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya 

dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis mutualisme 

antara pengusaha dan pekerja. 

Secara implisit al Qur‟an menerangkan tentang masalah 

kompensasi/upah dalam beberapa ayat, diantaranya:   

 

ْْ ْٔ ٌَُِظَ وَؤَ ٍْئِِٔغَب َّ عَؼًَ َِب إٌَِّب ٌٔ ُٗ وَؤَ ُٖ  َُشَي عَىِفَ عَؼَُِ ُٖ صُ  اٌْجَضَاءَ َُجِضَا
   اٌْإَوِفًَ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna"26 

ّٖب َٔصُٔتْ ٌٍٔشِّجَبيِ ّٖب َٔصُٔتْ ؤٌٍَِّٕغَبءِ اوْزَغَجُىا ِٔ ِٔ َٓ  اوْزَغَجِ
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.27 

ًْ ٌّ لُ ًُ وُ َّ ٗٔ ػًٍََ ََؼِ ُِ شَبؤٍَزٔ ُُ فَشَثٗىُ ِٓ ؤَػٍَِ َّ ِ٘ذَي ُ٘ىَ ثِ   عَجًٍُِب ؤَ
"Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya asing-masing". Maka 

Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya"28 

 

ُٗ َُىٍَِّفُ ٌَب َ٘ب َِب إٌَِّب َٔفْغّب اٌَّ ًُ ءَارَب ُٗ عََُجِؼَ   َُغِشّا ػُغِشٍ ثَؼِذَ اٌَّ
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"29 

 

                                                 
26 Al Najm, 39-41 
27 An Nisa‟: 32. 
28 Al Isra‟: 84. 
29 Al Thalaq: 7. 
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ًِ ٍَُّىا وَلُ ُٗ فَغََُشَي اػِ ُِ اٌَّ ٍََّىُ ُٗ ػَ َْ وَسَعُىٌُ ُِٕٔى ُّؤِ َْ وَاٌْ ُِ إًٌَِ وَعَزُشَدٗو  ػَبٌٔ
ُِ وَاٌشٖهَبدَحٔ اٌْغَُِتِ َّب فََُُٕجِّئُىُ ُِ ثِ َْ وُِٕزُ ٍَُّى  رَؼِ

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 

mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) 

Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan".30 

Sedangkan dalam hadith-hadith rasulullah tergambar 

jelas keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan rasulullah 

tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam 

kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul 

mengatakan; “Kepada buruh hendaknya diberikan makanan 

dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan 

bebani mereka yang melebihi kemampuannya/Li al-mamluki 

th‟amuhu wa kiswatuhu, wa la yukallafu min al-„amal ma la 

yuthiquhu.”31 dan dalam hadits lain Rasulullah menyuruh 

seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan 

segera ketika pekerjaanya telah selesai: 

ّْ ػّش اثٓ ػٓ   يجفٓ ؤْ لجً الأجيرؤجشٖ:  لبي وعٍُ ػٍُٗ الله صً إٌٓبٓي ؤ
 ػشلٗ

32   

Dari Ibnu „Umar bahwa Rasulullah bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum 

keringatnya kering.(HR Ibnu Majah). 

 

Dalam keterangan lain Nabi Muhammad SAW bersabda: 

Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, 

dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang 

dikerjakan.33 

Pembelaan Rasul dalam kedua riwayat tersebut, tidak 

bersifat ideologis: bahwa buruh selalu benar dan majikan salah. 

                                                 
30 Al tawbah: 105. 
31 HR. Bukhari. 
32 HR. Ibn Majah. 
33 HR. Baihaqi. 
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Sebab, dalam riwayat lain beliau juga mengecam buruh-buruh 

yang khianat dan tidak amanah. Pembelaan beliau sebenarnya 

berujung pada keadilan (al-„adalah) dan kesetaraan (al-

musawah).  

Lebih lanjut dalam hadits Rasulullah saw tentang upah 

yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah 

saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; 

sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah 

asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang 

dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang 

dipakainya(sendiri); dan tidak membebankan pada mereka 

dengan tugas yang sangat berat  dan jika kamu 

membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah 

membantu mereka (mengerjakannya).34 

Dari ayat Alquran dan hadits riwayat Baihaqi di atas, 

dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah 

keadilan yang terletak pada kejelasan aqad  ( transaksi) dan 

komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah 

aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, 

sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana 

upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi 

besarnya upah dan tata cara pembayaran upah . 

Hadits lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah 

ini adalah: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi 

Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: Allah telah 

berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh 

mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang 

membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku  ( bersumpah 

dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, 

orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), 

lalu memakan uangnya. Ketiga ,adalah orang yang menyewa 

                                                 
34 HR. Muslim. 
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seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi 

tidak membayar upahnya.35 Hadits-hadits di atas menegaskan 

tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. 

Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai 

perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para 

pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada 

hari kiamat. 

 

 الله صًٍ إٌبى واعزإجش: لبٌذ الهجشح حذَش فى ػٕهب الله سظً ػبءشخ ػٓ 
 المب٘شثبلهذاَخ والخشَذ ٘بدَبخشَزب ثٕىبٌذًَ ِٓ سجلا وؤثىثىش ِغٍُ وآٌٗ
 ووػذاٖ ساحٍزُهّب اٌُٗ فذفؼب وؤِٕبٖ وفبسلشَش دَٓ ػًٍ و٘ى

 ؤحمذ سواٖ.  فبستححلا صلاس ٌُبي صجُحخ فإربهمبثشاحٍزُهّب ٌُبي غبسصىسثؼذصلاس

 .واٌجخبسي
Nabi saw dan Abu Bakar ra mengupah seorang lelaki dari 

bani Al Dain untuk menjadi penunjuk jalan. Dia orang yang 

terampil dan masih menganut agama kafir Qurays. Beliau 

memberikan jaminan keselamatan terhadapnya. Beliau 

menyerahkan beberapa ekor unta, dan berjanji akan bertemu 

kembali di gua Tsur setelah tiga malam. Pada malam ketiga dia 

datang kembali dengan membawa kendaraannya, dan 

beliaupun berangkat”.36 

 

 إلاسػً ٔجُب الله ِبثؼش: لبي ِغٍُ وآٌٗ الله صًٍ إٌبى ػٓ ٘شَشح ؤبى ػٓ
. ِىذ لأً٘ لشاسَػ وٕزإسػب٘بػًٍ, ٔؼُ:لبي وؤٔذ؟: فمبلأصحبثٗ, اٌغُٕ

 .ِبجٗ اثٓ و واٌجخبسي ؤحمذ سواٖ
Nabi bersabda: Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan dia adalah 

seorang yang pernah menjadi pengembala kambing. Sahabat bertanya: 

                                                 
35 HR Bukhari 
36 HR Ahmad dan Al Bukhary. Al Muntaqa II: 383. 
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apakah anda juga seorang pengembala? Nabi menjawab: benar. Saya 

mengembala dengan pembayaran beberapa qirat untuk penduduk  

Makkah”.37 

 

ُِ ُ٘ ُِ ُُ إِخِىَأُىُ ُٗ جَؼٍََهُ ُِ رَحِذَ اٌَّ ِٓ ؤََِذَٔىُ َّ ًَ فَ ُٖ ُٗاٌَّ جَؼَ ٖٔ رَحِذَ ؤَخَب  ََذٔ
ُٗ ِّ ٍُُْؽْؼٔ ّٖب فَ ِٔ ًُ ُٗ ََإْوُ ٍْجِغِ ّٖب وٌَُُْ ٍْجَظُ ِٔ ُٗ وٌََب ََ َٓ َُىٍَِّفُ ِٔ ًِ َّ ُٗ َِب اٌْؼَ ْْ ََغٍِٔجُ  فَئِ

ُٗ ُٗ َِب وٍََّفَ ُٗ ََغٍِٔجُ ٍُُْؼِٕٔ ٗٔ فَ       ػٍََُِ
Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang 

siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, 

diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu 

yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu"38 

 

ِٓ ٍَسَ اٌصِّذَِّكِ ثَىْشٍ ؤَثٍِ ػَ ُٗ ظٔ ُٗ اٌَّ ٗٔ سَعُىيُ لَبيَ لَبيَ ػَِٕ ُٗ صًََّ اٌَّ ٗٔ اٌَّ  ػٍََُِ
َُ ًُ ٌَب وَعََّ ًٌ اٌْجَٕٖخَ ََذِخُ ْٓ وٌََب خَتٌّ وٌََب ثَخُٔ ٍََّىَخٔ عَُِّئُ وٌََب خَبئٔ ِٓ وَؤَوٖيُ اٌْ َِ 
َْ اٌْجَٕٖخٔ ثَبةَ ََمْشَعُ ٍُِّىوُى َّ َّب ؤَحِغَُٕىا إِرَا اٌْ ُِ فُٔ َٓ ثََُِٕهُ ٗٔ وَثَُِ َّ ػَضٖ اٌَّ  وَجَ
َّب ُِ وَفُٔ َٓ ثََُِٕهُ ُِ وَثَُِ  39(احمذ سواٖ) َِىَأٌُهِ

Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek 

pelayananannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk 

pintu Surga adalah para pekerja yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, 

dan kepada majikannya.  

ّٔؼِذُ ٍٖ عَ ٗٔ اٌَّهُ صًََّ إٌٖجِ َُ ػٍََُِ ِٓ ََمُىيُ وَعََّ َِ ٍَ ًٍَّب ٌََٕب ؤٌَ ُٗ وٌََُِظَ ػَ  َِِٕضِيٌ ٌَ
ٍَُْزٖخٔزْ ُٗ ٌَُِغَذِ ؤَوِ َِِٕضًٌِب فَ ٍَُْزَ صَوِجَخٌ ٌَ ُٗ ٌَُِظَ ؤَوِ ضَوٖطِفَ ٌَ َْ ٍَُْزٖخٔزْ خَبدٔ ِّب فَ  ؤَوِ خَبدٔ
ُٗ ٌَُِغَذِ ٍَُْزٖخٔزْ دَاثٖخٌ ٌَ ِٓ دَاثٖخً فَ َِ (احمذ)   غَبيٌّ فَهُىَ رٌَٔهَ عٔىَي شَُِئًب ؤَصَبةَ وَ  

Saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak 

mempunyai rumah harus dibikinkan rumah; jika belum menikah harus dinikahkan; 

                                                 
37 HR Ahmad, Al Bukhary dan Ibnu Majah.   
38 al-Bukhary, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987), no. 559 
39 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad (Mesir: Dar al-Ma'arif, 

1988), no. 13 
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jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu; jika tidak mempunyai 

kendaraan harus diberikan kendaraan. Jika Majikan tidak memberikan hal tersebut, ia 

adalah pembunuh.40 

ِٓ ِّ ؼُٔذٕعَ ؤَثٍِ ػَ َّ اٌْخُذِسِ ٍٖ ؤَ ٗٔ اٌَّهُ صًََّ إٌٖجِ َُ ػٍََُِ ِٓ َٔهًَ وَعََّ  اعِزٔئْجَبسِ ػَ
َٓ حَزًٖ اٌْإَجِيِر ُٗ َُجَُٖ ٌَ ُٖ ِٓ ؤَجِشُ ِّظِ إٌٖجِشِ وَػَ 41(احمذ)   اٌْحَجَشِ وَإٌِْمَبءِ وَاٌَّ  

"Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan 

besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr"   

 

Masuknya kompenen biaya hidup dalam upah, tidak 

semata-mata pertimbangan produktivitas kerja, memang 

masalah tersendiri jika majikan memetaforakan tenaga kerja 

sebagai mesin. Akan tetapi, dengan pertimbangan surplus value 

dan kemanusiaan, hal tersebut bisa diterima.42  

Kenaikan upah yang berujung pada tingginya biaya 

produksi ini pada akhirnya harus diantisipasi negara dalam 

kebijakan makro ekonominya agar tetap kompetitif dipasar. 

Penentuan harga dalam Islam didasarkan pada  prinsip 

koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli 

seperti yang dibawa ekonomi kapitalis. Persaingan sehat disini 

bukan berati persaingan sempurna dalam arti modern, tetapi 

persaingan yang bebas dari spekulasi, penimbunan, 

penyelundupan, dan lain-lain. Penentuan harga yang timbul 

dari persaingan tidak sempurna telah melahirkan harga 

monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi, dan hasil yang 

dibuat di bawah kondisi bersaing yaitu persaingan tidak 

sempurna. Disamping itu, produksi monopoli lebih rendah 

daripada produksi kompetitif. Kenaikan Harga yang 

sebenarnya disebabkan oleh; 1] Bertambahnya persediaan 

uang; 2] Berkurangnya produktivitas; 3] Bertambahnya 

                                                 
40 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 

1988), no. 11139 
41 HR. Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad  (Mesir: Da>r al-

Ma'arif, 1988), no. 11139 
42 Manan, Teori.., 148-158. 
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kemajuan aktifitas; dan 4. Berbagai pertimbangan fiscal dan 

moneter. 43 

Dari ayat dan Hadith ini kita mengetahui bahwa besaran 

upah dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup (hifz al-nafs) 

secara layak, bukan semata-mata oleh sejauh mana 

produktivitas mereka.  

Sementara itu Taqiyuddin an Nabhani mengajukan 

penyelesaian gaji dengan konsep ijarah. ijarah adalah 

memanfaatkan jasa suatu kontrak. Apabila ijarah berhubungan 

dengan seorang pekerja (ajir) maka yang dimanfaatkan adalah 

tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja 

harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan tenaganya. 

Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan 

bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. 

Kompensasi ijarah (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh 

tidak, boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Intinya, apa saja 

yang bisa dinilai dengan harga boleh dijadikan sebagai 

kompensasi, dengan syarat harus jelas.44  

An Nabhani juga tidak mendasarkan upah pada 

kebutuhan hidup. Ia mendasarkan upah pekerja pada jasa atau 

manfaat yang diberikan pekerja dengan perkiraaan ahli 

terhadap jasa tersebut di tengah masyarakat. Jika upah telah 

disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah 

upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, 

atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang 

diberlakukan adalah upah yang sepadan.45 

Karena itu, upah dapat diklasifikasikan  menjadi dua: (1) 

upah yang telah disebutkan pada saat akad yang dikenal 

dengan ajr al musamma, (2) upah yang sepadan atau ajr al mitsl. 

Ajr al musamma ketika disebutkan harus diiringi dengan 

                                                 
43 Ibid. 
44 Taqiyuddin an Nabhani, al Nidzam al Iqtishaddi fi al Islam, Terj. Redaksi 

al Azhar Press ( Bogor: al Azhar Press, 2009), 88. 
45 Ibid., 101. 
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kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam kondisi 

demkian, pihak majikan (musta‟jir) tidak boleh dipaksa untuk 

membeyar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, 

dan pihak pekerja (ajir) juga tidak dipaksa menerima upah 

yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan.46 

Adapun ajr al mitsli adalah upah yang sepadan dengan 

kerja maupun pekerjaanya sekaligus jika akad ijarahnya 

menyebutkan jasa kerjanya. Upah sepadan adalah upah yang 

sepadan dengan pekerjaanya saja jika akad ijarahnya 

menyebutkan jasa pekerjaanya. 

Sedangkan al Mawardi, berpendapat bahwa dasar 

penetapan upah pekerja adalah setandar cukup, artinya gaji 

atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal.47 

Pendapat ini cenderung sama dengan pemikiran kapitalis yang 

menetapkan upah pada kebutuhan hidup minimal, yang 

kemudian dikenal di Indonesia dengan konsep Upah Minimum 

Kabupaten (UMK). 

Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengusaha 

dan pekerja. Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan 

kerjasama antara pengusaha dan pekerja tersebut saling 

menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan 

merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas 

dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan ijârah al-

ajîr (kontrak kerja). Transaksi ijârah yang akan dilakukan wajib 

memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijârah. Di antaranya 

adalah: jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan 

jasa yang haram; memenuhi syarat sahnya transaksi ijârah, 

yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah yang 

sudah mampu membedakan baik dan buruk; harus didasarkan 

pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur 

paksaan. Transaksi ijârah juga harus memuat aturan yang jelas 

                                                 
46 Ibid. 
47 Mawardi, al Ahkam al Sulthaniyah (Kairo: tnp, tt), 205. 
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menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah 

kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja. 

Dengan demikian, sebenarnya persoalan perburuhan 

secara etis telah lama dijawab agama Islam. Pandangan agama 

yang membela kaum lemah ini telah memberi skema etis 

agama Islam dalam menjaga kemaslahatan umatnya, kaum 

buruh. Sayangnya, banyak mufasirin (penafsir) tidak menindak 

lanjuti ayat-ayat al Qur‟an dan al Hadith dengan konsep 

hukum yang detail, seperti memunculkan fikih perburuhan 

misalnya 

Karena hukum etika saja tidak cukup dalam mengangkat 

derajat kaum buruh. Etik tidak punya daya untuk menghukum, 

hanya sebatas rambu-rambu pengingat saja. Padahal, kaum 

buruh tidak memiliki daya tawar yang sepadan dengan 

pengusaha atau pemerintah. Faktanya, selama ini ajaran Islam 

berjalan stagnan sementara posisi umatnya, kaum buruh 

semakin tidak terlindungi. Sehingga mau tidak mau kita harus 

menyeimbangkan/menyelaraskan ajaran Islam dengan fakta 

sosial yang ada saat ini. 

Agar Islam tidak terjebak dalam ritus individualistik yang 

tidak berisi dan agama menjadi gagap ketika diberi beban 

untuk mengurusi realitas sosial, maka dibutuhkan upaya 

penafsiran yang memihak lebih konkrit dari kaum beragama 

terhadap ajaran agamanya dalam melihat isu perburuhan. 

Ulama Islam harus berpikir untuk memiliki “fikih 

perburuahan” yang dapat menjadi panutan (guide line) 

umatnya dalam menghadapi masalahnya. Fikih yang sebagai 

konsep normatif yang bersifat operasional dalam agama Islam 

diharapkan mampu menegaskan dan memperkuat etika Islam 

yang melindungi buruh. 

Selama ini, perburuhan adalah wacana yang langka 

dalam perbincangan Islam. Kelangkaan ini disebabkan tidak 

adanya ulama Islam yang peduli terhadap isu-isu perburuhan. 

Selain itu kelangkaan fikih ini karena keterbatasan sumber-
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sumber otoratif yang memungkinkan dilakukan kajian Islam 

dan perburuhan secara komperehensif dan mendalam. 

Kelangkaan ini mengakibatkan umat kesulitan mendapatkan 

ajaran-ajaran yang dapat menjadi pedoman bagaimana 

melindungi buruh. Sehingga, penggalian teks-teks suci yang 

dapat melindungi kaum buruh akan mempersepit praktik 

pelanggaran hak asasi manusia . 

Dokumentasi hukum perburuhan ini memiliki posisi 

yang signifikan dan kontekstual dengan fenomena global saat 

ini, yaitu era industrial. Seperti apa jawaban Islam yang tegas 

dan konkrit dalam melihat problem perburuhan akan 

menentukan eksistensi Islam ke depan. Sudah tentu masalah 

perburuhan sekarang jauh berbeda dengan situasi perburuhan 

pada awal kemunculan Islam. Persekongkolan teknologi, akan 

memunculkan produk massal dalam industri manufaktur; 

modal tidak lagi berpusat dalam lingkup regional, tetapi 

berputar dalam ekonomi global tanpa bisa dikontrol. Dan salah 

satu komunitas rentan dan semakin hilang daya tawarnya 

tentu adalah kaum buruh. Nah apa jawaban Islam terhadap 

problematika perburuhan yang semakin kompleks ini. 

Tentu saja, agama harus dikembalikan fungsi dan 

relevansinya dalam mengikuti percepatan gerak sosial. Sudah 

seharusnya pemaknaan Qur`an menjadi bernuansa sosialistik 

(memihak kepada umat tertindas). Korpus suci ini tidak lagi 

duduk dalam titik netral tetapi menjadi radikal dengan 

menemukan kembali irama pembebasannya, guna mengantar 

umat menjalani proses humanisasi tanpa eksploitasi 

sedikitpun. Islam mengidamkan terbentuknya masyarakat 

tauhidi. Dan untuk menuju cita-cita tersebut bisa dimulai 

dengan memikirkan perlindungan umatnya, kaum buruh. 

Dengan menyusun fiqih perburuhan adalah salah satu caranya .
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BAB III 

SERIKAT PEKERJA /SERIKAT BURUH 
 

 

Di Indonesia, sejarah hubungan industrial, dalam arti 

hubungan antara orang yang melakukan pekerjaan pada orang 

atau badan hukum,  dimulai dengan  perbudakan yang dilakukan 

oleh penguasa dan hamba. Mereka ini merupakan "buruh" pada 

jaman itu. „Upah‟ yang mereka terima adalah makanan, pakaian 

dan perumahan. Upah berupa uang biasanya tidak diberikan 

kepada mereka. Orang lain atau badan itu merupakan "majikan" 

yang berkuasa penuh dan mutlak, bahkan menguasai pula hidup-

mati para budak itu. 1 

Setelah Indonesia diserahkan kembali kepada Nederland, 

pemerintah Hindia-Belanda mulai membuat regulasi perbudakan, 

namun tidak sampai  menghapuskannya. Yang terjadi justru pada 

tahun 1930-an terjadi peralihan status dari budak menjadi buruh. 

Hubungan industrial yang kapitalistik mulai terbentuk dengan 

adanya produksi komoditas internasional secara massal 

(generalized commodity production). Ststistik Hindia-Belanda tahun 

1930 menyebutkan bahwa penduduk Indonesia yang hidup di 

sector buruh ada sekitar 6 juta orang. Dari jumlah ini, sekitar 

setengah jutanya merupakan buruh yang sudah bersentuhan 

teknologi seperti tambang, transportasi dan bengkel. Sedangkan 

sisanya terdiri dari buruh inustri kecil (2.208.900), buruh lepas 

                                                 
1 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: 

Djambatan, 1987), 10 
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(2.003.200), dan buruh musiman yang umumnya terdiri dari buruh 

tani dan tani miskin.2 

Produksi yang paling menonjol saat itu adalah tebu. Upah 

per kepala rata-rata 14,22 gulden, dengan catatan mereka masih 

membayar pajak yang disebut natura.  Karena hal ini dirasa 

memberatkan, 600 planter (penanam tebu) dari 51 Desa di kab. 

Batang boikot membayar pajak, dan menuntut kenaikan upaha 

menjadi 25 gulden.3  

Gelombang kapitalisasi tidak hanya berhenti disitu. Institusi 

keuangan juga didirikan sebagai pendukung konsep Negara4 yang 

diimpikan Willem Daendels yang sangat mengagumi revolusi 

Perancis. Ada dua lembaga keuangan yang didirikan, yakni 

Nederlansche Handels Maatschapij (NHM) dan Javasche Bank. 

Kehadiran kedua lembaga juga dimaksudkan untuk menghambat 

arus perdagangan Inggris di Pulau Jawa, karena saat Inggris 

sudah memiliki 100 kapal yang berlabuh di batavia, sementara 

belanda hanya memiliki 43 buah.5 

Untuk melancarkan proyeknya, Williem Daendels juga 

memberlakukan  kerja paksa (rodi)6 dan poenale sanctie, yakni 

pidana terutama atas penolakan untuk melakukan pekerjaan dan 

melarikan diri serta mengangkut buruh kembali ke perusahaan 

dengan bantuan polisi. 

Lembaga punale sanksi ini semata-mata diadakan dengan 

maksud mengikat buruh, sebab dari ketentuan-ketentuan dalam 

                                                 
2 Edi Cahyono, "Perburuhan dari masa ke masa: Jaman Kolonial Hindia 

Belanda sampai orde baru" dalam Gerakan serikat Buruh, (Jakarta: Hasta Mitra, 
2003), 132-133. 

3Data lebih lanjut dapat di telusuri dalam tulisan Edi Cahyono, Pekalongan 
1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan, (Bandung: LEC, 
2001).  

4 Perlu diingat bahwa saat itu status Hindia-Belanda hanya mitra dagang 
VOC (Vereenigde Osst-Indische Compagnie). Dengan kemandirian keuangan, dia 
ingin mempertegas posisi Hindia Belanda sebagai Koloni.  

5Polak, "tentang cultuurstelsel dan penggantiannja" dalam Penelitian 
Sedjarah, no 4, th. II, September 1961, hal 18. 

6 Salah satu bentuk rodi yang sangat tersohor adalah  membuat jalan dari 
Anyer sampai Panarukan. 
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kuli ordonansi tersebut jelas  bahwa majikan sama sekali tidak  

terikat pada perjanjian kerja. Dengan aturan tersebut, buruh, 

selama masa kontrak, kehilangan kemerdekaannya karena tidak 

dapat mempersingkat, apalagi membatalkan kontrak. 7  

Keharusan memenuhi kewajiban memang berlaku bagi 

semua orang. Akan tetapi, dalam punale sanksi ini, buruh 

diwajibkan dengan ancaman pidana, atau ancaman dibawa 

kembali oleh polisi ke pekerjaannya. Dengan demikian, pihak 

majikan memiliki hak atas pribadi buruh untuk kepentingannnya. 

Punale sanksi telah memberikan kekuasaan kepada pengusaha  

untuk berbuat kepada buruh-buruh yang dapat menimbulkan 

perlakuan tidak adil.8  

 

A. Masa Kemerdekaan. 

Pertumbuhan ekonomi masa kemerdekaan sangat 

berhubungan dengan pergulatan pilitik, baik setelah masa 

kemerdekaan, orde lama maupun orde baru. Selama orde baru 

berkuasa, pembangunan fisik-ekonomi cukup mengesankan, 

permasalahan negara dikendalikan dengan sangat efektif, 

menggunakan gabungan antara paternalisme Jawa dan sistem 

garis komando hirarkis militer.9 Namun, ibarat proses 

pembiakan yang tidak lagi dapat dikendalikan, sistem orde 

baru menjadi tempat persemaian amat subur untuk benih-

benih berbagai bentuk kejahatan sosial, khususnya akroni 

KKN. Proses panjang orde baru terbukti kemudian diakhiri 

                                                 
7 Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 1999), 31 
8 Jen Breman menulis beberapa bentuk kekejaman yang terjadi saat itu. 

Jacobus Nienhuys, pemilik Deli Maatschappij menghukum cambuk 7 buruhnya 
hingga mati. Dalam kasus lain, seorang buruh perempuan diikat pada bungalow 
oleh tuan kebunnya dan kemaluannya di gosok dengan lada. Data selengkapnya, 
baca: Jen Breman, Menjinakkan Sang Kuli, Politik Kolonial pada awal abad ke 20, 
(Jakarta: Grafitti Press, 1997), xxi-ii  

9 Nurcholis Madjid, Renungan Awal Tahun tantangan Revormasi: bagaimana 
peluang emas tidak lewat sia-sia, makalah disampaikan dalam dialog yang 
diselenggarakan oleh Koordinator Wartawan DPR/MPR-RI di ruang 
Pustakaloka, Gedung DPR-RI, Jakarta, 17 Januari 2001, 3. 
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dengan porak porandanya  seluruh industri baik sektor riil 

maupun sektor keuangan, jumlah hutang yang menggurita, 

kemiskinan semakin meluas, pengangguran semakin 

meningkat. Kondisi ini juga sangat tidak menguntungkan bagi 

perbaikan nasib buruh di segala sektor. 10 

Demokratisasi bagi kesejahteraan pekerja adalah berpihak 

pada mayoritas rakyat sebagai mayoritas pelaku ekonomi. Hal 

ini diwujudkan dalam bentuk kebebasan berserikat, 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang mendorong 

produktivitas dan kesejahteraan pekerja, serta siberi peluang 

untuk memiliki saham perusahaan, terutama di tempat 

kerjanya. 

Sementara itu, Pada masa awal kemerdekaan, hubungan 

industrial nampak diwarnai oleh pergolakan politik. Pada masa 

awal kemerdekaan hubungan industrial relatif berjalan baik. 

Serikat-serikat pekerja mempunyai peranan penting dalam 

bidang ekonomi, pemerintahan dan kegiatan-kegiatan politik 

praktis. Para anggotanya memandang bahwa organisasinya 

dapat dipakai sebagai alat  (vehicle) untuk memperjuangkan 

kepentingan mereka.11  

                                                 
10 Sri Edi Swasono, IMF Dan Keterpurukan Mental Kita, Suara 

Pembaharuan, 11 April 2000. 
11 Fenomena tersebut nampak, misalnya, dari berdirinya beberapa serikat 

buruh. Yang berhaluan kiri berdiri Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Rakyat 
Sosialis (PRS), yang akhirnya melebur diri menjadi Barisan Buruh Indonesia 
(BBI). Di Kalangan buruh Perempuan, muncul Barisan Buruh Wanita (BBW) yang 
akhirnya berganti nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GABSI) 
setelah kongres di Madiun tahun 1946. Organisasi buruh juga muncul 
berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Misalnya Muncul Serikat Buruh Perkebunan 
Indonesia (SARBUPRI) dan Serikat Buruh Rokok Kudus. Pada 29 November 
1946, seluruh serikat buruh membentuk serikat gabungan yang bernama Sentral 
Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Pada 1950, organisasi ini 
beranggotakan 2.5 juta orang yang terdiri dari 34 serikat buruh. Data lebih dalam 
dapat ditelusuri dalam tulisan Lance Castle, Tingkah Laku Agama, Politik dan 
Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus, (Yogjakarta: Sinar Harapan, 1982), 133; Suri 
Suroto, "Gerakan Buruh dan Permasalahannya", dalam Prisma no.11 th.1981, hal 
11 
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Pada 1956, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 

ILO No. 98/1949 tentang Hasar-Hasar Hak dari pada untuk 

Berorganisasi dan Perundingan Bersama (ILO Convention on the 

Right to Organise  and Bargain Collectively). Implikasinya, pada 

periode 1960-an, jumlah dan keanggotaan serikat buruh 

menjamur dan sangat sulit dihitung. Namun demikian, tingkat 

kesejahteraan para buruh ternyata tidak memiliki hubungan 

signifikan untuk menumbuhkan peningkatan standar 

kehidupan para buruh dan keluarganya.12 

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, pemerintahan 

berhasil membentuk MPBI (Majelis Permusyawaratan Buruh 

Indonesia) yang diarahkan untuk membicarakan berbagai hal 

untuk mengkonsolidasi kehidupan serikat buruh. Pada tahun 

1972, dua puluh satu serikat buruh disatukan sehingga 

melahirkan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).  

Dalam perjalanannya, federasi ini dinilai tidak 

demokratis. Tuduhan tidak demokratis pertama-tama 

dilontarkan oleh gerakan serikat buruh Internasioanal, 

diantaranya WCL (World Convenderation of Labour) dan ICFTU 

(International Convenderation of Free Trade Unites ). Tuntutan 

mereka adalah agar pemerintah Indonesia membuka 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum buruh untuk 

berorganisasi dan menentukan tempat kerja yang nyaman, 

terhindar dari unsur eksploitasi, tersusunnya syarat-syarat 

kerja yang sesuai dengan keinginan buruh dan manajemen 

serta lingkungan kerja yang bebas dari polusi industri.13 

Tahun 1974, pemerintah bersama komponen masyarakat 

lainnya merumuskan apa yang disebut dengan HIP (Hubungan 

Industrial Pancasila). Melalui konsep ini, diharapkan agar 

sistem hubungan industrial di Indonesia berjalan sesuai  

budaya bangsa yang tercermin dalam UUD 45 dan Pancasila.  

                                                 
12 Soegiri, "Gerakan Serikat Buruh" dalam Gerakan Serikat Buruh Jaman 

Kolonial Belanda Hingga Orde Baru, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), 91-92. 
13 Sutanto, Prospektif,  3 
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Dalam perkembangannya, konsep ini memang telah 

melahirkan praktek-praktek hubungan industrial yang mantap 

dan serasi. Akan tetapi, dari sisi pekerja, hubungan ini belum 

menghasilkan manfaat optimal yang bisa dirasakan oleh 

mereka. Partnership sebagaimana yang diharapkan antara 

pengusaha dengan pekerja ternyata belum berjalan dengan 

baik.  Belum pernah ada UU yang mengatur tentang hubungan 

industrial secara khusus di Indonesia, tidak seperti Inggris dan 

bekas jajahannya yang relatif memiliki UU seperti itu. 

Peraturan yang ada juga lebih mengacu pada stabilitas, 

sehingga nasib buruh tetap berada pada posisi inverior. 

Peraturan-peraturan Menteri Tenaga Kerja yang dirasa tidak 

sesuai dengan Perundang-undangan Perburuhan adalah: 

a. Permen (Peraturan Menteri) No. 342/1986 tentang intervensi 

militer sebagai perantara dalam perselisihan perburuhan. 

b. Permen No. 1108/1986 tentang keharusan kalau terjadi 

perselisihan perburuhan supaya diselesaikan terlebih dulu 

dengan atasan langsung, sebelum lewat perantara atau P4. 

c. Permen No. 1109/1986 tentang pembentukan UK (Unit 

Kerja) di perusahaan harus melibatkan pengusaha. 

d. Permen No. 04/1986 tentang pemberian ijin kepada majikan 

untuk merumahkan buruh sewaktu-waktu tanpa menunggu 

P4.14 

Permen-permen itulah yang memicu gejolak masyarakat 

yang peduli terhadap masalah-masalah perburuhan, karena 

dirasakan sangat merugikan dan membatasi gerak buruh. 

Walaupun beberapa permen tersebut dicabut tahun 1993, tetapi 

dampaknya masih nampak dari tindakan-tindakan pengusaha, 

                                                 
14 Agnes Widanti, "Buruh di Sektor Industri Dalam Perdagangan Global", 

Makalah Sarasehan nasional dan Kongres Forum Mahasiswa Syari'ah seluruh Indonesia 
(FORMASI), Semarang, 27 Maret 1997. 
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sehingga posisi, nasib dan kesejahteraan pekerja masih sangat 

memperihatinkan.15  

Memang, upah minimum regional (UMR), yang 

kemudian berubah menjadi UMP (Upah Minimum Propinsi) 

dan UMK (Upah Minimum Kabupaten), terus mengalami 

kenaikan sesuai dengan perkembangan daya beli masyarakat. 

Namun, persentase kenaikan UMR tersebut tidak memiliki 

korelasi kuat dengan peningkatan kebutuhan buruh dan 

masyarakat. Itu berarti tingkat kesejahteraan buruh masih 

dibawah standar. Hal ini yang membuat eskalasi tuntutan dan 

demontrasi semakin meningkat khususnya yang dilancarkan 

oleh pekerja.16 

 

B. Era Reformasi 

Kesejahteraan buruh sejak krisis ekonomi tahun 1997 

belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini 

dilihat dari berbagai indikator perburuhan seperti angka 

pengangguran, angka produktivitas buruh, serta daya beli 

yang melemah. Apa sebenarnya persoalan mendasar yang 

dihadapi buruh di tengah kebijakan politik perburuhan 

yang terus menerus merugikan mereka? Gelombang 

pemiskinan struktural terhadap buruh sebenarnya telah 

dimulai sebelum krisis, ketika Bank Dunia menyatakan 

"Indonesian workers are overly protected and government 

should stay out of industrial dispute". Karena beban utang 

luar negeri yang cukup besar, pemerintah, terutama pasca 

jatuhnya Soeharto, terus-menerus menuruti kemauan 

pasar dan lembaga keuangan internasional (Bank Dunia 

dan IMF) dalam rangka memperoleh pinjaman luar negeri 

                                                 
15 Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Buruh Sebelum Keringatnya Kering, (Jakarta: 

PPMI, 2000), 23-25 
16 Muhaimin Iskandar, Membajak di Ladang Mesin, (Semarang: Yawas, 

2004), 84 
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dan pengembangan investasi. Tidak mengherankan, di era 

reformasi di Indonesia yang mengagendakan reformasi 

hukum, pada kenyataannya hukum dikendalikan oleh 

kekuatan neoliberalisme yang difasilitasi oleh pemerintah 

sendiri. Produk hukum yang dihasilkan lebih merupakan 

pesanan dari pemegang kekuatan itu dan merupakan 

paket bantuan dari liberalisasi pasar (legal reform free 

market assistance). Di sektor buruh, kebijakan buruh murah 

dan fleksibilitas pasar buruh merupakan dua arus utama 

politik hukum perburuhan. Kekuatan neoliberalisme juga 

menuntut pengurangan peran atau keterlibatan negara. 17
  

UU Ketenagakerjaan (termasuk UU Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial) dan draf revisinya 

yang mengatur soal buruh kontrak, outsourcing, dan 

kemudahan mem-PHK, dilahirkan dari skenario kekuatan 

ini. Negara selalu menuding buruh sebagai biang 

kemacetan investasi. Sebaliknya, para pakar perburuhan 

melempar argumentasi soal biaya ekonomi tinggi yang 

disebabkan oleh birokrasi, regulasi, serta biaya siluman 

lainnya. Perdebatan ini bila tidak dikelola secara 

proporsional dikhawatirkan akan memindahkan akar 

masalah struktural sesungguhnya. Kebijakan ini lahir 

bukan sekadar penyalahgunaan kekuasaan negara terkait 

dengan korupsi maupun suap atau menempatkan 

permasalahan bersifat domestik. Ada hal yang lebih 

berbahaya, yakni soal pemiskinan struktural terhadap 

buruh yang dirancang secara sistematik dan rapi melalui 

transaksi-transaksi imperial ekonomi internasional lewat 

                                                 
17 R Herlambang Perdana, Arah Bandul Politik Hukum Perburuhan, Harian 

KOMPAS, Senin, 01 Mei 2006. 
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mesin-mesin birokrasi politik, hegemoni intelektual, serta 

legitimasi hukum yang propasar. Pemiskinan struktural 

inilah yang merupakan bentuk imperialisme pasar. Hal ini 

menempatkan posisi buruh tidak sekadar berhadapan 

dengan pengusaha, melainkan berhadapan pula dengan 

kepungan kekuatan neoliberal yang disokong lembaga-

lembaga keuangan internasional serta rezim pemerintah 

yang enggan melepas ketergantungan dari paradigma 

kekuatan imperialisme pasar tersebut. Dengan demikian, 

sepanjang tidak ada perubahan paradigma neoliberalisme, 

agak susah kita melihat bandul politik hukum perburuhan 

yang proburuh dan hak- hak asasi manusia .
18

 

Sebenarnya ada beberapa dimensi perburuhan yang 

memberi angin segar perubahan, salah satunya sarikat pekerja 

sebagai peningkatan bargaining bagi pekerja. Serikat buruh 

tumbuh dengan subur sesuai dengan aspirasi dan tuntutan 

terhadap pembebasan. Hal tersebut merupakan konsekuensi 

diratifikasinya Konvensi ILO tahun 1948 tentang Kebebasan 

Berserikat dan Perlindungan Berorganisasi. Konvensi tersebut 

memberi peluang yang seluas-luasnya untuk membentuk 

serikat  buruh baru, sesuai dengan kehendak para 

pekerja/buruh dan dilarang adanya campur tangan dari pihak 

manapun. 

Berkaitan dengan ratifikasi itu, pada 18 Juni 1998, ILO 

mendeklarasikan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di 

tempat kerja. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah baru 

bagi ILO untuk mengubah persepsi yang berkembang, seolah-

olah ILO hanya mendukung kepentingan negara maju, 

sekaligus merupakan jawaban terhadap tantangan globalisasi 

pasar kerja dan perdagangan yang telah menjadi fokus 

perdebatan internasional. Deklarasi ILO tersebut bertujuan 

                                                 
18 Ibid. 
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merekonsiliasi keinginan semua pihak dalam hubungan 

industrial, menggairahkan usaha-usaha nasional seiring 

dengan kemajuan sosial-ekonomi, mengakomodir perbedaan 

kondisi lokal masing-masing negara, dan untuk menegakkan 

Hak Asasi Manusia (HAM). 

Untuk keluar dari situasi ini, banyak negara, termasuk 

Indonesia, kemudian mengadopsi konsep Negara sejahtera 

(welfare state), yang sesungguhnya lahir sebagai respon atas 

depresi ekonomi 1935 dan Perang Dunia II.19 Landasan 

filosofisnya berbeda dengan Darwinisme Sosial tentang 

kapitalisme laissez-faire. Negara sejahtera berkeyakinan bahwa 

kesejahteraan individu merupakan sesuatu yang sangat penting 

dan tidak mungkin hanya tergantung dengan operasi pasar. 

Paradigma Filsosofis ini mengindikasikan pengakuan formal 

terhadap ekonomi mainstream yang menyatakan bahwa 

kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang dalam  memenuhi 

kebutuhannya bukanlah dalil atas kegagalannya.  

 

C. Isu-isu Penting Perburuhan Nasional 

1. Upah, Tunjangan dan Kondisi Kerja 

Upah, tunjangan dan kondisi kerja yang diberikan bagi 

pekerja oleh perusahaan tidak boleh kurang dibandingkan 

dengan yang diberikan oleh pengusaha dinegara yang 

bersangkutan (negara perusahaan cabang ). Bila perusahaan 

multinasional bekerja dinegara-negara berkembang di mana 

pengusaha yang setaraf tidak ada , seharusnya memberi 

upah , tunjangan, dan kondisi kerja yang terbaik dalam 

kerangka kebijaksanaan pemerintah. Semua ini perlu 

dikaitkan dengan posisi ekonomi dari perusahaan, tetapi 

setidaknya pantas untuk memenuhi kebutuhan pokok para 

pekerja dan keluarganya. Apabila perusahaan menyediakan 

fasilitas-fasilitas pokok kepada pekerjanya seperti 

                                                 
19 Asa Briggs, "The Walfare State in Historical Perspective" dalam Archives 

Europeenes de Sociologie, 1961.  
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perumahan, perawatan kesehatan dan pangan, maka 

fasilitas - fasilitas ini harus cukup baik. Pemerintah, 

terutama di negara-negara berkembang, seharusnya 

berusaha mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

menjamin bahwa kelompok berpenghasilan rendah dari 

daerah yang kurang berkembang bisa memperoleh manfaat 

sebanyak mungkin dari kegiatan perusahaan. 

Dari dulu masalah perburuhan menjadi sorotan 

banyak pihak, tapi dari dari dulu pula masalah ini tidak 

selesai. Hal ini karena ketidakseimbangan supplay dan 

demand tenaga kerja. Teorinya memang benar bahwa slope 

upah bergerak positif sesuai dengan perkembangan 

permintaan, tapi ternyata pergerakannya tidak secepat yang 

diharapkan sehingga terjadi kesenjangan. Karena 

ketidakseimbangan suplay dan demand itulah, maka harga 

(upah) tenaga kerja di Indonesia sangat murah. Upah buruh 

ditetapkan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)  hanya untuk 

memenuhi Kebutuhan Hidup Minimal (KHM), bukan pada 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga seluruh 

potensinya habis untuk Opportunity cost, tanpa pernah bisa 

menikmati economic rent. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 

di Indonesia faktor yang paling mempengaruhi pasar tenaga 

kerja masih upah, belum bergeser ke faktor selera, nilai 

pengalaman, atau faktor non materiil lainnya.  

Para pekerja yang terpaksa melakoni pekerjaan dengan 

gaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah 

minimum Kabupaten (UMK), para pengangguran dan 

mereka yang jatuh miskin tidak semata-mata disebabkan 

oleh kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, perlu dicarikan 

cara agar mereka mendapatkan pelayanan umum seperti 

kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, dan lain-

lain, disamping juga melindunginya dari resiko sosial,  ekses 

industrialisasi, ketidakmampuan dan pengangguran. Oleh 
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karena itu sangat dimengerti jika buruh selalu menuntut 

perbaikan nasib. Tahun 2004  ada 103 kasus pemogokan 

yang melibatkan 44.280 tenaga kerja, sehingga menyebabkan 

hilangnya jam kerja sebanyak 462.624 jam.20  

 

2. Keselamatan dan Kesehatan 

Perlu ada jaminan bahwa perusahaan dapat memberi 

standar keselamatan dan kesehatan. Perusahaan perlu 

mempertahankan standar keselamatan dan kesehatan kerja 

yang paling tinggi sesuai dengan persyaratan nasional, 

dengan memperhatikan pengalaman mereka yang cocok 

dalam perusahaan secara keseluruhan, termasuk 

pengetahuan tentang bahaya-bahaya tertentu. Mereka 

seharusnya memberikan informasi mengenai keselamatan 

dan kesehatan kerja yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan 

lokal mereka, yang mereka pelajari dari negara-negara lain 

kepada wakil para pekerja dari perusahaan yang 

bersangkutan dan, apabila diminta, kepada penguasa yang 

berwenang, organisasi pekerja dan pengusaha di semua 

negara di mana perusahaan ini beroperasi. Khususnya, 

perusahaan multinasional perlu memberi tahu kepada 

semua pihak yang berkepentingan tentang bahaya khusus 

dan upaya perlindungan yang berhubungan dengan produk 

dan proses baru. Seperti halnya perusahaan dalam negeri 

yang setaraf, perusahaan multinasional diharapkan dapat 

memainkan peranan utama dalam mempelajari sebab-sebab 

keselamatan kerja dan bahaya kesehatan kerja serta 

penerapannya yang hasilnya untuk memperbaiki 

lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan 

multinasional perlu bekerja sama dengan organisasi 

internasional dalam hal penyusunan dan penetapan standar 

kesehatan dan keselamatan kerja internasional. Sesuai 

                                                 
20 Tempo interaktif, 19 Januari 2005 
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dengan kebiasaan nasional, perusahaan multinasional perlu 

bekerja sama sepenuhnya dengan penguasa yang 

berwenang dalam keselamatan dan kesehatan kerja, wakil 

pekerja, organisasi pekerja dan organisasi keselamatan dan 

kesehatan kerja yang sudah ada. Apabila mungkin, masalah 

yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja 

hendaknya dimasukan dalam kesepakatan yang diadakan 

dengan wakil pekerja dan organisasi pekerja. 

 

3. Hubungan Industrial 

Perusahaan multinasional perlu menerapkan norma 

hubungan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan 

norma yang dipakai oleh pengusaha lain yang setaraf 

dinegara yang bersangkutan. 

 

4. Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi 

Para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan 

multinasional maupun yang dipekerjakan oleh perusahaan 

nasional, tanpa perbedaan apapun, berhak membentuk dan 

bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri tanpa 

izin lebih dahulu dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan 

organisasi bersangkutan. Mereka juga berhak menikmati 

perlindungan yang memadai terhadap tindakan 

diskriminasi anti serikat buruh (anti union discrimination) 

dalam pekerjaan mereka. Organisasi yang mewakili 

perusahaan multinasional atau pekerja harus memperoleh 

perlindungan terhadap setiap tindakan campur tangan dari 

pihak lawan pada waktu pembentukan, berfungsi atau 

bidang administrasi. Apabila memungkinkan, perusahaan 

dalam lingkungan setempat perlu mendukung wakil dari 

organisasi pengusaha. 
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5. Perundingan Bersama 

Sesuai dengan undang-undang dan kebiasaan 

nasional, pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan 

multinasional berhak mempunyai wakil organisasi yang 

dipilihnya sendiri untuk tujuan perundingan bersama 

(collective bargaining). Apabila perlu, langkah yang sesuai 

dengan kondisi nasional seharusnya diambil, untuk 

mendorong dan meningkatkan serta memanfaatkan 

mekanisme antara organisasi pengusaha dan pekerja dengan 

maksud untuk mengadakan pengaturan syarat-syarat dan 

kondisi kerja dengan cara kesepakatan bersama. 

Penyelesaian Perselisihan Industrial 

 

D. Teori-Teori Perburuhan 

Salah satu pemicu utama polemik perburuhan adalah 

seberapa besar seorang pekerja mendapatkan upah dari 

pekerjaanya. Sebelum bicara lebih jauh berbicara tentang upah, 

terlebih dulu harus diperhatikan asumsi dasar pengupahan, 

yakni pertama, ada hubungan yang signifikan antara upah 

dengan perolehan laba; dan kedua, ada tindakan tidak maksimal 

dari pihak buruh jika upah tidak diperhatikan.21 

Ada banyak teori yang menjelaskan besaran dan jenis 

upah yang mesti diterima buruh. Antara lain adalah; 1] Teori 

Subsistensi yang digunakan untuk pekerja yang tidak 

mempunyai keterampilan khusus. Upah, menurut teori ini, 

didasarkan pada tingkat subsistensi sesuai tingkat kebutuhan 

mendasar; 2] Teori Dana Upah. Menurut terori ini, upah pekerja 

adalah bagian dari modal untuk berproduksi. Besaran upah 

pekerja akan selalu didasarkan pada  penambahan modal atau 

pengurangan jumlah pekerja; 3] Teori Marginal Productivity. 

Menurut teori ini, upah tenaga kerja didasarkan pada 

permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan 

                                                 
21 Bambang  Setiadji, Upah Antar Buruh Industri di Indonesia ( Surakarta: 

Muhammadiyyah University Press, 2002),21 



Pekerja Anak dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif Yuridis 
 

 Bab III  49 

menambah upah pekerja sampai batas pertambahan 

produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang 

diberikan pada mereka. 4]. Teori Bargaining. Teori ini 

mengandaikan ada batas minimal dan maksimal upah. Upah 

yang ada merupakan hasil persetujuan kedua belah pihak; 5] 

Teori Daya Beli. Teori ini mendasarkan permintaan pasar atas 

barang dengan upah. Agar barang terbeli, maka upah harus 

tinggi. Jika upah rendah, maka daya beli tidak ada, dan barang 

tidak laku. Jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi 

pengangguran besar-besaran; 6] Teori upah hukum alam. Teori 

ini menyatakan bahwa upah ditetapkan atas dasar biaya yang 

diperlukan untuk memelihara atau memulihkan tenaga buruh 

yang telah dipakai untuk berproduksi. 22 

Kekayaan akan bertambah searah dengan peningkatan 

ketrampilan dan efisiensi para tenaga kerja, dan sejalan dengan 

persentase penduduk yang terlibat dalam proses produksi. 

Kesejahteraan ekonomi setiap individu tergantung pada 

perbandingan antara produksi total dengan jumlah penduduk 

atau yang dewasa ini disebut pendapatan riil per kapita.23 

Menurut Adam Smith pembayaran uang yang terbesar 

untuk membiayai produksi dan distribusi ialah upah, sewa dan 

laba. Dari pengamatannya terhadap apa yang sesungguhnya 

terjadi di masyarakat, system kebebasan alamiyah yang 

sederhana dan gambling, selain menguntungkan kapitalisme 

juga mengandung beberapa kelemahan mendasar. Agar dapat 

menikmati keuntungann berupa meningkatnya kekayaan, 

masyarakat harus dapat meyakinkan orang agar mau 

menabung dan menanamkan uangnya dalam persediaan 

(stock) atau apa yang wsekarang disebut sebagai modal. 

                                                 
22 Mamik Indaryani, dkk. Hasil Penelitian Penentuan Upah Minimal di 

Kabupaten Kudus Jawa tengah, Kudus: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
bekerja sama dengan Litbang UMK, 2002 

23 George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka dari Aristoteles 
hingga Keynes. Terj, Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 55. 
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Dengan demikian upah para pekerja tidak dapat dibayarkan 

seluruhnya sebanyak nilai riil produk yang dihasilkannya, 

karena sebagian dari nilai riil tersebut harus disediakan untuk 

laba. Laba merupakan unsure mutlak dari sebuah produksi.24 

Sedangkan menurut Sosialis, nilai suatu barang harus 

sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang, yang di 

dalamnya termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami.25 

Upah alami yang diterima buruh hanya cukup sekedar 

penyambung hidup, khususnya hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan yang sangat pokok saja. Pada hal nilai hasil dari 

suatu kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang 

diterima mereka sebagai upah alami.  

Kelebihan nilai produktivitas kerja kaum buruh atas upah 

alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih, yang hanya 

dinikmati oleh para pemilik modal. Makin kecil upah yang 

dibayarkan pada kaum buruh, makin besar nilai lebih yang 

dinikmati oleh pemilik modal, yang menurut Marx berarti 

penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atas kaum 

buruh.26 

Ukuran nilai tukar sebenarnya adalah kerja. Ukuran nilai 

tukar dari sebuah komoditas adalah kerja yang memungkinkan 

seseorang membeli atau menguasai komoditas yang lain dalam 

pasar. Dengan demikian bahwa kerja adalah ukuran alamiah 

dan faktor terakhir yang menentukan nilai suatu barang. Kerja 

sebagai kekuatan untuk membeli suatu barang dalam pasar. 

Dengan kata lain, ukuran sebenarnya dari nilai tukar suatu 

barang dalam sistem ekonomi adalah kerja sebagai daya tukar. 
27 Sehingga posisi pekerja dan apa yang dibayarkan atasnya 

menjadi setandat nilai tukar.  

                                                 
24 George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi, 58. 
14 Ludwic Von, Sosialism An Economic And Sociological Analysis (USA: 

Indianapolis, 1973),  143.  
15 Frans Magnis, Pemikiran Karl Marx, 185. 
16Karl Marx, Capital A Critique of Political Economic (New York: Penguin 

Classic, 1990), 292.  
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Konsepsi Islam tentang upah sesungguhnya hampir sama 

dengan Teori Marginal Productivity dan Teori Bargaining. 

Sebagaimana penjelasan di atas, teori marginal productivity 

menyatakan bahwa upah tenaga kerja didasarkan pada 

permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengusaha akan 

menambah upah pekerja sampai batas pertambahan 

produktivitas marjinal minimal sama dengan upah yang 

diberikan pada mereka. Dengan cara ini, maka upah  dapat 

ditentukan secara transparan, seksama, adil, dan tidak  

menindas pihak manapun. Setiap pihak mendapat bagian yang 

sah dari hasil usahanya, tanpa menzalimi pihak yang lain. Teori 

yang sering dipakai dalam melihat hubungan kerja adalah 

shirkah al inan. 

 

E. Pandangan Islam terhadap Ketenagakerjaan 

Dalam Islam, isu-isu yang berkaitan dengan masalah 

buruh diperhatikan sebagai masalah hubungan ajir(buruh) 

dengan musta'jir(majikan).Oleh kerana ia mencakup berbagai 

aktiviti manusia, maka Islam mengatur hubungan ini dengan 

hukum-hukum yang berkaitan dengan aqad ijaarah (kontrak 

kerja) . Jika diperhatikan, Islam pada hakikatnya mengatur 

kontrak kerja dan kerjasama antara majikan dan pekerja ini 

supaya bersifat saling menguntungkan. Islam mengatur secara 

jelas dan terperinci hukum-hukum berkaitan ijarah al-ajir 

(kontrak kerja). 

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan 

anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang 

pantas.28 Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik 

maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai salah satu factor 

produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan 

alam tidak berguna bila tidak dioekloitasi oleh manusia dan 

diolah oleh buruh. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan 

                                                 
28 Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid I, terj. Soeroyo dan 

Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 248. 
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sunatullah yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam 

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya 

dengan bisnis, terjadilah hubungan simbiosis mutualisme 

antara pengusaha dan pekerja.  

Al Qur‟an banyak menginformasikan tentang pentingnya 

pemberdayaan tenaga kerja dalam memperolah sesuatu, 

diantaranya:  

ْْ ْٔ ٌَُِظَ وَؤَ ٍْئِِٔغَب  عَؼًَ َِب إٌَِّب ٌٔ
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya. An Najm: 39. 

ّٖب ُتَْٔصٔ ٌٍٔشِّجَبيِ ّٖب َٔصُٔتْ ؤٌٍَِّٕغَبءِ اوْزَغَجُىا ِٔ ِٔ َٓ  اوْزَغَجِ
(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. An Nisa‟: 32. 

 الله صًٍ إٌبى واعزإجش: لبٌذ الهجشح ذَشح فى ػٕهب الله سظً ػبءشخ ػٓ 
 المب٘شثبلهذاَخ والخشَذ ٘بدَبخشَزب ثٕىبٌذًَ ِٓ سجلا وؤثىثىش ِغٍُ وآٌٗ
 ووػذاٖ ساحٍزُهّب اٌُٗ فذفؼب وؤِٕبٖ وفبسلشَش دَٓ ػًٍ و٘ى

 سواٖ.  فبستححلا صلاس ٌُبي صجُحخ فإربهمبثشاحٍزُهّب ٌُبي غبسصىسثؼذصلاس
 .واٌجخبسي ؤحمذ

Nabi saw dan Abu Bakar ra mengupah seorang lelaki dari bani Al Dain untuk 

menjadi penunjuk jalan. Dia orang yang terampil dan masih menganut agama kafir 

Qurays. Beliau memberikan jaminan keselamatan terhadapnya. Beliau menyerahkan 

beberapa ekor unta, dan berjanji akan bertemu kembali di gua Tsur setelah tiga 

malam. Pada malam ketiga dia dating kembali dengan membawa kendaraannya, dan 

beliaupun berangkat”. HR Ahmad dan Al Bukhary. Al Muntaqa II: 383. 

 

 إلاسػً ٔجُب الله ِبثؼش: لبي ِغٍُ وآٌٗ الله صًٍ إٌبى ػٓ ٘شَشح ؤبى ػٓ
. ِىذ لأً٘ لشاسَػ وٕزإسػب٘بػًٍ, ٔؼُ:لبي وؤٔذ؟: فمبلأصحبثٗ, اٌغُٕ
 .ِبجٗ اثٓ و واٌجخبسي ؤحمذ سواٖ
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Nabi bersabda: Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan dia adalah seorang 

yang pernah menjadi pengembala kambing. Sahabat bertanya: apakah anda juga 

seorang pengembala? Nabi menjawab: benar. Saya mengembala dengan pembayaran 

beberapa qirat untuk penduduk  Makkah”. HR Ahmad, Al Bukhary dan Ibnu Majah.   
 

Nabi bersabda: 

...ُِ ُ٘ ُِ ُُجَ إِخِىَأُىُ ُٗ ؼٍََهُ ُِ رَحِذَ اٌَّ ِٓ ؤََِذَٔىُ َّ ًَ فَ ُٗ جَؼَ ُٖ اٌَّ ٖٔ رَحِذَ ؤَخَب  ََذٔ
ُٗ ِّ ٍُُْؽْؼٔ ّٖب فَ ِٔ ًُ ُٗ ََإْوُ ٍْجِغِ ّٖب وٌَُُْ ٍْجَظُ ِٔ ُٗ وٌََب ََ َٓ َُىٍَِّفُ ِٔ ًِ َّ ُٗ َِب اٌْؼَ ْْ ََغٍِٔجُ  فَئِ

ُٗ ُٗ َِب وٍََّفَ ُٗ ََغٍِٔجُ ٍُُْؼِٕٔ ٗٔ فَ  29(بسياٌجخ  سواٖ) ػٍََُِ
"Para perkerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka barang 

siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, 

diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu 

yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu" (HR. Ahmad). 

 

Imam Malik meriwayatkan bahwa:  

ِٓ َِبٌٔه حَذٖصٍَِٕ ٗٔ ػَ ِّ ًِ ؤَثٍِ ػَ ِٓ عُهَُِ ِٓ َِبٌٔهٕ ثِ ٗٔ ػَ ُٗ ؤَثُِ ّٔغَ ؤَٖٔ َْ عَ َّب َٓ ػُضْ  ثِ
َْ ُ٘ىَ ػَفَّب ُ٘ىَ ََخِؽُتُ وَ َِخَ رُىٍَِّفُىا ٌَب ََمُىيُ وَ  اٌْىَغِتَ اٌصِٖٕؼَخٔ رَادٔ غَُِشَ اٌْإَ
ُِ َ٘ب َِزًَ فَئِٖٔىُ ُّى  30(ِبٌه... ) ثِفَشِجِهَب وَغَجَذِ رٌَٔهَ وٍََّفْزُ

"Usman berkata dalam sebuah pidatonya: Janganlah kalian memaksa buruh 

perempuan yang tidak  layak kerja untuk bekerja. Sebab, jika hal itu terjadi, mereka 

akan berkerja dengan alat vitalnya"  

 

Hadith Nabi: 

ِٓ ٍَ اٌصِّذَِّكِ ثَىْشٍ ؤَثٍِ ػَ ُٗ سَظٔ ُٗ اٌَّ ٗٔ سَعُىيُ لَبيَ لَبيَ ػَِٕ ُٗ صًََّ اٌَّ ٗٔ اٌَّ  ػٍََُِ
َُ ًُ ٌَب وَعََّ ًٌ اٌْجَٕٖخَ ََذِخُ ْٓ وٌََب خَتٌّ وٌََب ثَخُٔ ٍََّىَخٔ عَُِّئُ وٌََب خَبئٔ ِٓ يُوَؤَوٖ اٌْ َِ 

                                                 
29 al-Bukhary, Shahih Bukhari>, (Beirut: Da>r al-Qalam, 1987), no. 559 
30 Malik Ibn Anas, al-Muwattha', (Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, 1988), no. 1553 
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َْ اٌْجَٕٖخٔ ثَبةَ ََمْشَعُ ٍُِّىوُى َّ َّب ؤَحِغَُٕىا إِرَا اٌْ ُِ فُٔ َٓ ثََُِٕهُ ٗٔ وَثَُِ َّ ػَضٖ اٌَّ  وَجَ
َّب ُِ وَفُٔ َٓ ثََُِٕهُ ُِ وَثَُِ  31(احمذ  سواٖ) َِىَأٌُهِ

"Tidak masuk Surga orang pelit, penipu, pengkhianat, dan orang yang jelek 

pelayananannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu 

Surga adalah para buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah, dan 

kepada majikannya. (HR Ahmad) 

 

Nabi bersabda: 

ِٓ ِّ عَؼُٔذٕ ؤَثٍِ ػَ َّ اٌْخُذِسِ ٍٖ ؤَ ٗٔ هُاٌَّ صًََّ إٌٖجِ َُ ػٍََُِ ِٓ َٔهًَ وَعََّ  اعِزٔئْجَبسِ ػَ
َٓ حَزًٖ اٌْإَجِيِر ُٗ َُجَُٖ ٌَ ُٖ ِٓ ؤَجِشُ ِّظِ إٌٖجِشِ وَػَ  32(احمذ)   اٌْحَجَشِ وَإٌِْمَبءِ وَاٌَّ

"Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran 

upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa>' al-hajr"   

 

Nabi juga menyatakan bahwa:  

ّٔؼِذُ ٍٖ عَ ٗٔ اٌَّهُ صًََّ إٌٖجِ َُ ػٍََُِ ِٓ ََمُىيُ وَعََّ َِ ٍَ ًٍَّب ٌََٕب ؤٌَ ُٗ وٌََُِظَ ػَ  َِِٕضِيٌ ٌَ
ٍَُْزٖخٔزْ ُٗ ٌَُِغَذِ ؤَوِ َِِٕضًٌِب فَ ٍَُْزَضَوٖطِ صَوِجَخٌ ٌَ ُٗ ٌَُِظَ ؤَوِ فَ ٍَُْزٖخٔزْ َْخَبدٔ ٌَ ِّب فَ  ؤَوِ خَبدٔ
ُٗ ٌَُِغَذِ ٍَُْزٖخٔزْ دَاثٖخٌ ٌَ ِٓ دَاثٖخً فَ َِ    غَبيٌّ فَهُىَ رٌَٔهَ عٔىَي شَُِئًب ؤَصَبةَ وَ

 33(احمذ)
"Saya mendengar Nabi bersabda: Barang siapa mengangkat pekerja, jika ia tidak 

mempunyai rumah harus dibikinkan rumah; jika belum menikah harus dinikahkan; 

jika tidak mempunyai pembantu harus dicarikan pembantu; jika tidak mempunyai 

kendaraan harus diberikan kendaraan. Jika Majikan tidak memberikan hal tersebut, ia 

adalah pembunuh" 

 

 

                                                 
31 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 

1988), no. 13 
32 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 

1988), no. 11139 
33 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 

1988), no. 17329 
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Nabi bersabda: 

ًٌ جَبءَ ٗٔ اٌَّهُ صًََّ ِّإٌٖجِ إًٌَِ سَجُ َُ ػٍََُِ ٗٔ سَعُىيَ ََب فَمَبيَ وَعََّ ُِ اٌَّ  َُؼِفًَ وَ
ِٓ ٍُِّىنٔ ػَ َّ َّذَ لَبيَ اٌْ ُٗ فَصَ ُٖ ػَِٕ َّذَ ؤَػَبدَ صُ ُٗ فَصَ ُٖ ػَِٕ ُٗ َُؼِفًَ فَمَبيَ ؤَػَبدَ صُ  ػَِٕ
َّ ٍَ وُ  34(احمذ  سواٖ)  َِشٖحً عَجِؼٔيَن ََىِ

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ia bertanya: wahai Rasul, berapa kali seorang 

buruh layak dimaafkan (jika melakukan kesalahan). Nabi diam saja. Kemudian ia 

bertanya lagi, dan Nabipun hanya diam. Untuk pertanyaan yang ketga kalinya, Nabi 

menjawab: Buruh harus dima'afkan, walaupun ia melakukan kesalahan 70 kali 

sehari" 

 

Pertama, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok 

rakyat. Islam telah menetapkan bahwa pemerintah wajib 

menjalankan kebijakan makro yang menjamin tercapainya 

pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu 

masyarakat secara keseluruhan, disertai dengan adanya 

jaminan yang memungkinkan setiap individu dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai 

dengan kemampuan mereka. 

Dalam pandangan Islam, kebutuhan pokok ada dua: (1) 

kebutuhan pokok individual berupa pangan, sandang, dan 

papan; (2) kebutuhan pokok kolektif berupa pelayanan 

kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Islam mewajibkan 

Pemerintah untuk menjamin tercapainya semua pemenuhan 

kebutuhan pokok tersebut bagi setiap warga negara (Muslim 

dan non-Muslim) secara menyeluruh. Dalam hal kebutuhan 

pokok individual (pangan, sandang, papan), Islam memang 

telah mewajibkan setiap individu yang mampu bekerja untuk 

memenuhinya, untuk dirinya sendiri maupun orang-orang 

yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 33). 

Namun, ketika seseorang tidak mendapati pekerjaan yang 

                                                 
34 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad, (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 

1988), no. 5633 
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memungkinkan dirinya memperoleh penghasilan, sementara ia 

punya kemampuan untuk bekerja, maka kewajiban 

Pemerintahlah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak 

bagi setiap individu rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda: 

“Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat; ia akan dimintai 

pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya”. (HR 

Muslim.) 

Adapun dalam hal kebutuhan pokok kolektif (pelayanan 

kesehatan, pendidikan, dan keamanan), semua itu menjadi 

“tanggung jawab negara”, bukan tanggung jawab setiap 

individu rakyat. Karena itu, tidak selayaknya pemerintah 

membebankan pemenuhan kebutuhan pokok terhadap 

pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan kepada 

rakyat; baik pengusaha maupun buruh. Pengusaha tidak 

selayaknya dibebani dengan kewajiban untuk menyediakan 

jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan-

meskipun ia boleh melakukannya jika mau, apalagi jika itu 

telah menjadi bagian dari akadnya dengan buruh. Yang terjadi 

saat ini, pengusaha justru sering dibebani oleh beban-beban 

seperti di atas yang seharusnya menjadi tanggung jawab 

pemerintah. Demikian pula rakyat, termasuk buruh; mereka 

juga tidak seharusnya dibebani dengan kewajiban untuk 

menyediakan jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan 

keamanan bagi diri mereka. Namun, yang terjadi saat ini, 

rakyat, termasuk buruh, dipaksa untuk menanggung sendiri 

biaya pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bahkan keamanan . 

Syariat Islam telah mengharamkan pemberian hak 

khusus kepada orang atau kelompok orang (swasta), apalagi 

swasta asing, dalam pengelolaan minyak dan barang tambang 

tersebut. Sayangnya, inilah yang justru terjadi. Banyak keka 

yaan alam (hasil hutan, minyak bumi, barang tambang, dll)-

yang sejatinya milik rakyat itu-diserahkan begitu saja kepada 

pihak swasta bahkan swasta asing, atas nama swastanisasi dan 

privatisasi . 
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Kedua, Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara 

pengusaha dan pekerja. Islam telah mengatur agar kontrak 

kerja dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja tersebut 

saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan 

merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas 

dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan ijârah al-

ajîr (kontrak kerja). Transaksi ijârah yang akan dilakukan wajib 

memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijârah. Di antaranya 

adalah: jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan 

jasa yang haram; memenuhi syarat sahnya transaksi ijârah, 

yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah yang 

sudah mampu membedakan baik dan buruk; harus didasarkan 

pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur 

paksaan. Transaksi ijârah juga harus memuat aturan yang jelas 

menyangkut bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, upah 

kerja, dan tenaga yang dicurahkan saat bekerja. 

Negara wajib menjamin bahwa semua kontrak kerja 

berbasis pada prinsip ijârah seperti di atas. Jika terjadi 

perselisihan atau persengketaan antara pengusaha dan pekerja 

maka Pemerintah dapat turun tangan untuk menyelesaikan 

persengketaan tersebut dengan tujuan untuk mencegah 

terjadinya tindak kezaliman di antara kedua belah pihak. Dapat 

juga dibentuk badan khusus yang menangani akad kontrak 

kerja tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 

pengaturan ketenagakerjaan dalam sistem Islam berpihak pada 

keduanya: pengusaha maupun pekerja . 

Jelaslah akar persoalan perburuhan adalah cengkeraman 

sistem kapitalisme. Karena itu, kita harus segera meninggalkan 

sistem kapitalisme. Sebab, telah terbukti sistem ini gagal 

memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. 

Sudah saatnya negeri ini menerapkan sistem ekonomi yang 

adil, yakni sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada 

syariat Allah dengan pengelolaan yang amanah dan 

profesional. Bahkan tidak hanya di bidang ekonomi, bidang 
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lainnya seperti politik, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan 

sebagainya juga harus dibersihlkan dari virus Kapitalisme-

sekular. 

Dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf kehidupan, 

memenuhi kebutuhan tenaga kerja serta mengatasi 

pengangguran dan setengah pengangguran, pemerintah perlu 

membuat dan menerapkan suatu kebijaksanaan aktif yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja penuh, 

produktif dan dipilih secara bebas, sebagai suatu sasaran 

utama.  
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BAB IV 

PEKERJA ANAK 

 
A. Eksploitasi  Anak  

Permasalahan buruh atau pekerja anak merupakan salah 

satu dimensi penelantaran hak anak untuk tumbuh dan 

berkembang secara wajar. Interpretasinya, bukan berarti anak 

tidak boleh bekerja sama sekali. Dalam rangka mendidik dan 

melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan pembiasaan 

dengan melakukan pekerjaan di rumah membantu orangtua di 

samping tugas sebagai pelajar. Namun ketika terjadi ekploitasi 

secara ekonomi pada anak, tentu saja sangat bertentangan 

dengan hukum dan hak anak.1  

Indikasi terjadinya ekploitasi terhadap anak bisa dilihat 

dari: 1) Anak bekerja di bawah ancaman atau bujuk rayu pihak 

tertentu. 2) Jam kerja yang panjang seperti orang dewasa. 3) 

Anak tidak dapat menerima hak tumbuhkembangnya 

(bersekolah, bermain, mendapatkan akses kesehatan dll) secara 

wajar. 4) Upah yang rendah dan tidak sesuai dengan asas 

kemanusiaan. 5) Jenis pekerjaan masuk kategori 

membahayakan seperti ditetapkan dalam UU No 1/2000 

tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 mengenai 

Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 6) Usia anak masih terlalu 

muda sebagaimana ketentuan UU No 20/1999 tentang 

Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum 

diperbolehkan bekerja.2  

                                                 
1 Suryadi, Institute for Research and Development - YBI Banjarmasin http: 

// groups. yahoo. com/ group /ppiindia.  
2 Ibid. 
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Menurut data Sakernas 1992, jumlah pekerja anak (10-14 

tahun) mencapai sekitar 2,5 juta dan pada 1994 turun menjadi 

2,1 juta. Dari jumlah itu, hampir satu juta atau 45 persen 

diperkirakan bekerja di Pulau Jawa dan sebagian besar di 

sektor informal. Pada 2000, sebagai dampak dari krisis ekonomi 

jumlah pekerja anak meningkat menjadi sekitar enam juta 

orang.3 Dampak anak bekerja adalah tidak terpenuhinya 

pendidikan mereka. Menurut laporan ILO (1998) pada 

1996/1997, di Indonesia terdapat 2,8 persen atau sekitar 822 

ribu anak yang DO (drop out) dari sekolah dasar dan 745 ribu 

tidak dapat melanjutkan ke SLTP. Pada 2000, terdapat sekitar 

11,7 juta anak usia SD dan SLTP tidak bersekolah lagi.  

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan LIPI, 

Depsos dan UNDP pada 1996 terhadap 300 responden berusia 

6-18 tahun, 80,3 persen anak melakukan aktivitas ekonomi 

karena kemiskinan orangtua dan 19,7 persen karena hambatan 

hubungan sosio-psikologis dengan orangtua (broken home). 

Data ini membuktikan, faktor ekonomi (kemiskinan) 

merupakan faktor dominan yang menjadikan anak masuk ke 

sektor publik. Anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk 

strategi kelangsungan hidup rumahtangga (household survival 

strategy). Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami 

transisi ekonomi atau kelompok miskin di perkotaan. Bila 

kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan 

memanfaatkan sumber yang tersedia. Salah satu upaya untuk 

beradaptasi dengan kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga 

kerja keluarga.4 

Bagaimana pun, kondisi anak yang bekerja adalah tidak 

menguntungkan bagi proses tumbuh dan kembang anak secara 

wajar. Tidak hanya itu, proses tumbuh kembang pun sangat 

diperhatikan dalam rangka mengarahkan dan membimbing 

mereka menuju tujuan yang diinginkan. Maka perhatian 

                                                 
3 ibid. 
4 ibid. 
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terhadap hak-hak anak menjadi suatu keharusan untuk 

mewujudkan cita-cita ini,yaitu membentuk generasi masa 

depan yang berkualitas. 5 

Mengenai hak anak, secara umum berbagai negara saat 

ini berpegang pada apa yang telah digariskan oleh PBB. 

Diantaranya yang telah disebutkan dalam piagam PBB 

(Universal Declaration of Human Rights) adalah mengenai hak 

asasi anak yang dirinci sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingannya, berdasarkan perkembangan fisik dan 

mentalnya. Hak anak-anak ini terutama adalah hak 

memperoleh air susu ibu, kasih sayang  orang tua dan orang 

dewasa dalam segala bentuk di samping hak untuk bermain 

dengan atau tanpa  menggunakan alat main yang bukan saja 

 harus aman secara fisik dan biologis, tetapi juga 

psikologisnya.6 

Saat ini kita masih menyaksikan fakta anak jalanan yang  

kian hari kian bertambah. Anak yang semestinya  mendapat 

kasih sayang orang tua telah melangkah jauh menjadi anak 

jalanan. Bermacam-macam latar belakangnya. Diantaranya 

adalah faktor kemiskinan, akibat persoalan keluarga atau 

maksud tertentu (seperti yang ingin jadi jagoan, mabuk-

mabukan, kriminal, dan lain-lain).7  

Sampai saat ini belum ada keterpaduan antar berbagai 

kebijakan. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 

Hak Anak, namun tak ada UU atau peraturan yang secara 

langsung melindungi buruh anak di sektor informal. Bahkan 

keterlibatan mereka di sektor ini (informal) cukup banyak. 

Mereka antara lain tukang sepatu, penjual koran, rokok, 

penjual jasa di pasar-pasar, pekerja bangunan (konstruksi dan 

lain-lain). Penyelesaian persoalan buruh anak ini, perlu 

                                                 
5 Nafiisah N. Ridwan. Lingkungan Merampas Hak Anak (Republika, 

9/12/99) 
6 (Republika, 10/12/94). 
7 Republika, 24/496. 
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kebijakan yang menyeluruh dari berbagai pihak.8 Dalam upaya 

membimbing dan mengarahkan anak menjadi generasi yang 

mampu memikul beban kepemimpinan umat di masa depan, 

maka pemenuhan dan pemeliharaan hak-hak anak harus 

diperhatikan. Tidak hanya dalam bentuk perhatian, namun 

juga dalam bentuk kesadaran bahwa semua itu adalah 

tanggung jawab yang harus segera dilaksanakan.9  

Pengertian antara pekerja anak dan anak bekerja tentu 

berbeda. Merujuk pada kamus on-line Wikipedia, pekerja anak 

(child labour) adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak 

kecil. Istilah ini memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil 

atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan 

bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanan, kesehatan, 

dan prospek masa depannya. Pekerja anak masih jadi masalah 

di Indonesia. Batasan pekerja anak dan anak bekerja adalah 

unsur eksploitasi. Anak boleh bekerja asal tidak mengabaikan 

hak-haknya  

seperti belajar dan bermain.  

Dalam UUNo.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, 

disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 

di bawah 18 tahun. Mereka bolehdipekerjakanasaladaizin 

orangtua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Itu berarti, 

jikahak-hak anak diabaikan dan mereka bekerja lebih dari 3 jam 

sehari, sudah tentu bentuk eksploitasi anak. Juga dalam UU 

No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 88 tegas 

disebutkan, "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau 

seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta". 

Hukumannya termasuk berat. Tetapi, karena tidak ditegakkan, 

maka banyak orang tua mengabaikannya. Faktor ekonomi jadi 

                                                 
8 (Media Indonesia, 23/7/96) 
9 Ummu Hanif, Lingkungan Merampas Hak Anak, http: //www. angelfire. 

Com /md/ alihsas/ lingkungan .html. 

http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html
http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html
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alasan utama orang tua mempekerjakan anak. Faktor ini pula 

yang jadi sebab utama anak-anak itu meninggalkan sekolah. 

Regulasi yang lebih tegas lagi dituangkan dalam UU No.1/2000 

dalam rangka upaya Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak.  

Melirik pada kenyataan yang ada di sekeliling kita, 

jumlah pekerja anak di Indonesia akhir tahun 2006 tercatat 

masih cukup tinggi. Mereka bisa menjelma menjadi pekerja 

kasar konstruksi dan tambang tradisional,  

pelacur komersial, pengemis, pedagang asongan, pengamen, 

pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Hasil pengumpulan 

data yang dilakukan ILO bersama Taylor Nelson Soffres, 

terhadap 1200 rumah tangga sampel di enam kabupaten/kota 

di lima provinsi sebagian besar responden setuju bahwa anak-

anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh bekerja di sektor-

sektor yang ilegal, namun semakin kecil jumlah responden 

yang menyatakan setuju terhadap pelarangan anak untuk 

bekerja di sektor-sektor yang menurut peraturan termasuk 

dalam pekerjaan yang berbahaya. 61% responden mengatakan 

bahwa anak-anak usia di bawah 15 tahun boleh bekerja 4 jam 

atau lebih setiap harinya, sementara penelitian menemukan 

bahwa bila anak bekerja 4 jam atau lebih akan mengurangi 

kehadirannya di sekolah secara signifikan. Hasilnya, Data 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menemukan bahwa di 

Indonesia, diperkirakan lebih dari 4,2 juta anak terlibat dalam 

pekerjaan berbahaya atau berisiko tinggi. Sekitar 1,5 juta di 

antaranya adalah anak perempuan. Sedangkan data hasilsurvei 

Universitas Indonesia dan Program Penghapusan Buruh Anak 

ILO, mengungkap, dari sekira 2,6 juta pembantu rumah tangga 

(PRT) di Indonesia saat ini, 34,83% di antaranya anak-anak, dan 

93% di antaranya  adalah anak perempuan. Menakjubkan 

sekaligus memprihatinkan. 

Akar masalah utama pekerja anak ini adalah 

ketidakmampuan ekonomi. Mempermasalahkan pekerja anak 
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ibarat meludahi aib sendiri, terutama pemerintah karena 

berkaitan erat dengan rendahnya kemampuan ekonomi 

masyarakat, yang bisa disebabkan karena banyak hal; kurang 

tersedianya lapangan pekerjaan yang berpenghasilan memadai, 

rendahnya karsa wirausaha masyarakat dalam berproduksi, 

biaya hidup yang mahal disebabkan oleh kacaunya indikator 

makro ekonomi, kejadian bencana alam dan sebagainya. 

Kurangnya antisipasi pemerintah menghadapi permasalahan 

ini menjadikan masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain 

selain memanfaatkan secara maksimal satu-satunya faktor 

produksi yang dimiliki, yakni tenaga manusia. Pemanfaatan 

maksimal ini mengarahkan mereka pada pilihan sulit; 

menyertakan anak dalam kerja produktif untuk membantu 

menggerakkan roda ekonomi keluarga.  

Pencegahan permasalahan pekerja anak sebaiknya 

dilakukan dengan menitik beratkan pada akar masalah yakni 

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hanya ada 

satu solusi strategis sebagai jembatan masa depan yang dapat 

dibangun oleh pemerintah bersama masyarakat untuk 

mengentaskan ketakberdayaan ekonomi; yakni pendidikan 

yang berlandaskan pada peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, kemandirian, dan budi pekerti/agama, sehingga 

pada saatnya nanti masyarakat mampu berproduksi dengan 

hasil maksimal dalam kerangka masyarakat madani yang tidak 

saja makmur secara ekonomi tapi juga unggul secara spiritual. 

Semua sepakat  bahwa pendidikan adalah instrumen investasi 

hidup terbaik yang  menjanjikan keuntungan maksimal dari sisi 

sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pendidikan, kesadaran 

sosial-religius dan kreativitas  ekonomi-politis masyarakat bisa 

tereksitasi ke tingkat yang lebih baik.  Baik jangka pendek, 

dengan melalui pelatihan-pelatihan kerja dan  

wirausaha, maupun jangka panjang dengan pendidikan 

insititusional, dasar dan berkelanjutan berbasiskan 
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pendewasaan sosial-religius dan  kemandirian politik dan 

ekonomi.  

Pendekatan taktikal yang dapat dilakukan dalam 

mendukung solusi strategis tersebut bisa dengan dua hal. 

Pertama, pendekatan preventif yakni dengan melakukan 

terobosan-terobosan formal guna meminimalisir pekerja anak 

diantaranya; 1) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan 

kalangan usahawan disertai pemberlakuan sanksi secara 

konsisten bagi pelanggaran regulasi khusus yang menyangkut 

pekerja anak, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh 

Pemkab Kutai Kartanegara saat ini dengan program ZBPA 

(Zona Bebas Pekerja Anak) 2) Membuka peluang usaha mandiri 

dengan memudahkan pemberian kredit murah dan penciptaan 

lebih banyak lapangan kerja baru, 3) membuka akses informasi 

dan mereduksi birokrasi terutama dalam rangka merangsang 

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Kedua, 

pendekatan kuratif, di mana 1) Pemerintah memberikan  

jaminan perlindungan hak-hak anak dalam memperoleh 

pendidikan 2) Program bimbingan dan penyantunan anak 

terlantar misalnya dengan pemberian jaminan sosial bagi anak 

dan rakyat miskin 3) Rehabilitasi bagi pekerja anak dengan 

mengembalikan mereka ke tempat yang semestinya, dan lain-

lain.  

Dengan dukungan semua pihak; pemerintah dan 

masyarakat, dalam mensukseskan program pencegahan 

maraknya pekerja Anak melalui pendidikan dasar, 

berkelanjutan dan menyeluruh ini, tentunya kita tak perlu lagi 

menyandang Anakronisme yang bisa juga dipelesetkan 

sebagaiAnakKronis bagi generasi masa depan kita. Nasib 

bangsa ini terletak pada mereka, generasi muda kita yang saat 

ini mungkin sedang berpeluh keringat di tengah terik panas 

lingkungan kerja yang buruk.  

Di Haiti, misalnya, para pekerja hanya dibayar 11 sen 

(sekitar Rp. 1,100,- ) per jam oleh para korporasi raksasa seperti 
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Disney, Wal-Mart, dan J.C Penny. Amerika Serikat termasuk 

sedikit dari negara-negara yang menolak untuk 

menandatangani sebuah konvesi internasional yang melarang 

anak kecil bekerja menjadi buruh dan memaksa seseorang 

menjadi buruh. Posisi ini berakar dari praktek perburuhan 

anak-anak yang dilakukan oleh korporasi-korporasi AS baik di 

seluruh dunia, mapun di dalam AS sendiri, di mana tingkat 

angka kecelakaan dan keselamatan pekerja anak-anak seusia 12 

tahun sangat tinggi, dan seringkali anak-anak ini digaji di 

bawah ketentuan gaji minimum.10 

 

B. Perlindungan Hukum Pekerja Anak  

Landasan penanggulangan pekerja anak diatur dalam 

sebuah undang-undang. Karena undang-undang ini secara 

lengkap telah mengatur perlindungan kepada anak. Misalnya 

saja UU. No.1/2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 

mengenai Penanggulangan Pekerja Anak. Penanggulangan 

Pekerja Anak yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi 

dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar 

terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan 

berbahaya.11 Undang-undang ini sisempurnakan dalam UU RI 

No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tata 

cara dan aturan mempekerjakan anak dibawah umur diatur 

dalam pasal perlindungan tenaga kerja Undang-Undang RI No. 

13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

 

 

                                                 
10 Michael Parenti, Mystery: How Wealth Creates Poverty in the World, 

www.michaelparenti.org. 
11 Pasal 1 ayat 4 UU no.1/2000, Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah 

tentang Penanggulangan Pekerja Anak, (Jakarta: Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, 2002), h. 3. anak yang dimaksud dalam pasal ini berbeda dengan anak 
yang dimaksud dalam konvensi ILO, yaitu semua anak yang berusia di bawah 18 
tahun. 

http://www.michaelparenti.org/
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1. Pengertian Anak 

Dalam  ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan 

bahwa Anak adalah  seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. 

Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.12 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk 

lain.13 Jadi dalam konteks ini yang dimaksud adalah anak 

dalam kapasitasnya sebagai seorang pekerja. Adapun 

pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis 

pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat 

proses belajar serta tumbuh kembang.14 Anak yang 

dimaksud dalam hal ini adalah semua orang yang berusia 

dibawah 18 tahun.15  

Sementara itu perlindungan anak adalah segala 

kegiatan yang menjamin melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi 

secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia 

(HAM) yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 

                                                 
12 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

pasal 1 dan 2. 
13 Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

pasal 3. 
14 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah no. 5 tahun 

2001. 
15 Konvensi ILO 182 tahun 1999 
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orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.16 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin 

kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.17  

 

2. Batas Usia Minimum Anak Boleh Bekerja 

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak 

No. 23 tahun 2002 disebutkan bahwa Ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan 

bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 

dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan 

ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan 

kesehatan fisik, mental, dan sosial.  

 

3. Tata Cara Mempekerjakan Anak 

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan 

ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan : 

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali; 

b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau 

wali; 

c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 

d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu 

sekolah; 

e. Keselamatan dan kesehatan kerja; 

f. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan 

g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

                                                 
16 Mufidah, et all, Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan 

pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 
(Malang: Pilar Media, 2006), 16. 

17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
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Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada 

usaha keluarganya. Pasal 70: Anak dapat melakukan 

pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari 

kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh 

pejabat yang berwenang. Anak sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) 

tahun.  

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan dengan syarat diberi petunjuk yang jelas tentang 

cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan 

pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan diberi 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.  

Pasal 71: Anak dapat melakukan pekerjaan untuk 

mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang 

mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib memenuhi syarat :  

a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;  

b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan  

c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu 

perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.  

Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk 

mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan 

Menteri.  

Pasal 72: Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama 

dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak 

harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. 

Pasal 73: Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat 

kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. 

 

4. Pekerjaan Terburuk bagi Anak. 

Pekerja anak dan anak yang bekerja adalah berbeda. 

Yang termasuk dalam pekerja anak adalah anak yang 
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bekerja terus menerus, memakan waktu dan energi, hilang 

kesempatan untuk sekolah, meningkatkan pendapatan 

keluarga/famili atau sianak, pisah dari keluarga/famili, 

menjalani kehidupan orang dewasa, dan tenaga serta 

fikirannya dieksploitasi. Sedangkan yang dimaksud anak 

yang bekerja adalah anak yang bekerja didalam/diluar  

rumah sehingga dapat bersosialisasi dengan orang tua, 

tujuan kerja semata-mata membantu orang tua, 

mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa yang 

mampu mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang 

dewasa, dan merasa puas dengan kegiatannya sehingga baik 

untuk perkembangan anak.18 

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak yang bekerja 

biasanya adalah pekerjaan yang ringan dan tidak 

membahayakan jiwanya. Sedangkan pekerja anak biasanya 

melakukan pekerjaan yang berat dan membahayakan 

jiwanya, seperti; perbudakan dan praktek sejenis 

(perdagangan anak, kerja ijon/kerja paksa, pemanfaatan 

untuk konflik bersenjata), pelacuran, pornografi  dan 

pertunjukan porno, kegiatan ilegal khususnya produksi dan 

perdagangan narkoba, serta  pekerjaan yang bila dilakukan 

dapat membahayakan kesehatan dan     keselamatan    ( 

bekerja di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, 

pertambangan, industri alas kaki dan kimia). 19 

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 pasal 1, 

tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan 

pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja 

                                                 
18 Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam sosialisasi 

Penanggulangan Pekerja Anak di Ponorogo, Oktober 2004. 
19 Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keputusan Menteri Dalam 

Negeri no. 5 tahun 2001  tentang Penanggulangan Pekerja Anak dan Undang-
undang no. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai 
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak,  (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
2002). 
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guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Jadi pengertian tenaga kerjamenurut 

ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam 

maupun di luar hibungan kerja, dengan alat produksi 

utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, 

baik tenaga fisik maupun pikiran. Sedangkan 

ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan 

sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu malakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.20  

Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa siapapun dilarang 

mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-

pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk 

yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :  

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau 

sejenisnya;  

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau 

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, 

pertunjukan porno, atau perjudian;  

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau 

melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan 

minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya; dan/atau  

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak.  

Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud 

dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri. Pasal 75: Pemerintah berkewajiban melakukan 

upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan 

                                                 
20 Ketentuan Umum Undang-Undang ketenagakerjaan, BAB I  Pasal 1. 
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kerja. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Secara lebih rinci bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

anak, antara lain: 

a. Anak-anak yang dilacurkan 

b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan. 

c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara. 

d. Anak-anak yang bekerja di sector konstruksi. 

e. Anak-anak yang bekerja di jermal. 

f. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah. 

g. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan 

yang menggunakan bahan peledak. 

h. Anak-anak yang bekerja di jalan. 

i. Anak-anak yang bekerja di perkebunan 

j. Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan 

dan pengangkutan kayu. 

k. Anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan 

yang menggunakan kimia berbahaya. 

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di atas masih 

banyak terjadi dengan berbagai alasan, baik ekonomi 

maupun sengaja dieksploitasi, sehingga undang-undang 

yang ada perlu disosialisasikan dengan lebih luas, baik pada 

pengusaha, pekerja maupun masyarakat secara umum. 

 

5. Hak-hak anak 

Hak-hak anak meliputi:21 

a. Timbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

b. Memperolah nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan. 

                                                 
21 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Hak dan 

Kewajiban Anak. Lihat juga, Mufidah, et all, Haruskah Perempuan dan Anak 
dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak (Malang: Pilar Media, 2006), 16-17.  
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c. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. 

d. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh 

dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang 

lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Memperolah pelayanan kesehatan dan jaminan social 

dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan social. 

f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 

sesuai dengan minat dan bakatnya. 

g. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, 

mencari dan memberikan informasi sesuai dengan 

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan 

dirinya sesuai dengan nilai-nilai sesusilaan dan 

kepatutan. 

h. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri. 

i. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak 

memperolehrehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan 

taraf kesejahteraan social. 

j. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminsi, 

eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, 

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta 

ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. 

k. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi 

korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan 

hokum. 

l. Mendapat bantuan hokum dan bantuan lainnya bagi 

anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hokum 

sebagai prilaku tindak pidana. 
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C. Masalah Pekerja Anak 

Kondisi anak yang bekerja adalah tidak menguntungkan 

bagi proses tumbuh dan kembang anak secara wajar. Tidak 

hanya itu, proses tumbuh kembang pun sangat diperhatikan 

dalam rangka mengarahkan dan membimbing mereka menuju 

tujuan yang diinginkan. Maka perhatian terhadap hak-hak 

anak menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan cita-cita 

ini,yaitu membentuk generasi masa depan yang berkualitas. 22 

Mengenai hak anak, secara umum berbagai negara saat 

ini berpegang pada apa yang telah digariskan oleh PBB. 

Diantaranya yang telah disebutkan dalam piagam PBB 

(Universal Declaration of Human Rights) adalah mengenai hak 

asasi anak yang dirinci sesuai dengan kebutuhan dan  

kepentingannya, berdasarkan perkembangan fisik dan 

mentalnya. Hak anak-anak ini terutama adalah hak 

memperoleh air susu ibu, kasih sayang  orang tua dan orang 

dewasa dalam segala bentuk disamping hak untuk bermain 

dengan atau tanpa  menggunakan alat main yang bukan saja 

 harus aman secara fisik dan biologis, tetapi juga 

psikologisnya.23 

Anak itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari masyarakat. Daslam kehidupannya, anak membutuhkan 

interaksi dengan yang lainnya. Interaksi ini terjadi dengan 

orang tua dan saudara-saudaranya (keluarga) ataupun interaksi 

dengan kawan-kawan, serta segala hal yang ia temui di luar 

rumah (masyarakat). Interaksi dalam lingkungan ini sangat 

diperlukan dan berpengaruh dalam proses tumbuh kembang 

anak, baik secara fisik maupun biologis. Oleh karena itu 

memahami masalah-masalah dalam lingkungan dimana kita 

dan anak-anak berada, menjadi salah satu cara untuk mengerti 

                                                 
22 Nafiisah N. Ridwan LINGKUNGAN MERAMPAS HAK ANAK  

23 (Republika, 10/12/94). 
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persoalan-persoalan anak agar kita bisa mengupayakan 

pemecahannya.  

Lingkungan keluarga menjadi tempat awal bagi anak 

untuk tumbuh  dan berkembang. Sejak anak berada dalam 

rahim ibu, dilahirkan, masa  penyusuan, pengasuhan sampai ia 

tamyiz, lingkungan keluarga memiliki peran yang besar. 

Beberapa hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak 

dalam lingkungan ini antara lain :  

1. Persoalan-Persoalan Antara Orang Tua Yang 

Menyebabkan Kelalaian Terpenuhinya Hak Anak.  

Anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari  

keluarganya (orang tuanya). Cekcok antara ayah dan ibu 

seringkali membawa dampak buruk pada anak. Anak yang 

seharusnya mendapat kasih sayang dan pendidikan harus 

mengalami masa yang kritis untuk berpisah dengan ayah 

dan ibunya. Pada usia balita, anak-anak yang kurang 

mendapat kasih sayang dan perhatian orang tuanya 

seringkali pemurung, labil dan tidak percaya diri. Ketika 

menjelang usia remaja kadang-kadang mereka mengambil 

jalan pintas, dan minggat dari rumah dan menjadi anak 

jalanan. Ketenangan yang ia rindukan berubah suram. 

Pendidikan yang semestinya ia dapatkan menjadi hilang.  

Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Pria 

Tangerang, sejumlah 61 anak telah berbuat kejahatan dengan 

latar belakang keluarga yang broken home. Tercatat 91 % dari 

anak-anak itu telah menjadi perampok dan pemerkosa. Hal 

ini menunjukkan betapa besar pengaruh broken home pada 

perkembangan anak.  

 

2. Salah Faham Orang Tua terhadap Target Pendidikan 

Kini tak jarang dijumpai orang tua yang menginginkan 

anaknya menjadi anak produktif versi materialisme. Anak 

harus terpatok oleh jam disiplin orang tua. Hal ini biasanya 

berbuntut rasa tertekan yang dialami oleh anak. Seperti yang 
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terjadi pada Nn, anak kelas V SD swasta di Jakarta Selatan, 

selepas kegiatan belajar di sekolah hanya ada waktu satu 

jam untuk makan dan ganti baju. Pukul 14.00 ia harus segera 

mengikuti kursus/les yang diwajibkan oleh orang tuanya. 

Sang ibu membantah jika kesibukan anak merupakan 

ambisinya.24 Ternyata yang mendasari para orang tua untuk 

memperlakukan anak demikian, adalah globalisasi dunia 

yang makin mendepak kehidupan manusia.  

Pakar pendidikan, Utami Munandar berpendapat 

bahwa menjejali anak dengan beragam les dengan dalih 

untuk masa depan tak bisa dibenarkan. Anak mempunyai 

hak untuk bermain. Menurutnya kurikulumlah yang 

bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Sehingga les 

tak diperlukan bila kurikulum pendidikan telah baik. 

Dengan demikia njelaslah bahwa kurikulum pendidikan 

tidak berisi transfer informasi belaka. Pada masa pendidikan 

anak sampai menjelang baligh (terutama masa sebelum 

tamyiz), pribadi anak harus dibentuk terutama oleh orang 

tua. Tidak hanya pembentukan pola fikirnya namun juga 

kejiwaan anak. 25 

 

3. Kurangnya interaksi orang tua dengan anak 

Kesibukkan orang tua yang berlebihan, terutama ibu,  

menyebabkan anak kehilangan perhatian. Seorang ibu yang 

berkarir di luar rumah misalnya dan karirnya banyak 

menghabiskan waktu, lebih banyak menghadapi masalah 

kekurangan interaksi ini. Bisa dibayangkan, bila dalam 

sehari ibu hanya punya waktu paling banyak 2 – 3 jam 

bertemu dengan anak.  

Anak lebih dekat dengan pengasuh atau 

pembantunya. Apa yang bisa ditargetkan ibu dalam 

pengasuhan serta pendidikan anak di lingkungan keluarga 

                                                 
24(Republika, 23/7/95)  
25 Republika, 23/7/95. 
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ini? Apalagi dalam hal informasi, anak-anak disuguhi 

dengan materi-materi televisi yang kurang atau bahkan 

tidak lagi memperhatikan aspek negatif pada anak-anak. 

Pada faktanya televisi tidak mampu menjadi orang tua yang 

baik, karena acara-acara yang ditayangkan tidak semuanya 

baik. Seto Mulyadi (lebih dikenal dengan sebutan Kak Seto), 

seorang psikolog mengungkapkan: "Masih ada film anak-

anak yang kurang mendidik dan terkesan merang sang anak 

melakukan tindakan destruktif yang diputar di stasiun 

televisidi Indonesia.26    

Seorang ibu yang tidak memperhatikan apa yang 

terjadi pada diri anak, atau dalam hal ini tidak menjalin 

interaksi dengan anak, akan sulit mengontrol informasi-

informasi yang  masuk pada diri anak. Kurangnya interaksi 

orang tua dengan anak ini menyebabkan pula anak 

kehilangan peran orang tua. Alwi Dahlan.27 mengatakan 

bahwa sekitar 50 – 60 juta anak Indonesia dibesarkan oleh 

televisi yang mengusik pikiran. Nilai-nilai masyarakat 

Amerika masih mewarnai acara televisi masuk ke bilik 

keluarga. Hal lain yang merupakan akibat dari kurangnya 

interaksi orang tua dengan anak adalah kurangnya 

pengetahuan dan perhatian terhadap hak-hak anak. 

Akhirnya kebutuhan anak dalam arti hak-hak mereka tidak 

terpenuhi.  

 

4. Eksploitasi Anak dalam Ekonomi Keluarga 

Pada kelompok masyarakat marginal (pinggiran), 

keterdesakan ekonomi keluarga seringkali menyebabkan 

anak menjadi korban. Hal ini sering kali disebabkan oleh 

ketidakfahaman orang tua terhadap tanggung jawab mereka 

untuk memenuhi hak-hak anak. Atau memang kondisi 

ekonomi keluarga benar-benar sulit. Maka hak anak untuk 

                                                 
26 Republika, 3/5/95 
27 Republika, 3/5/95 
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mendapatkan jaminan nafkah tidak terpenuhi. Timbul pula 

gejala mempekerjakan  anak. Anak terpaksa putus sekolah 

karena tidak bisa membayar SPP. Mereka punturut 

membanting tulang untuk mencari nafkah. Para orang tua 

yang terpaksa harus lebih cepat membuat anak memikul 

beban ekonomi secara mandiri. Alasan ekonomi sulit  ini 

yang membuat anak-anak harus membuang keceriaan masa 

permainan, masa pendidikan, masa kasih sayang dan 

kemanjaan serta ketergantungannya. 

Mereka terpaksa harus mandiri agar bisda tetap hidup 

di ibu kota yang keras ini. Biasanya kelompok anak jalanan 

melakukan aktivitas jalanan  mencari penghasilan rata-rata 

delapan jam sehari. Bagi mereka aktivitas sekolah masuk 

urutan kesekian. Mereka mengatakan tak punya waktu 

untuk sekolah, di samping alasan ekonomi. Menurut 

penelitian LIPI, 33 % anak-anakjalanan turun karena 

keinginan sendiri;  20,3 %  dipengaruhi oleh teman ;13% 

disuruh orang lain atau orang tuanya. Namun faktor 

kemiskinan (ekonomi sulit) tetap merupakan pendorong 

utama (80,3 %), disamping adanya hambatan hubungan 

dengan orang tua (19,7 %).28   

 

5. Hak Anak di Luar Rumah.  

Kecenderungan perubahan di banyak negara yang 

mengarah kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi 

(termasuk Indonesia) akan mengakibatkan tidak terjaminnya 

tumbuh kembang anak sesuai dengan kondisi. Sebab dalam 

kondisi seperti ini masalah perilaku sosial anak sering atau 

banyak terabaikan. Akhirnya anak berada pada posisi yang 

sangat tidak menguntungkan.  

Seorang anak pada usia tamyiz, minimal 2 tahun, telah 

mampu menyerap informasi yang berada di luar lingkungan 

                                                 
28 Republika , 26/4/96.  
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rumahnya, sekalipun untuk usia yang masih sangat kecil ini 

peran orang tua lebih mendominasi. Fenomena kehidupan 

yang ada di lingkungan mampu merangsang tumbuh 

kembang anak ke arah yang lebih baik atau merusaknya dari 

tabiatnya yang murni dan bersih. Dalam proses ini tanggung 

jawab membimbing dan mengarahkan tumbuh kembang 

anak tidak hanya terlimpah pada orang tua. Memang, 

sebagai orang tua sekaligus wali, mereka tentu harus 

bertanggung jawab penuh pada anak sampai anak dewasa. 

Namun ternyata dalam pelaksanaan peran ini ada faktor-

faktor di luar rumah yang berpengaruh pada anak. Perlu 

kiranya orang tua mencermati faktor-faktor ini, demikian 

pula berbagai pihak yang berkait pihak yang terkait dengan 

masalah ini, yaitu masyarakat dan negara.  

 

6. Pendidikan anak.  

Saat ini kita dapat menjumpai banyak anak-anak yang 

tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan 

formal. Sekalipun pemerintah Indonesia sendiri telah 

mengeluarkan peraturan tentang *Wajar* 9th (wajib belajar 9 

th), namun seringkali kondisi ekonomi keluarga tidak 

mengizinkan sang anak untuk menginjakkan kaki di bangku 

sekolah. Semakin hari biaya sekolah semakin mahal. Bagi 

keluarga papan bawah dan kelompok anak-anak jalanan, 

menuntut ilmu di sekolah hanyalah mimpi. Realita yang 

mereka hadapi menuntut kehidupan yang keras untuk 

mendapatkan sekedar makanan pengisi perut.  

Kelemahan kurikulum yang ada saat ini antara lain; 

substansi kurikulum yang dirasakan terlalu sarat. Materi 

pelajaran yang diberikan terlalu banyak bila dibandingkan 

dengan alokasi  waktu yang tersedia. Untuk kurikulum yang 

berlaku sekarang, dirasakan bahwa struktur dan metode 

pengoperasiannya belum dapat mewujudkan terwujudnya 

ketiga ranah pendidikan secara proposional. Umumnya 
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hanya aspek kognitif yang menonjol sedangkan aspek afektif 

dan psikomotorik kurang terjangkau. Di samping itu 

dirasakan ada 'kekurangsinambungan' antar jenjang 

pendidikan, khususnya antara kurikulum Sekolah Dasar 

dengan Sekolah Lanjutan Pertama. Sebaliknya dalam satu 

jenjang pendidikan terjadi tumpang tindih materi untuk 

materi beberapa mata pelajaran.  

Industrialisasi semakin melebarkan sayap, namun 

tanpa kendali sehingga hak anak untuk bermain di luar 

rumahnya pun terampas. Lahan luas yang semestinya 

menjadi tempat bermain bagi anak, kini berubah menjadi 

bangunan beton yang menjulang dan mempersempit ruang 

gerak anak. Meskipun saat ini  pembangunan tempat 

hiburan anak semakin diupayakan. Karena para pengusaha 

taman hiburan masih memperhitungkan segi komersial.  

Semakin santernya arus globalisasi menuntut manusia 

untuk saling mengejar materi. Sistem yang ada tidak mampu 

lagi membendung faham-faham asing yang merusakkan 

umat. Gejala pekerja anak yang diakibatkan oleh sulitnya 

ekonomi keluarga ditanggapi dunia ekonomi dengan 

perhitungan materi. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 1992 

menunjukkan sekitar 2,5 juta pekerja anak di Indonesia 

(kategori pekerja anak versi Sakernas adalah mereka yang 

berusia 10 – 14 tahun yang aktif secara ekonomi). Sedangkan 

berdasarkan data BPS tahun 1994 di Indonesia terdapat 1,9 

juta anak yang secara ekonomi aktif (10–14 th). Sebagian 

besar (70 %) berada di sektor pertanian. Namun data ini 

dinilai banyak kalangan sebagai estimasi konservativ (terlalu 

sederhana dan terlalu global) serta mengecilkan persoalan 

buruh anak.  

Faktor ekonomi (kemiskinan) merupakan faktor yang 

paling dominan menyebabkan munculnya masalah pekerja 

anak. Dirjen Pembinaan dan Pengawas Ketenagakerjaan 
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Depnaker *Suwarto *mengemukakan bahwa selain 

kemiskinan, faktor lain yang menyebabkan anak-anak harus 

bekerja adalah kurangnya kesadaran orang tua dan 

masyarakat terhadap pentingnya lapangan kerja bagi anak. 

Demikian pula menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 

*Azwar Anas* menyatakan bahwa penyebab banyaknya 

anak yang terpaksa bekerja antaralain karena masalah 

kemiskinan. Penyelesaian masalah tenaga kerja anak,kini 

kian dipersulit dengan masalah waktu kerja yang panjang, 

upah yang rendah dan tempat kerja yang berbahaya.29  

 

7. Penanganan pemerintah terhadap anak jalanan 

Saat ini kita masih menyaksikan fakta anak jalanan 

yang kian hari kian bertambah. Anak yang semestinya 

 mendapat kasih sayang orang tua telah melangkah jauh 

menjadi anak jalanan. Bermacam-macam latar belakangnya. 

Diantaranya adalah faktor kemiskinan, akibat persoalan 

keluarga atau maksud tertentu (seperti yang ingin jadi 

jagoan, mabuk-mabukan, kriminal, dan lain-lain).30  

Beberapa pihak dari kalangan swasta berusaha 

memecahkan persoalan anak jalanan ini dengan mendirikan 

sekolah-sekolah khusus bagi anak terlantar. Sebagai contoh 

adalah sekolah yang didirikan oleh yayasan Cakra Indonesia 

bekerja sama dengan lembaga Humania. Dewasa ini sekolah 

tersebut menampung siswa sebanyak 20 anak yang berasal 

dari berbagai kota di Indonesia. Anak-anak ini dididik dan 

dalam kurun waktu tertentu diharapkan sudah memiliki 

bekal ketrampilan dan pandangan hidup optimis 

dibandingkan masa sebelumnya. Namun dalam penanganan 

ini, pihak pengelola pun menambahkan bahwa: Dibanding 

jumlah anak terlantar di Indonesia yang berjumlah sekitar 

tiga juta, mungkin usaha yang kami lakukan belum 

                                                 
29 Media Indonesia, 25/796. 
30 Republika, 24/496. 
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seberapa. Karena itu kami akan senang bila ada pihak lain 

yang menempuh langkah seperti ini. Tentu saja ini berarti 

penanganan anak jalanan diserahkan pada swasta,tanpa 

peran pemerintah.  

 

8. Belum ada kesesuaian dan keterpaduan antar-kebijakan.  

Sampai saat ini belum ada keterpaduan antar berbagai 

kebijakan. Meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 

Hak Anak, namun tak ada UU atau peraturan yang secara 

langsung melilndungi buruh anak di sektor informal 

.Bahkanketerlibatanmerekadisektorini (informal) cukup 

banyak. Mereka antara lain tukang sepatu, penjual koran, 

rokok, penjual jasa di pasar-pasar, pekerja bangunan 

(konstruksidan lain-lain). Contoh lain dalam penyelesaian 

persoalan buruh anak ini, Dirjen Binawas Depnaker Suwarto 

berpendapat bahwa penyelesaian ini seharusnya tidak 

hanya dilakukan oleh Depnaker saja, tapi perlu kebijakan 

yang menyeluruh dari berbagai pihak. Dalam menghadapi 

masalah ini kita bagai dihadapkan pada lingkaran setan 

yang sulit diputuskan, ungkapnya.31 

Dalam bidang pendidikan, sekalipun negara 

menetapkan program wajib belajar, kenyataannya biaya 

sekolah semakin tinggi. Demikian pula dengan anjuran 

kepada orang tua untuk menjaga anak-anak mereka dari 

lingkungan yang merusak, sementara pada faktanya 

tontonan di layar kaca semakin marak dengan pesan-pesan 

tak bermoral. Anak-anak kekurangan sarana belajar. Buku-

buku bacaan yang mengandung unsur mendidik semakin 

terkalahkan oleh majalah atau komik yang bersifatkan 

imajinatif dan tidak mendidik.  

Dalam upaya membimbing dan mengarahkan anak 

menjadi generasi yang mampu memikul beban 

                                                 
31 (Media Indonesia, 23/7/96) 
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kepemimpinan umat di masa depan, maka pemenuhan dan 

pemeliharaan hak-hak anak harus diperhatikan. Tidak 

hanya dalambentuk perhatian, namun juga dalam bentuk 

kesadaran bahwa semua itu adalah tanggung jawab yang 

harus segera dilaksanakan. Lingkungan yang kondusif 

terhadap pemenuhan hak anak harus benar-benar terjamin. 

Tanggung jawab ini terbebankan pada orang tua (ayah 

sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai manajer/ 

pengaturnya), masyarakat serta negara. Ayah memiliki 

peran penting agar sistem keluarga berjalan baik dan 

anggota-anggota keluarga mampu bekerja optimal. 

Pemimpin negara bertanggung jawab menciptakan sistem 

yang kondusif agar setiap keluarga mampu berperan 

optimal dalam pembinaan generasi. Masyarakat saling 

mengingatkan dan bermuhasabah agar senantiasa berjalan 

pada garis kebijakan yang benar dan tepat. Untuk itu 

diperlukan suatu rumusan sistem yang mampu 

memecahkan berbagai persoalan secara menyeluruh dengan 

penyelesaian yang terpadu. Bagi kaum muslimin, sistem 

apakah yang lebih baik selain dari Islam.32 

 
D. Hukum Syara’ dan Maqasid Asy-Syari’ah 

Syariat merupakan bagian penting dari ajaran Islam, dan 

tidak mungkin memahami kebudayaan, sejarah. sosial dan 

tatanan masyarakat Islam tanpa memahami syariat. Sejak Allah 

menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia 

sebagai penguasa  (khalifah fil ardl) sekaligus, Allah telah 

melengkapinya dengan syariat untuk menjaga 

keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem yang ada.      

Syari‟at Islam datang membawa rahmat bagi umat 

manusia, seperti firman Allah SWT: 

                                                 
32 Ummu Hanif, Lingkungan Merampas Hak Anak, http: //www. angelfire. 

Com /md/ alihsas/ lingkungan .html. 

http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html
http://www.angelfire.com/md/alihsas/lingkungan.html
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ُِ لَذِ إٌٖبطُ ََبؤََٗهَب ِٓ َِىِػٔظَخٌ جَبءَرِىُ ِٔ ُِ َّب وَشٔفَبءٌ سَثِّىُ ُ٘ذّي اٌصٗذُوسِ فٍٔ ٌٔ  وَ
َّخٌ ِِٕٔيَن وَسَحِ ُّؤِ ٍْ ٌٔ 

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta 

rahmat bagi orang-orang yang beriman. 

َِب َّخً إٌَِّب ؤَسِعٍََْٕبنَ وَ ّٔيَن سَحِ ٍْؼَبٌَ ٌٔ 
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam”. 

 

Oleh karena itu menurut Muhammad Abu Zahrah, tujuan 

diberlakukannya hukum Islam ada tiga yaitu; Pertama 

Penyujian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber 

kebaikan-bukan sumber keburukan bagi masyarakat 

lingkungannya. Kedua, menegakkan keadilan dalam 

masyarakat Islam. Dan Ketiga, adalah merupakan puncak 

tujuan yang hendak dicapai, yaitu kemaslahatan33. Tidak sekali-

kali suatu perkara disyari‟atkan oleh Islam melalui al Qur‟an 

maupun Sunah melainkan di situ terkandung maslahat yang 

hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang 

yang tertutup oleh hawa nafsu. Sejalan dengan tujuan syari‟at 

Islam tersebut, Zarkasji menyatakan bahwa hukum syara‟ 

harus berasaskan pada meniadakan kepicikan dan kesempitan, 

menyedikitkan bebanan, berangsur-angsur dalam menetapkan 

hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia serta 

mewujudkan keadilan yang merata.34  

Sementara itu dalam studinya35 Al-Raisuni 

mengemukakan bahwa al-maqôsid Syatibi berdiri atas dua 

                                                 
33 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma‟shum, (Jakarta; 

Pustaka Firdaus, 1994), 543-548  
34 Zarkasji Abdul Salam dan Omar Fathurrohman, Pengantar Ilmu Fiqh dan 

Usul Fiqh I (Yogyakaarta: LESFI,1994), 13-20 
35Al-Raisuni, Ahmad.1992. Nazariyât al- Maqôsid „inda Al-Imam Syatibi, 

(Riyadh : al-Dâr al-„Ilmiah li al-Kitab al-Islami, ) hal 143. 
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asas, pertama, kausasai atau enumerasi syari‟ah (ta‟lil) 

dengan menarik maslahah dan menolak mafsadah. Kedua, 

al-maqôsid sebagai produk induksi menjadi dasar ijtihad 

terhadap kasus-kasus yang belum tersentuh oleh nash dan 

qiyas.  

Menurut Syatibi al-ushul atau kaidah-kaidah fundamental 

pengembangan hukum Islam terfokus pada kulliyât al-syari‟ah 

yang meliputi daruriyât, hajiyât dan tahsiniyât. Ketiga tingkatan 

al-masâlih yang menjadi kulliyât al-syari‟ah ini bersifat qoth‟i 

karena beberapa alasan :1.bahwa sebagian kulliyât mengacu 

kepada prinsip rasional (ushul aqliyah); 2.Kulliyât itu merupakan 

hasil dari induktif secara menyeluruh (istiqro‟ kulli) dari dalil-

dalil syari‟ah. Baik ushul aqliyah maupun kulliyat sama-sama 

melahirkan pengetahuan yang selalu pasti (al-ma‟rifah al-

yaqiniyah). 3.perpaduan antara prinsip rasional dan induksi 

menyeluruh yang bersifat qath‟i tersebut melahirkan kaidah 

yang qath‟i pula. Inilah yang disebut ushul al-fiqh, kata Syatibi36.  

Bukti-bukti doktrinal (al-adillah al-sam‟iyah) secara parsial 

hanya akan melahirkan pengetahuan yang zanni. Namun 

perpaduan antara semua dalil-dalil itu dengan cara induktif 

menghasilkan pengetahuan yang qath‟i. Dalil-dalil yang diakui 

(al-adillah al-mu‟tabarah) menurut Syatibi, adalah hasil 

pembuktian induktif dari sejumlah dalil-dalil zanni  yang  secara 

kolektif  mengandung makna yang sama sehingga melahirkan 

kesimpulan yang pasti. Karena itu, lanjutnya, metode 

pembuktian induktif mirip dengan al-tawatur atau mutawatir ( 

premis-premis yang ditransmisi ) yang menghasilkan 

pengetahuan yang pasti dan bahkan induksi menjadi bagian 

dari al-tawatur itu sendiri.  

 

 

                                                                                                              
 
36Syatibi, 1/29-30.  



Aji Damanuri 

86 Pekerja Anak 

E. Kedudukan Kepentingan Umum dalam Penerapan Legislasi 

Hukum  

Seperti disebutkaan di atas, tujuan syara‟ adalah 

terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia. 

Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamiss 

dan fleksibel. Artinya pertimbangan kepentingan umum itu 

seiring dengan perkembangan zaman. Konsekwensinya bisa 

jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu lalu belum 

tentu dianggap kepentingan umum pada waktu sekarang. Oleh 

karena itu ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan 

pertimbangaan kepentingan umum ini supaya dilaksanakan 

secara terus-menerus, baik terhadap masalah-masalah yang 

secara prospektif didugaa pasti terjadi37 

Jadi tujuan kepentingan umum dalam hukum Islam 

adalah sebuah yang harus ada dalam penerapan hukum. 

Keprinsipan kepentingan umum sebagai tujuan hukum Islam 

telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam, namun para ulama 

bervariasi dalam menentukan kriteria  (batasan-batasan) 

kepentingan umum tersebut. Oleh karena itu perlu dijelaskan 

kriteria-kriteria kepentingan umum tersebut. Secara umum 

kriteria kepentingan umum adalah memeilihara kepentingan 

umum dengan kebajikan umum dan mewujudkan kepentingan 

umum dengan keadilan dan kebenaran38 

Lebih rinci lagi al-Buti menyatakan ada lima kriteria 

dalam menentukan kepentingan umum, yaitu: (1) 

Memprioritaskan tujuan-tujuan syara‟; (2) Tidak bertentangan 

dengan al Qur‟an; (3) Tidak bertentangan dengan as-Sunnah; 

(4) Tidak bertentangan dengan prinsip Qiyas; (5)  

Memperhatikan kepentingan umum yang lebih besar (penting). 

                                                 
37 Abdul Wahab Afiff, Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dengan 

Praktis, (Bandung: Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991), 10 
38 Yusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian 

Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi (Yogyakarta: UII Press,2000), 117 
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Syari‟ah telah menjadikan manusia sebagai sumber 

perhatian segala hukum. Segala metode pembentukan hukum 

Islam baik al-Qur‟an, sunnah Rasul, ijma‟, qiyas dan segala cara 

yang lain, juga menetapkan manusia menjadi objek kajiannya. 

Begitu besar perhatian al-Qur‟an sehingga menjadikan manusia 

sebagai asas dan sumber kemudian menjadikan wasilah (cara) 

dan ghayah (tujuan) serta menjaadikannya objek pembahasan. 

Hal itu memberikan pengertian bahwa segala hal yang terkait 

dengan manusia menjadi perhatian Islam.  

Oleh karena itu, pernyataan kesempurnaan Islam sebagai 

sebuah ajaran yang memberikan pedoman bagi umatnya 

akhirnya menghasilkan aturan-aturan yang harus diikuti, Baik 

secara keyakinan (aqidah), amaliyah (syar‟iyah) mapaun secara 

kesopanan (akhlak). Begitu besar kekuasaan agama dalam 

mengatur umatnya, lebih besar dari pada sebuah negara yang 

hanya pada lingkup kawasan tertentu, walhasil kewenangan 

agama melampaui batas-batas wilayah tertentu.  

Di sisi lain, jika kesempurnaan syari‟ah Islam hanya 

dipahami secara substantif, maka pada gilirannya dapat 

menghasilkan sekularisme. Hal ini juga dapat terkait dengan 

klasifikasi privat dan publik serta klasifikasi agama dan negara. 

Ketika  terjadi pemahamanan seperti ini, maka hampir 

dipastikan tidak ada wilayah kewenangan bagi agama untuk 

mengatur masyarakat, baik secara individu, masyarakat 

maupun kenegaraan. 

Salah satu bentuk  kekhasan syariat Islam dibandingkan 

dengan undang-undang lain adalah sifatnya yang rabbaniyah. 

Dari hal tersebut di atas terlihat jelas walaupun akan ada 

hukuman bagi orang yang berbuat dosa kelak di akhirat, 

namun hal itu tidak dapat menjadikan penghalang bagi 

manusia untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak dan 

membahayakan kemaslahatan individu maupun kemaslahatan 

umum. Hal ini karena di antara manusia memiliki kekuatan 

dan kekuasaan, sementara orang yang lemah serta teraniaya 
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tidak mampu mengambil hak mereka. Karena alasan itulah 

diciptakan hukuman.39 

Namun prinsip yang tetap ada bahwa dalam Islam 

terdapat hukum-hukum syara‟ yang pelaksanaannya 

memerlukan adanya pemegang perintah atau pemimpin. 

Adapun penjagaan penegakan hukum yang dipikirkan ulama 

fiqih agar hukum tetap berjalan pada terciptanya ketertiban 

masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana dalam syari‟ah. 

Hakekat dinamisasi ditunjukkan dengan merumuskan 

kembali ketentuan hukum dengan mengedepankan relasi teks 

dengan konteks. Terlebih tujuan utama disyariatkan hukum 

adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan 

tersebut bersifat dinamis dan fleksibel. Maksudnya, 

pertimbangan kemaslahatan tersebut seiring dengan 

perkembangan zaman. Sebagai konsekuensinya, bisa jadi yang 

dianggap maslahat pada masa lalu belum tentu dianggap 

maslahat pada masa sekarang.40 

Dalil yang dapat dijadikan titik tolak hidup dalam sistem 

Islam yaitu: 

َٓ ََبؤََٗهَب َُِٕىا اٌَّزَٔ ُِ فٍٔ ادِخٍُُىا ءَا ْٔاٌ خُؽُىَادٔ رَزٖجِؼُىا وٌََب وَبفَّخً اٌغٍِّْ ُٗ شُِٖؽَب  إِٖٔ
ُِ  ُِجِيْن ػَذُوٌّ ٌَىُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.41 

Hubungan antara teori hukum dan perubahan 

masyarakat merupakan salah satu dari sekian permasalahan 

pokok dalam filsafat hukum. Hukum Islam sebagaimana 

dipahami oleh para Orientalis memiliki karakter ruang lingkup 

yang terbatas (tahdid), tetap (sabat), pasti (qath‟i), dan abadi 

                                                 
39Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmatut Tasyri‟ wa Falsafatuhu  (Baerut: Da>r al-

Fikr, 1994), 372. 
40Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syariah (Darul Qalam: 1966), 44. 
41QS. al-Baqarah: 208. 
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(dawam) dan karena itu hukum Islam tidak dinamis dan tidak 

mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan beradaptasi 

dengannya. Biasanya pengaruh perubahan yang terjadi di 

tengah masyarakat sangat kuat terhadap keberadaan dan 

eksistensi hukum sehingga filsafat hukum baru menjadi 

kebutuhan mendesak. Lalu bagaimana dengan fiqh Islam. 

Mampukah hukum Islam beradaptasi dengan perubahan-

perubahan itu padahal sebagaimana dilukiskan Orientalis 

bahwa fiqh Islam memiliki sifat keagamaan (diniy), sakral 

(muqaddas) dan karena karakteristiknya yang permanen (sabit). 

Sebagian orientalis diantaranya Snouck Hurgronje berpendapat 

bahwa fiqh Islam hanya mencerminkan “teori kewajiban”. 

Artinya lebih mencerminkan teori etika ketimbang teori hukum 

dalam pengertian terminologinya. Jadi hukum Islam sesuai 

dengan karakteristiknya merupakan hukum agama yang kaku 

(jamid) yang tidak menerima perubahan dan adaptasi dengan 

dinamika perkembangan masyarakat. Pendapat ini disertai 

oleh beberapa alasan antara lain: 1, hukum Islam sebagai 

hukum yang komprehensif dan mutlak menolak perubahan 

apapun dalam dirinya sendiri baik berupa konsep maupun 

lembaga, 2, Karakteristik sumbernya dan metode yang 

berkembang pada masa pembentukan telah menjauhkannya 

dari lembaga-lembaga hukum dan perangkat negara dan 

perubahan masyarakat. 3, Hukum Islam tidak mengembangkan 

metode yang sejalan dengan perubahan dan perkembangan 

hukum dalam masyarakat. 

Sikap para orientalis tersebut setidaknya berangkat dari 

dua hal pokok: pertama sumber hukum Islam adalah kehendak 

Tuhan (iradah ilahiyah) yang bersifat permanen (as-sabat) dan 

mutlak (al-ithlaq). Hukum Islam juga memiliki hubungan kuat 

dengan ilmu Kalam bahkan fiqh tunduk pada kalam terutama 

yang berkaitan dengan keesaan mutlak (al-wahdaniyah al-

mutlaqah) dan ini menjadikan fiqh Islam keluar dari ruang 

linkup akal dan kehendak manusia (al-iradah al-basyariyah). 
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Kedua bahwa fiqh Islam mencerminkan lebih banyak sistem 

kaidah-kaidah akhlak daripada hukum. 

Menurut Syatibi bahwa tujuan pokok pembuat undang-

undang (Syari‟) adalah tahqiq masalih al-khalqi (merealisasikan 

kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiaban 

syari‟ah dimaksudkan untuk memelihara al-maqasid al-

syar‟iyah.42 

Syatibi sebagaimana disebutkan di atas membagi al-

masalih menjadi tiga tingkatan yaitu daruriyah, hajiyah dan 

tahsiniyah kemudian setelah melakukan analisis mendalam 

terhadap hubungan ketiga tingkatan ini, beliau menyimpulkan 

lima kaidah yang akan mengontrol al-masalih tersebut. Kelima 

kaidah tersebut yaitu: 1. bahwa al-masalih al-daruriyah 

menjadi pokok dari al-masalih lainnya seperti al-hajiyat dan al-

takmiliyat, 2. Bahwa kekacauan al-masalih al-daruriyah 

mengakibatkan kekacauan pada al-hajiyat dan al-tahsianiyat, 3. 

Dan bahwa kekacauan al-hajiyat dan al-tahsiniyat tidak akan 

mengganggu keberadaan al-daruriyat, 4. kekacauan al-tahsini 

dan al-hajji  secara mutlak akan sangat mengganggu eksistensi 

al-masalih al-daruriyah, 5. untuk menjaga al-darury 

seyogyanya memelihara al-haji dan al-tahsini.43  

Kemudian Syatibi menjelaskan bahwa maslahat 

keduniaan dilihat dari dua aspek: pertama aspek tempat 

keberadaannya (mawaqi‟ al-wujud), dan kedua aspek keterkaitan 

tempat keberadaan itu dengan nas (al-khitab).  

Dari segi mawaqi‟ al-wujud tidak akan ditemukan masalih 

dan mafasid semata. Akan tetapi biasanya dalam al-masalih itu 

terdapat al-mafasid atau sebaliknya. Yang menjadi 

pertimbangan di sini adalah aspek mana yang paling dominan. 

Apabila yang dominan itu adalah al-maslahah maka itulah 

maslahat yang dimaksudkan oleh Syari‟. Sebaliknya apabila 

                                                 
42 Muhammad Khalid Mas‟ud, Shatibi‟s of Islamic Law (Islamabad: Islamic 

Research Institute, 1995), 151. 
43 Ibid, 154. 
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yang dominan itu a-mafsadat maka inilah mafsadat yang 

dimaksudkan oleh Syari‟. Namun penting untuk diperhatikan 

bahwa maslahah yang diinginkan itu tidak dimaksudkan untuk 

mencampurnya dengan memelihara mafasid. Al-masalih yang 

diakui oleh syara‟ bersifat murni dan tidak diwarnai oleh 

mafsadah, demikian pula al-mafasid tidak akan diwarnai oleh 

al-maslahah sedikitpun.  

Syatibi membatasi dawabith al-maslahah (kriterium 

maslahah) menjadi dua: pertama maslahat itu bersifat mutlak, 

artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya 

tunduk pada hawanafsu.44 Dan kedua maslahat itu bersifat 

universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan 

dengan sebagian juziyat-nya.45  

Dalam konteks tersebut dapat dikemukakan sebuah 

pertanyaan: apabila realisasi terhadap al-maslahah adalah 

tujuan dari pembuat undang-undang (Syari‟) maka mengapa 

kita tidak menentukan hukum syari‟ah sesuai dengan apa yang 

kita anggap maslahat? Dan apabila realisasi maslahat dengan 

menarik manfaat dan menolak madarat adalah tujuan filsafat 

konvensional (wadh‟i) seperti halnya dalam syari‟ah maka 

dimanakah letak perbedaan antara keduanya?  

Suatu hal yang tidak dapat diragukan adalah bahwa 

semua filsafat dan agama baik samawi maupun ardi bertujuan 

untuk mewujudkan maslahat manusia. Tidak terdapat 

perbedaan bahwa maslahat menjadi titik konsentrasi tasyri,‟  

filsafat dan menjadi tujuan keduanya. Hanya saja yang menjadi 

perbedaan adalah : bagaimanakah karakteristik maslahat yang 

dimaksudkan itu? dan apa pertimbangan yang harus 

diperhatikan dalam menentukan bahwa sesuatu itu 

mengandung maslahat atau mafsadah ? 

Dalam pandangan Islam, maslahat memiliki dua 

karakteristik yaitu mutlak (al-itlaq) dan universal (al-kulliyah). 

                                                 
44 Ibid, 157? 
45 Ibid, 159. 
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Untuk mengukur apakah sesuatu itu maslahat atau mafsadah 

dapat dilihat dari dua aspek yaitu : mawaqi‟ al-wujud. 

Sehubungan dengan ini maka aspek yang dominan yang harus 

dimenangkan, dan tentu saja dengan melihat nas (al-khitab) 

yang memiliki keterkaitan dengannya. Sedangkan filsafat 

meletakkan maslahat secara parsial dan dari satu aspek saja, 

dan kerapkali menyingkirkan pertimbangan al-fada‟il al-

akhlaqiyah (keutamaan akhlak), kehendak Tuhan dan aspek 

akhirat dari segi lain.  Sehingga kriterium maslahat menurut 

filsafat konvensional adalah hawa nafsu dan bersifat temporal.  

Dengan demikian, al-maslahat akan kehilangan ciri kemutlakan 

dan universalitasnya. 

 

F. Sadz  Al-Dzari’ah   dan  Fath  Al-Dzari’ah  

Usaha untuk pembentukan hukum Islam tentunya harus 

mengacu terhadap sumber aslinya yakni Al-Qur'an dan Al-

Hadith. Ketika sumber hukum sudah berhenti maka perlu ada 

pengembangan sumber terhadap permasalahan yang 

senantiasa berubah di setiap saat. Maka adanya qa‟idah 

syar‟iyah baik ushuliyah maupun fiqhiyah dapat menjadi titik 

tolak yang lebih praktis untuk dijadikan landasan 

pembentukan hukum Islam.  

Seiring dengan roda zaman yang terus berputar, metode 

pemahaman keagamaan juga melaju secara signifikan ke arah 

perubahan yang lebih inovatif dan kreatif. Dalam hal ini, para 

Ulama seperti dihadapkan pada sebuah kondisi riil di mana al-

Qur'an, Al-Hadith , al-Ijma' dan Qiyas tidak lagi mampu 

menjawab persoalan yang mengemuka di tengah kehidupan 

masyarakat yang semakin problematis. Oleh karenanya, 

mereka terus berupaya untuk menciptakan dan menggunakan 

perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu 

mengatasi setiap masalah yang timbul. Di antara mereka, ada 

yang menggunakan Istihsan, Maslahah-mursalah, Istishhab, Urf 
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dan perangkat pembantu yang lain seperti juga Sadz al- 

Dzari‟ah. 46 

1. Pengertian 

Secara lughawi, al Dzari‟ah berarti: 

وبْ حغُب ؤو ِؼٕىَب اٌىعٍُخ اٌتى َزىصً بهب الى اٌشُئ عىاء   
Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma‟nawi, baik atau buruk. 

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa 

memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral 

inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim ke dalam rumusan definisi 

tentang dzari‟ah, yaitu: 

 ِب وبْ وعٍُخ وؼشَمب الى اٌشُئ 
Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. 

Selanjutnya  Badran memberikan definisi yang tidak 

netral terhadap  dzari‟ah, sebagai berikut:  

ّٕىع المشزًّ ػًٍ ِفغذح ٘ىالمىصً الى اٌشُئ الم  
Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung 

kerusakan.  

Sad al-Dzari‟ah banyak disebut dalam kitab Malikiyyah 

dan Hanabilah. walaupun demikian secara praktis kita 

dapatkan pula di dalam fiqh Hanafiy dan Syafi‟i.  Dzari‟ah  

artinya wasilah atau jalan yang menyampaikan kepada 

tujuan. Yang dimaksud dzari‟ah di sini adalah jalan untuk 

sampai kepada yang haram atau halal47 yang berdasarkan 

kaidah; “ Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali 

ada sesuatu hal maka hal tersebut menjadi wajib” 

Contohnya zina hukumnya adalah haram, maka 

melihat aurat wanita yang membawa kepada perzinaan 

adalah haram juga. Haji adalah wajib, maka usaha yang 

menuju kepada terlaksananya ibadah haji adalah wajib juga.   

                                                 
46Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Quwait: Darul Qalam, 1977), 14-

121. 
47 Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2000), 217 
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Secara etimologi yaaitu jalan yang menuju kepada sesuatu 

yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung 

kemudharatan.  

Sedangkan Ibn Qayyim adalah sesuatu yang dilarang 

disebut dengan Sadd adz Dzari‟ah, sedangkan yang 

menganjurkaaan kepada yang baik disebut Fath al-Dzari‟ah48. 

Sadd adz-Dzari‟ah dapat diterjemahkan pula dengan 

menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi 

perantara49. Sedangkan yang dimaksud Sadd adz Dzari‟ah 

oleh para ahli Ushul adalah: “Mencegah sesuatu yang 

menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak 

kerusakan itu  sendiri atapun menyumbat  jalan sarana yang 

dapat menyampaikan seseoraang kepada kerusakan”.50 

 

2. Dasar Penetapan Sadd Adz Dzari’ah 

Tujuan penetapan hukum atas Sad adz Dzari‟ah  ini 

adalah untuk menuju kepada kemaslahatan. Karena tujuan 

umum ditetapkannya hukum pada mukallaf adalah untuk 

kemaslahatan  mereka dan menjauhkan kerusakan. Untuk 

sampai kepada tujuan itu adakalanya syara‟ memerintahkan 

sesuatu dan adakalanya melarang sesuatu. Dalam 

memenuhi perintah dan larangan ada yang dapat dipenuhi 

dengan langsung dan ada pula yang harus melalui sarana. 

Dalam larangan ada sesuatu kerusakan yang dilarang 

langsung karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, 

seperti larangan meminum khamr, berbuat zina dan lain 

sebagainya. Namun adakalanya perbuatan itu sendiri tidak 

langsung mendatangkan kerusakan  tetapi perbuatan itu 

menjadi jembatan terhadap perbuatan yang dapat 

                                                 
48 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), 

243 
49 Al Imam Muhammad Abu Zahrah, Usul al Fiqh )ttp: Dar al Fikr al 

„Araby(, tt  
50 Hasbi Ash Shiddieq,  Pengantar Hukum I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 

238  
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menimbulkaan kerusakan, misalnya penyimpan khamr, 

berdua-dua antara laki-laki dan perempuan di tempat sunyi. 

Larangan terhadap    sarana yang mendatangkan pada 

perbuatan yang dilarang itulah penetapan hukum 

berdasarkan pada Sadd adz Dzari‟ah.51  

Penetapan seperti ini dapat dijumpai dalam al Qur‟an 

atau as Sunah. Misalnya pada firman Allah surat al-An‟am 

(6) ayat 108; 

َٓ رَغُجٗىا وٌََب  َْ اٌَّزَٔ ِٓ ََذِػُى ِٔ ْٔ ٗٔ دُو َٗ فََُغُجٗىا اٌَّ ٍُ ثِغَُِشِ ػَذِوّا اٌَّ  وَزٌَٔهَ ػٍْٔ
ِّ صََٖٕٖب ِٖخٕ ٌٔىُ ُِ ؤُ ٍََّهُ ُٖ ػَ ُِ إًٌَِ صُ ُِ سَثِّهِ ُِ َِشِجِؼُهُ َّب فََُُٕجِّئُهُ َْ وَبُٔىا ثِ ٍَُّى ََؼِ  

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 

Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan 

mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia 

memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” 

  

Maksud ayat tersebut adalah Allah melarang kaum 

muslimin memaki-maki sembahan-sembahan orang orang 

musyrik/wasani, karena mereka nanti akan memaki-maki 

Allah dengan melampaui batas. Demikian pula dalam surat 

an-Nur (24) ayat 31 

 

ًْ َِٕٔبدٔ وَلُ ُّؤِ ٍْ ٌٔ َٓ ِٓ ََغِعُعِ ِٔ ٖٓ ٔ٘ َٓ ؤَثِصَبسِ ٖٓ وَََحِفَظْ َٓ وٌََب فُشُوجَهُ  َُجِذَٔ
ٖٓ َٓ ِِٕٔهَب ظَهَشَ َِب إٌَِّب صََِٕزَهُ ٖٓ وٌََُْعِشِثِ ٔ٘ ُّشِ ٖٓ ػًٍََ ثِخُ َٓ وٌََب جُُُىثِهِ  َُجِذَٔ
ٖٓ ٖٓ إٌَِّب صََِٕزَهُ ٖٓ ؤَوِ ٌٔجُؼُىٌَزٔهِ ٖٓ ءَاثَبءِ ؤَوِ ءَاثَبئٔهِ ٖٓ ؤَوِ ثُؼُىٌَزٔهِ  ؤَثَِٕبءِ ؤَوِ ؤَثَِٕبئٔهِ

ٖٓ ٖٓ ؤَوِ ثُؼُىٌَزٔهِ ٖٓ ثٍَِٕ ؤَوِ إِخِىَأِهِ ٖٓ ثٍَِٕ ؤَوِ إِخِىَأِهِ ٖٓ ؤَوِ ؤَخَىَارٔهِ  َِب ؤَوِ ِٔغَبئٔهِ
ٖٓ ٍََِىَذِ َّبُٔهُ  اٌزٖبثِؼٔيَن ؤَوِ ؤََِ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 

                                                 
51 Al Imam Abu Zahrah, Usul Al Fiqh, 288 
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menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 

atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 

mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-

laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 

Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang 

tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian 

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. 

 

Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Allah 

melarang para wanita menghentakkan kakinya ketika 

berjalan karena hal tersebut akan menjadi sarana 

menampakkan perhiasan dan menimbulkan gejolak hati 

laki-laki yang melihatnya. 

Ibnu Qoyyim al-Jauziyah dalam kitabnya “I‟lam al-

Muwaqin” menyebutkan bahwa Nabi saw, melarang 

membunuh orang munafik sekalipun orang tersebut sangat 

membahayakan, untuk menghindari sesuatu yang akan 

menimbulkaan orang banyak menjauhi Nabi dan mereka 

menilai Muhammad membunuh sahabatnya52. 

 

3.  Macam-macam Dzari’ah 

a. Dari Segi Kualitas Kemafsadatan 

1) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada 

kemafsadatan secara pasti, seperti seseorang yang 

menggali sumur di depan pintu  rumah orang lain 

pada malam hari dan pemilik rumah tidak 

mengetahuinya. Perbuatan tersebut menjadi terlarang; 

2) Perbuatan yang boleh dilakukan, karena jarang 

membawa kemafsadatan, seperti menggali sumur di 

tempat yang biasanya tidak memberi kemudharatan, 

perbuatan seperti itu diboleehkan; 

                                                 
52 Ibid, 289  
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3) Perbuataan yang dilakukan itu biasanya atau besar 

kemungkinan  membawa kepada  kemafsadatan, 

seperti menjual senjata kepadaa musuh, perbuatan 

seperti  ini dilarang; 

4) Perbuatan itu pada dasarnya boleeh dilakukaan karena 

mengaadung kemaslahatan, tetapi kemungkinan juga 

perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Sepeti 

jual beli bay‟u al-„ajal, cenderung kepada transaksi riba.    

b. Dari Segi Jenis Kemafsadatan yaang ditimbulkan: 

1) Perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan, seperti 

meminum-minuman keras yang mengakibatkan 

mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan; 

2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang 

dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan 

untuk melakukan sesuatu perbuatan yang haram, baik 

dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Seperti 

sengaja menikahi wanita yang ditalak tiga oleh 

suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa 

menikahi wanita itu kembali.  

Sedangkan Ibn Qoyim membagi atas dua macam: 

1) Kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari 

kemafsadatan. 

2) Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi 

atas empat bagian; (a) Secara sengaja dilakukan untuk 

suaatu kemafsadatan seperti minum-minuman keras; 

(2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi 

ditujukan untuk sesuatu kemafsadatan seperti nikah 

tahlil; (3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan 

pelakunya tidak bertujuan untuk suaatu 

kemafsadatan, tetaapi biasanya akan berakibat suatu 

kemaafsadatan seperti mencaci maki sesembahan 

orang musyrik yang berakibat munculnya caci maki 

balik; (4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya 

dibolehkan, tetapi ada kalanya perbuatan itu 
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membawa kepada sesuatu kemafsadatan seperti 

melihat wanita yang dipinang53.  

Pada umumnya ulama menerima ketentuan Sadd adz-

Dzari‟ah, hanya saja mereka tidak sependapat tentang rincian 

dzari‟ah yang dilarang. Untuk memberikan ukuran dan 

kualifikasi Dzari‟ah mana yang akan menimbulkan 

kerusakan dan dilarang memang agak sulit, tetapi kita 

mempunyai prinsip bahwa sikap menghindari sesuatu hal 

yang menimbulkan kerusakan harus kita dahulukan 

daripada menentukan sesuatu yang dikira akan 

mendatangkan kemaslahatan . Jelasnya, kita benar-benar 

mempertimbangkan antara kerusakan/kemudharatan dan 

kemaslahatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.54  

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Sadd adz-

Dzari‟ah yang berlembih-lebihan tidaak dibenarkan, karena 

akan berakibat pada melarang yang mubah atau sebaliknya 

fath adz dzari‟ah yaang berlebih-lebihan juga akan berakibat 

pada membolehkan yaang dilarang. 

Dari penjelasan di atas, ada bebarapa hal yang perlu 

diperhatikan; 

1) Pertama, Sadd adz Dzari‟ah digunakan apabila menjadi 

cara yang untuk menghindarkan dari mafsadat yang 

dinashkan dan sudah tentu. Fath adz-Dzari‟ah digunakan 

apabila menjadi cara/jalan untuk sampai kepada 

maslahat yang dinashkan, karena maslahat dan mafsadat 

yang dinashkan adalah qoth‟I, maka Dzari‟ah ini 

berfungsi sebagai pelayanan terhadap nash. 

2) Tentang masalah yang berhubungan dengan soal amanat 

(tugas-tugas keagamaan)  bahwa kemadharatan 

meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan 

sesuatu perbuatan atas dasar Sadd adz-Dzaari‟ah..     

                                                 
53 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, 244-246  
54 Asjmuni A Rahman, Qo‟idah-Qo‟idah Fiq, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), 

76-77 
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G. Hak Anak dalam Islam 

Islam telah menetapkan syariat yang sempurna bagi 

anak-anak, sejak ia dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan ke 

dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim ibu.Hak-hak ini 

menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan pendidikan. 

Hak-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang  yang memegang 

tanggung jawab, baik keluarga, masyarakat maupun negara.  

Hak-hak anak dalam islam dimulai sejak anak dalam 

kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun 

psikis. Hak-hak anak tersebut antara lain55: 

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam 

kandunganmaupun setelah lahir. 

2. Hak mengetahui nasab (keturinan). 

3. Hak menerima nama yang baik 

4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya. 

5. Hak mendapatkan asuhan. 

6. Hak mendapatkan harta warisan. 

7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 

8. Hak mendapatkan perlindungan hukum. 

             

Allah SWT telah berfirman dalam al Qur‟an:56  

َٓ ٌْىَأٌذَادُوَا ٖٓ َُشِظٔؼِ ُ٘ ِٓ ؤَوٌَِبدَ ِٓ حَىٌَُِِ ٍَُِِٔ ِٓ وَب َّ ْْ ؤَسَادَ ٌٔ ُٖ ؤَ  وَػًٍََ اٌشٖظَبػَخَ َُزٔ
َّىٌُِىدٔ ُٗ اٌْ ٌَ ٖٓ ٖٓ سِصِلُهُ َّؼِشُوفٔ وَؤغِىَرُهُ  ثِبٌْ

"Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang 

ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf."  

 

Demikian juga firman Allah:57  

                                                 
55 Mufidah, et all, Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan 

pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 
(Malang: Pilar Media, 2006), 63-64. 

56 Al Baqarah ayat 233. 
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َٓ ََبؤََٗهَب َُِٕىا اٌَّزَٔ ُِ لُىا ءَا ُِ ؤَِٔفُغَىُ ٍُِ٘ٔىُ َ٘ب َٔبسّا وَؤَ  وَاٌْحٔجَبسَحُ إٌٖبطُ وَلُىدُ
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."   

 

Dalam hadist, menurut kesaksian Abu Hurairah ra, 

Rasulullah SAW bersabda :  
Setiap bayi dilahirkan berdasarkan fitrahnya, lalu kedua orangtuannya yang  (dapat) 

menjadikannya seorang yahudi atau seorang nasrani atau seorang majusi."  (HR. 

Muslim)  

Seruan Islam ini menunjukkan betapa pentingnya umat 

Islam memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam rangka 

menunaikan kewajiban menuju kehidupan mulia yang penuh 

ridla Allah SWT. Namun persoalannya saat ini, benarkah umat 

Islam telah mampu memenuhi kewajiban tersebut. Sementara 

begitu banyak permasalahan anak, yang dalam banyak kasus 

makhluk-makhluk mungil ini hanya menjadi korban. Tentu 

sangatlah penting bagi kita memperhatikan dunia anak-anak. 

Menuntun tangan-tangan mereka, menyelamatkan dari 

berbagai hal yang membahayakan dan mengancam jiwa 

mereka.  

Anak itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari masyarakat. Daslam kehidupannya, anak membutuhkan 

interaksi dengan yang lainnya. Interaksi ini terjadi dengan 

orang tua dan saudara-saudaranya (keluarga) ataupun interaksi 

dengan kawan-kawan, serta segala hal yang ia temui di luar 

rumah (masyarakat). Interaksidalamlingkunganinisangat 

diperlukan dan berpengaruh dalam proses tumbuh  kembang 

anak, baik secara fisik maupun biologis. Oleh karena itu 

memahami masalah-masalah dalam lingkungan dimana kita 

dan anak-anak berada, menjadi salah satu cara untuk mengerti 

persoalan-persoalan anak agar kita bisa mengupayakan 

pemecahannya.  

                                                                                                              
57 At Tahrim ayat 6. 
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Hak anak (juga hak semua manusia) dalam Islam, 

tercantum dalam dharuriyatu khamsin (hak asasi dalam 

Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai 

hak setiap orang:  

1. Pemeliharaan atas hak beragama (hifdzud dien). 

2. Pemeliharaan atas Jiwa (hifdzun nafs). 

3. Pemeliharaan atas Akal (hifdzul aql). 

4. Pemeliharaan atas Harta (hifdzul mal). 

5. Pemeliharaan atas Keturunan/nasab (hifdzun nasl) dan 

Kehormatan (hifdzul 'ird).  

Jika merinci hak-hak anak yang diperolehnya dari 

orangtua atau otoritas lain yang menggantikan orangtua, 

maka kita akan dapati bahwa hak-hak tersebut merupakan 

penjabaran dari Dharuriyatu Khamsin di atas. Misalnya hak 

anak untuk mendapatkan nama dan keturunan nasab maka 

itu ada dalam pemeliharaan atas nasab dan kehormatan, hak 

untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dapat 

dimasukkan ke dalam pemeliharaan atas agama 

(mendapatkan pendidikan akhlaqul karimah) dan 

pemeliharaan atas akal, dan seterusnya.  

Bahkan Islam telah merinci sedemikian rupa hingga 

ke masalah perkembangan yang optimal bagi jiwa anak. 

Misalnya ketika membicarakan masalah hadhanah 

(menyangkut anak di bawah usia 3tahun) dan radha'ah 

(penyapihan menyusui). Dalam masalah hadhanah anak 

diutamakan untuk berada dalam perawatan ibunya, jika ibu 

tidak ada atau berhalangan tetap, kedudukannya digantikan 

orang-orang yang terdekat kepada ibunya, yaitu saudara-

saudara perempuan dari ibunya, begitu seterusnya. Juga  

disebutkan agar anak disusui sampai usia 30 bulan (sedikit 

lebih dari 2 tahun).  

Belakangan Ilmu Psikologi bisa menjelaskan bahwa 

usia di bawah 3 tahun adalah masa pembentukan 

kepribadian yang amat menentukan yang jika terganggu 
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akan menyebabkan anak berpotensi menjadi anak 

bermasalah di masa depan. Dalam hal ini Islam telah 

memastikan dengan aturannya sejak 15 abad yang lalu 

bahwa seorang anak harus diasuh ibunya dan tidak 

diganggu pengasuhannya sampai waktu yang cukup.  

 

H. Perlindungan Pekerja Anak Perspektif Sad Al Dzari’ah dan 

Fath Al Dzari’ah 

Dalam  ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa 

Anak adalah  seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.58  

Perlindungan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 23 

tahun 2002 tentu sesuai dengan tujuan syari‟at Islam yang 

menjunjung tinggi hak-hak anak. Syariat merupakan bagian 

penting dari ajaran Islam, dan tidak mungkin memahami 

kebudayaan, sejarah, sosial dan tatanan masyarakat Islam 

tanpa memahami syariat. Sejak Allah menciptakan alam 

semesta beserta isinya termasuk manusia sebagai penguasa  

(khalifah fil ardl) sekaligus, Allah telah melengkapinya dengan 

syariat untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan 

ekosistem yang ada.      

Sementara itu tujuan syari‟at Islam menyatakan bahwa 

hukum syara‟ harus berasaskan pada meniadakan kepicikan 

dan kesempitan, menyedikitkan bebanan, berangsur-angsur 

dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan 

                                                 
58 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

pasal 1 dan 2. 
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manusia serta mewujudkan keadilan yang merata.59 

Pembatasan usia anak untuk dipekerjakan merupakan bentuk 

keadilan dalam pemenuhan haknya untuk tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan kodratnya. 

Dalam hal ini, para Ulama dihadapkan pada sebuah 

kondisi riil di mana al-Qur'an, Al-Hadith , al-Ijma' dan Qiyas 

dituntut mampu menjawab persoalan yang mengemuka di 

tengah kehidupan masyarakat yang semakin problematis. Oleh 

karenanya, upaya untuk menciptakan dan menggunakan 

perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu 

mengatasi setiap masalah yang timbul harus terus dilakukan. 

Di antaranya dengan Istihsan, maslahah-mursalah, Istishhab, Urf 

dan perangkat pembantu yang lain seperti juga Sadz al- 

Dzari‟ah. 60 Penelitian ini mengkhususkan diri mengkaji 

undang-undang ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja 

anak dengan perspektif konsep sad al Dzari‟ah dan fath al 

Dzari‟ah. 

Tujuan diberlakukannya hukum Islam ada tiga yaitu; 

Pertama Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi 

sumber kebaikan-bukan sumber keburukan bagi masyarakat 

lingkungannya. Kedua, menegakkan keadilan dalam 

masyarakat Islam. Dan Ketiga, adalah merupakan puncak 

tujuan yang hendak dicapai, yaitu kemaslahatan61. Tidak sekali-

kali suatu perkara disyari‟atkan oleh Islam melalui al Qur‟an 

maupun Sunah melainkan di situ terkandung maslahat yang 

hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang 

yang tertutup oleh hawa nafsu. Maslahat yang dikehendaki 

oleh Islam bukanlah maslahat yang seiring dengan keinginan 

                                                 
59 Zarkasji Abdul Salam dan Omar Fathurrohman, Pengantar Ilmu Fiqh dan 

Usul Fiqh I (Yogyakaarta: LESFI,1994), 13-20 
60  Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Quwait: Darul Qalam, 1977), 14-

121. 
61 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma‟shum, (Jakarta; 

Pustaka Firdaus, 1994), 543-548  
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hawa nafsu, tetapi yang hakiki menyangkut kepentingan 

umum, bukan kepentingan pihak tertentu. 

Kemaslahatan umum dalam perlindungan anak sebagai 

wujud dari tujuan syariat, hendaknya  mampu menjamin 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan 

harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian 

dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib di jamin, dilindungi, 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 

dan negara.62 Perlindungan terhadap tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh 

dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan 

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.63 Salah 

satu konsep yang dapat digunakan untuk melihat apakah 

Undang-Undang ketenagakerjaan yang ada telah menjamin 

kemaslahatan dan menutup pintu kemadharatan adalah sad al 

Dzari‟ah dan fath al Dzari‟ah. 

Dzari‟ah  yang berarti wasilah atau jalan yang 

menyampaikan kepada tujuan, jalan untuk sampai kepada 

yang haram atau halal64 yang berdasarkan kaidah; “ Kewajiban 

yang tidak bisa dilaksanakan kecuali ada sesuatu hal maka hal 

tersebut menjadi wajib” 

Sejalan dengan tujuan syari‟at Islam tersebut, maka 

hukum syara‟ harus berasaskan pada meniadakan kepicikan 

dan kesempitan, menyedikitkan bebanan, berangsur-angsur 

                                                 
62 Mufidah, et all, Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan 

pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (Malang: 
Pilar Media, 2006), 16. 

63 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

64 Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), 217 
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dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan 

manusia serta mewujudkan keadilan yang merata,65 khususnya 

dalam kontek ini adalah pekerja anak yang seringkali menjadi 

korban kekerasan. 

 

I. Batas Usia Minimum Anak Boleh Bekerja 

Dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang ketenagakerjaan 

disebutkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 

(tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk 

melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu 

perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.66  

Pembatasan usia anak untuk dapat dipekerjakan jika 

dilihat dari konsep dzari‟ah tentu cukup relevan. Karena dzari‟ah 

jika dilihat dari segi jenis kemafsadatan yaang ditimbulkan 

salah satunya adalah perbuatan itu membawa kepada 

kemafsadatan, seperti meminum-minuman keras yang 

mengakibatkan mabuk dan mabuk itu suatu kemafsadatan; 

Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau 

dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan sesuatu 

perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau 

tidak. Seperti sengaja menikahi wanita yang ditalak tiga oleh 

suaminya dengan tujuan agar suami pertama bisa menikahi 

wanita itu kembali. Jadi pembatasan usia pekerja anak 

dimaksudkan untuk melindungi anak dari efek buruk yang 

ditimbulkan jika tidak diberi pembatasan. 

 

J. Syarat Mempekerjakan Anak 

Syarat-syarat mempekerjakan anak di bawah umur diatur 

dalam pasal 69 ayat 2: Pengusaha yang mempekerjakan anak 

                                                 
65 Zarkasji Abdul Salam dan Omar Fathurrohman, Pengantar Ilmu Fiqh dan 

Usul Fiqh I (Yogyakaarta: LESFI,1994), 13-20 
66 Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. lihat 

juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1999 tentang 
pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. 
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pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

harus memenuhi persyaratan: Izin tertulis dari orang tua atau 

wali; Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau 

wali; Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; Dilakukan pada 

siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; Keselamatan 

dan kesehatan kerja; Adanya hubungan kerja yang jelas; dan 

Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, 

b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha 

keluarganya. Pasal 70: Anak dapat melakukan pekerjaan di 

tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum 

pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling 

sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.  

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 

dilakukan dengan syarat diberi petunjuk yang jelas tentang 

cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan 

dalam melaksanakan pekerjaan; dan diberi perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja.  

Pasal 71: Anak dapat melakukan pekerjaan untuk 

mengembangkan bakat dan minatnya. Pengusaha yang 

mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

wajib memenuhi syarat :  

1. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;  

2. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan  

3. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu 

perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.  

Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk 

mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 72: Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama 

dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus 

dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Pasal 73: 
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Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, 

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya 

Terkait dengan syarat-syarat mempekerjakan anak di 

atas, jika dilihat dari tujuan penetapan hukum atas Sad al 

Dzari‟ah adalah untuk menuju kepada kemaslahatan, maka hal 

tersebut boleh dan bahkan wajib untuk dilakukan. Karena 

tujuan umum ditetapkannya hukum pada mukallaf adalah 

untuk kemaslahatan  mereka dan menjauhkan kerusakan. 

Untuk sampai kepada tujuan itu adakalanya syara‟ 

memerintahkan sesuatu dan adakalanya melarang sesuatu. 

Dalam memenuhi perintah dan larangan ada yang dapat 

dipenuhi dengan langsung dan ada pula yang harus melalui 

sarana. Maka membuat aturan teknis mempekerjakan anak 

adalah sebuah perintah 6yang harus dilaksanakan. 

Sedangkan Ibn Qoyim membagi atas dua macam. 

Kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatan, dibagi atas empat 

bagian; (a) Secara sengaja dilakukan untuk suaatu 

kemafsadatan seperti minum-minuman keras; (2) Pekerjaan 

yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk sesuatu 

kemafsadatan seperti nikah tahlil; (3) Pekerjaan itu hukumnya 

boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suaatu 

kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu 

kemaafsadatan seperti mencaci maki sesembahan orang 

musyrik yang berakibat munculnya caci maki balik; (4) Suatu 

pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ada kalanya 

perbuatan itu membawa kepada sesuatu kemafsadatan seperti 

melihat wanita yang dipinang67.  

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Sad al-Dzari‟ah 

yang berlembih-lebihan tidak dibenarkan, karena akan 

berakibat pada melarang yang mubah atau sebaliknya fath al 

Dzari‟ah yaang berlebih-lebihan juga akan berakibat pada 

membolehkan yaang dilarang. Fath al Dzari‟ah digunakan 

                                                 
67 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, 244-246  
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apabila menjadi cara yang untuk menghindarkan dari mafsadat 

yang dinashkan dan sudah tentu. Fath al Dzari‟ah digunakan 

apabila menjadi cara/jalan untuk sampai kepada maslahat 

yang dinashkan, karena maslahat dan mafsadat yang 

dinashkan adalah qoth‟i, maka Dzari‟ah ini berfungsi sebagai 

pelayanan terhadap nash. Tentang masalah yang berhubungan 

dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan)  bahwa 

kemadharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada 

pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar Sad al Dzari‟ah. 

Dengan demikian jelaslah bahwa syarat-syarat 

mempekerjakan anak di bawah umur sebagaimana diatur 

dalam pasal 69 ayat 2, merupakan bentuk fath al Dzari‟ah yang 

harus dibuat dan diterapkan dalam rangka menjamin 

kemaslahatan dari diperbolehkannya anak usia tertentu untuk 

pekerja anak. 

 

K. Pekerjaan Terburuk bagi Anak 

Pekerja anak adalah anak yang bekerja terus menerus, 

memakan waktu dan energi, hilang kesempatan untuk sekolah, 

meningkatkan pendapatan keluarga/famili atau si anak, pisah 

dari keluarga/famili, menjalani kehidupan orang dewasa, dan 

tenaga serta fikirannya dieksploitasi. Sedangkan yang 

dimaksud anak yang bekerja adalah anak yang bekerja di 

dalam/di luar rumah sehingga dapat bersosialisasi dengan 

orang tua, tujuan kerja semata-mata membantu orang tua, 

mempersiapkan diri untuk menjadi orang dewasa yang 

mampu mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang 

dewasa, dan merasa puas dengan kegiatannya sehingga baik 

untuk perkembangan anak.68 

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak yang bekerja 

biasanya adalah pekerjaan yang ringan dan tidak 

membahayakan jiwanya. Sedangkan pekerja anak biasanya 

                                                 
68 Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam sosialisasi 

Penanggulangan Pekerja Anak di Ponorogo, Oktober 2004. 
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melakukan pekerjaan yang berat dan membahayakan jiwanya, 

seperti; perbudakan dan praktek sejenis (perdagangan anak, 

kerja ijon/kerja paksa, pemanfaatan untuk konflik bersenjata), 

pelacuran, pornografi  dan pertunjukan porno, kegiatan ilegal 

khususnya produksi dan perdagangan narkoba, serta  

pekerjaan yang bila dilakukan dapat membahayakan kesehatan 

dan     keselamatan    ( bekerja di anjungan lepas pantai dan 

penyelaman air dalam, pertambangan, industri alas kaki dan 

kimia). 69 

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 pasal 1, 

tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan 

pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 

menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Jadi pengertian tenaga kerjamenurut ketentuan ini 

meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar 

hibungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses 

produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun 

pikiran. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama 

dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu malakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.70  

Dalam Pasal 74 disebutkan bahwa siapapun dilarang 

mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-

pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk 

yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :  

1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;  

                                                 
69 Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keputusan Menteri Dalam 

Negeri no. 5 tahun 2001  tentang Penanggulangan Pekerja Anak dan Undang-
undang no. 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO 182 mengenai 
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak,  (Jakarta: Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
2002). 

70 Ketentuan Umum Undang-Undang ketenagakerjaan, BAB I  Pasal 1. 
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2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau 

menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, 

pertunjukan porno, atau perjudian;  

3. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau 

melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan 

minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 

lainnya; dan/atau  

4. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak.  

Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam 

ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 

75: Pemerintah berkewajiban melakukan upaya 

penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. 

Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak masih banyak 

terjadi dengan berbagai alasan, baik ekonomi maupun sengaja 

dieksploitasi, sehingga undang-undang yang ada perlu 

disosialisasikan dengan lebih luas, baik pada pengusaha, 

pekerja maupun masyarakat secara umum. 

Konsep sad al Dzari‟ah disebutkan bahwa dalam larangan 

ada sesuatu kerusakan yang dilarang langsung karena 

perbuatan itu mendatangkan kerusakan, seperti larangan 

meminum khamr, berbuat zina dan lain sebagainya. Namun 

adakalanya perbuatan itu sendiri tidak langsung 

mendatangkan kerusakan  tetapi perbuatan itu menjadi 

jembatan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkaan 

kerusakan, misalnya penyimpan khamr, berdua-dua antara 

laki-laki dan perempuan di tempat sunyi. Larangan terhadap 

sarana yang mendatangkan pada perbuatan yang dilarang 

itulah penetapan hukum berdasarkan pada Sad adz Dzari‟ah.71  

                                                 
71 Al Imam Abu Zahrah, Usul Al Fiqh, 288 
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Semua pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 74, bahwa siapapun dilarang 

mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-

pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang 

terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, tentu, 

bahkan pasti mendatangkan kerusakan/kemafsadatan 

bagi anak. Meskipun pembuat Undang-Undang ini 

(mungkin) tidak menggunakan konsep sad al Dzari‟ah 

dalam penyusunannya, tetapi tampak sesuai/relevan 

dengan konsep sad al Dzari‟ah. 

Untuk memberikan ukuran dan kualifikasi Dzari‟ah mana 

yang akan menimbulkan kerusakan dan dilarang memang agak 

sulit, tetapi kita mempunyai prinsip bahwa sikap menghindari 

sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan harus kita 

dahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan 

mendatangkan kemaslahatan. Jelasnya, kita benar-benar 

mempertimbangkan antara kerusakan/kemudharatan dan 

kemaslahatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.72 Karena 

sulitnya membuat ukuran itulah maka penulis cenderung 

dengan Ibnu Qayyim, yang menggunakan konsep sad al 

Dzari‟ah sekaligus fath al Dzari‟ah. Degitu juga dalam menakar 

kemafsadatan dan kemaslahatan pekerja anak, tentu harus 

didasarkan pada data dan fakta yang akurat dilapangan. 

 

L. Hak-Hak Anak 

Hak-hak anak meliputi:73 Tumbuh kembang dan 

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. Memperolah nama sebagai identitas diri dan 

                                                 
72 Asjmuni A Rahman, Qo‟idah-Qo‟idah Fiqh, (Jakarta; Bulan Bintang, 1976), 

76-77 
73 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III Hak dan 

Kewajiban Anak. Lihat juga, Mufidah, et all, Haruskah Perempuan dan Anak 
dikorbankan, panduan pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak (Malang: Pilar Media, 2006), 16-17.  
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status kewarganegaraan. Beribadah menurut agamanya, 

berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau 

diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang 

lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Memperolah pelayanan kesehatan dan 

jaminan social dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan 

sosial.  

Juga memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya 

sesuai dengan minat dan bakatnya. Menyatakan dan didengar 

pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi 

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai sesusilaan dan 

kepatutan. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan 

minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan 

diri.  

Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak 

memperolehrehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan social. Mendapatkan perlindungan dari 

perlakuan diskriminsi, eksploitasi baik ekonomi maupun 

seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan 

penganiayaan serta ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. 

Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban 

kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum. 

Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang 

menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai prilaku 

tindak pidana. 

Sementara itu, Islam telah menetapkan syariat yang 

sempurna bagi anak-anak, sejak ia dilahirkan, bahkan sebelum 

dilahirkan ke dunia dan sebelum diletakkan ke dalam rahim 

ibu. Hak-hak ini menyangkut pengasuhan, perhatian, etika dan 

pendidikan. Hak-hak ini harus dipenuhi oleh setiap orang 
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 yang memegang tanggung jawab, baik keluarga, masyarakat 

maupun negara.  

Hak-hak anak dalam Islam dimulai sejak anak dalam 

kandungan hingga mencapai kedewasaan secara fisik maupun 

psikis. Hak-hak anak tersebut antara lain74: 

1. Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam 

kandungan maupun setelah lahir. (Qs Al Baqarah: 233) 

2. Hak mengetahui nasab (keturinan). 

3. Hak menerima nama yang baik 

4. Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya. 

5. Hak mendapatkan asuhan. 

6. Hak mendapatkan harta warisan. (QS an Nisa: 2,6,10) 

7. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (QS 

Mujadalah: 11) 

8. Hak mendapatkan perlindungan hukum. 

9. Hak mendapatkan nafkah orang tuanya (QS Qashas: 12, al 

Baqarah: 233) 

Ajaran Islam menunjukkan betapa pentingnya 

memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam rangka 

menunaikan kewajiban menuju kehidupan mulia yang penuh 

ridla Allah SWT. Namun apakah hukum Islam cukup 

akomodatif terhadap hak-hak anak. Sementara begitu banyak 

permasalahan anak, yang dalam banyak kasus anak-anak 

hanya menjadi korban. Tentu sangatlah penting untuk 

memperhatikan dunia anak-anak. Menuntun tangan-tangan 

mereka, menyelamatkan dari berbagai hal yang 

membahayakan dan mengancam jiwa mereka.  

Hak anak dalam pandangan Islam memiliki aspek 

universal terhadap kepentingan anak. Dengan demikian, hak 

anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam 

lingkungan hidup seorang muslim. Cara pandang yang 

                                                 
74 Mufidah, et all, Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan, panduan 

pemula untuk pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 
(Malang: Pilar Media, 2006), 63-64. 
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dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus 

tunduk pada hukum-hukum Islam, seperti hukum pidana 

Islam, hukum perdata Islam, hukum perkawinan Islam, hukum 

tatanegara Islam dan waris Islam sebagai formalitas-formalitas 

wajib yang harus ditaati oleh umat Islam dan apabila dilanggar 

akan mendapatkan konsekwensi tertentu. Cara pandang ini 

tentu sesuai dengan konsep sad al Dzari‟ah dan fath al Dzari‟ah, 

di mana hukum menjamin kemaslahatan dan menghindarkan 

dari kemafsadfatan yang mungkin akan terjadi. 

Secara umum hak anak (juga hak semua manusia) dalam 

Islam, tercantum dalam dharuriyatu khamsin (hak asasi dalam 

Islam). Hak itu adalah lima hal yang perlu dipelihara sebagai 

hak setiap orang: Pemeliharaan atas hak beragama (hifdzud 

dien), Pemeliharaan atas Jiwa (hifdzun nafs), Pemeliharaan atas 

Akal (hifdzul aql), Pemeliharaan atas Harta (hifdzul mal), 

Pemeliharaan atas Keturunan/nasab (hifdzun nasl) dan 

Kehormatan (hifdzul 'ird).  

Jika merinci hak-hak anak yang diperolehnya dari orang 

tua atau otoritas lain yang menggantikan orang tua, maka 

nampak bahwa hak-hak tersebut merupakan penjabaran dari 

Dharuriyatu Khamsin di atas. Misalnya hak anak untuk 

mendapatkan nama dan keturunan nasab maka itu ada dalam 

pemeliharaan atas nasab dan kehormatan, hak untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak, dapat dimasukkan ke 

dalam pemeliharaan atas agama (mendapatkan pendidikan 

akhlaqul karimah) dan pemeliharaan atas akal, dan seterusnya.  

Ketika seseorang tidak mendapati pekerjaan yang 

memungkinkan dirinya memperoleh penghasilan, sementara ia 

punya kemampuan untuk bekerja, Dharuriyatu Khamsin yang 

seharusnya di dapat menjadi terancam,  maka kewajiban 

Pemerintahlah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak 
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bagi setiap individu rakyatnya.75 Secara umum belum nampak 

konsep Islam secara spesifik bagaimana Islam melindungi 

pekerja anak, dari pemaparan di atas, penelitian ini hendak 

melihat bagaimana konsep perlindungan anak dalam UU No 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU Perlindungan anak 

No. 23 tahun 2002. 

Anak boleh bekerja asal tidak mengabaikan hak-haknya 

seperti belajar dan bermain. Dalam UU No.13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-

anak yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka boleh 

dipekerjakan asal ada izin orangtua dan bekerja maksimal 3 

jam sehari. Itu berarti, jika hak-hak anak diabaikan dan mereka 

bekerja lebih dari 3 jam sehari, sudah tentu bentuk eksploitasi 

anak. Juga dalam UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, 

pasal 88 tegas disebutkan, Setiap orang yang mengeksploitasi 

ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 200 juta.  

Tetapi, karena tidak ditegakkan, maka banyak orang tua 

mengabaikannya. Faktor ekonomi jadi alasan utama orangtua 

mempekerjakan anak. Faktor ini pula yang jadi sebab utama 

anak-anak itu meninggalkan sekolah. Regulasi yang lebih tegas 

lagi dituangkan dalam UU No. 1/2000 dalam rangka upaya 

Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  

Pendekatan taktikal yang dapat dilakukan dalam 

mendukung solusi strategis tersebut bisa dengan dua hal. 

Pertama, pendekatan preventif yakni dengan melakukan 

terobosan-terobosan formal guna meminimalisir pekerja anak 

diantaranya; 1) Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan 

kalangan usahawan disertai pemberlakuan sanksi secara 

konsisten bagi pelanggaran regulasi khusus yang menyangkut 

                                                 
75 Donny Irawan, Islam Sikapi Problema Perburuhan, dalam Batam Post, 

Selasa, 01 Mei 2007. 
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pekerja anak, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh 

Pemkab Kutai Kartanegara saat ini dengan program ZBPA 

(Zona Bebas Pekerja Anak) 2) Membuka peluang usaha mandiri 

dengan memudahkan pemberian kredit murah dan penciptaan 

lebih banyak lapangan kerja baru, 3) membuka akses informasi 

dan mereduksi birokrasi terutama dalam rangka merangsang 

pertumbuhan ekonomi masyarakat dan  lain-lain. Kedua, 

pendekatan kuratif, di mana 1) Pemerintah memberikan  

jaminan perlindungan hak-hak anak dalam memperoleh 

pendidikan 2) Program bimbingan dan penyantunan anak 

terlantar misalnya dengan pemberian jaminan sosial bagi anak 

dan rakyat miskin 3) Rehabilitasi bagi pekerja anak dengan 

mengembalikan mereka ke tempat yang semestinya, dan lain-

lain.  

Perlu identifikasi sekaligus analisis permasalahan pekerja 

anak secara runtut dan menyeluruh, dengan harapan 

terkuasainya peta permasalahan dengan baik dan ancangan 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meliputi aspek: 

Pertama, faktor sosio-kultural serta kepercayaan tradisional 

yang mempengaruhi persepsi pekerjaan anak yang 

menganggap anak bekerja adalah kewajiban untuk membantu 

orangtua, tanpa memperhatikan hak dan perlindungan bagi 

anak. Kedua, sosialisasi UU dan peraturan tentang hak dan 

perlindungan anak serta permasalahan pekerja anak terhadap 

pihak yang relevan. Ketiga, pelaku ekonomi (pengusaha) yang 

melibatkan pekerja anak dalam usaha mereka harus 

memperhatikan hak dan perlindungan anak sesuai UU yang 

berlaku. Keempat, monitoring atas kegiatan buruh anak di 

lapangan dan penegakan hukum bagi pelanggaran hak buruh 

anak tanpa kompromi dan pilih-pilih. Kelima, upaya preventif 

pemerintah untuk mencegah semakin meningkatnya pekerja 

anak dalam bentuk program pemberdayaan keluarga dan 

pengentasan kemiskinan. Keenam, kerjasama lintas departemen 

yang bersentuhan langsung dengan masalah pekerja anak. 
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Dinas pendidikan sedapat mungkin memprioritaskan bantuan 

pada anak dalam darurat ekonomi agar mereka tetap dapat 

bersekolah. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam upaya 

pemenuhan tumbuh kembang anak, baik fisik maupun mental 

secara optimal. 

Dari seluruh paparan di atas tampak bahwa Undang-

Undang RI No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah 

mengatur bentuk-bentuk perlindungan pekerja anak. Namun 

tampak jelas bahwa Undang-Undang tersebut hanya mengatur 

pekerja anak yang masuk dalam sektor formal dan kurang 

memperhatikan sektor informal. Padahal masalah pekerja anak 

tidak saja dialami oleh pekerja anak yang masuk dalam 

hubungan industrial tetapi justru di luar itu. Anak yang bekerja 

dalam sektor keluargapun, tidak ada jaminan hukum 

mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.  

Perlindungan pekerja anak, baik UU RI No 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan maupun UU RI No 23 tahun 2002 

tentang perlindungan anak masih kurang lengkap karena lebih 

banyak mengatur pekerja anak yang berada di sector formal 

dan kurang memperhatikan yang disektor informal. Padahal 

pekerja anak di sector informal lebih banyak secara kuantitas 

dan lebih rentan terhadap perlakuan buruk. Undang-Undang 

yang ada masih kurang relevan dengan prinsip-prinsip sad al 

Dzari‟ah dan fath al Dzari‟ah karena belum menjamin 

kemaslahatan anak secara komprehensif, sehingga masih 

banyak celah kemafsadatan yang mungkin terjadi. Bahkan 

Undang-Undang perlindungan anak lebih banyak mengatur 

hak-hak anak secara individual dibandingkan perlindungan 

anak dalam kapasitasnya sebagai seorang pekerja. 
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